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BUPATI BONDOWOSO 
PROVINS! JAWA TIMUR 

PERATURAN BUPATI BONDOWOSO 
NOMOR 64 TAHUN 2017 

TENTANG 

PEDOMAN TEKNIS PENERAPAN 
SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH 
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BONDOWOSO 

DEN GAN RAH MAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI BONDOWOSO, 

Menimbang a. bahwa Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 
merupakan rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat 
dan prosedur pada instansi pemerintah dalam rangka 
pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi 
pemerintah; 

b. bahwa agar Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 
diterapkan secara efektif sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan, maka perlu menetapkan Peraturan 
Bupati tentang Pedoman Teknis Penerapan Sistem 
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan 
Pemerintah Kabupaten Bondowoso. 

Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan 
Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa 
Timur (Berita Negara Republik Jndonesia Tahun 1950 Nomor 
41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 
2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
1965 Nomor 19, Tambahan Lernbaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 2730); 

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, 
Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1999 Nom01· 75, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3551); 

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 
Nomor 5234) ; 

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republil<: Indonesia 
Nomor 5494); 

5. Undang-Undang ..... 
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5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara. Republik Indonesia. 
Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa ka.li diubah terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 
tentang Pemerintahan Daerah (Lembara.n Negara. Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5679); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan 
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerinta.h (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 26, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 ten tang Pedoman 
Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4712); 

9. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem 
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; 

10. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan 
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199); 

11. Peraturan Menteri Pendayagu.naan Aparatur Negara dan 
Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2008 tentang Petunjuk 
Penyusunan Indikator Kinerja Utama; 

12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 
Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk 
Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara 
Reviu atas La.poran Kinerja Instansi Pemerintah; 

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang 
Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); 

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang 
Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi 
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan 
Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka 
Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah 
Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan 
Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka 
Menengah Daerah clan Rencana Kerja Pemerintah Daerah; 

15. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 7 Tahun 2016 
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 
Kabupaten Bondowoso {Lembaran Daerah Kabupaten 
Bondowoso Tahun 2016 Nomor 7~ Tambaha.n Lembaran Daerah 
Kabupaten Bondowoso Nomor 4). 

MEMUTUSKAN: .... 
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MEMUTUSKAN; 

Menetapkan ; PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENERAPAN 
SISTEM AKUNTABILITAS IONERJA INSTANSI PEMERINTAH DI 
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BONDOWOSO. 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan; 
1. Kabupaten adalah Kabupaten Bondowoso. 
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten 

Bondowoso. 
3. Bupati adalah Bupati Bondowoso. 
4. Perangkat Daerah adalah instansi pemerintah yang merupakan 

unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi 
kewenangan Pemerintah Kabupaten, terdiri atas Sekretariat 
Daerah, Sekretariat Dewan Perwak:ilan Rakyat Daerah, 
lnspektorat Daerah,. Badan Daerah, Dinas Daerah dan 
Kecamatan. 

5. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang 
selanjutnya disingkat SAIOP, adalah rangkaian sistematis dari 
berbagai aktivitas, alat dan prosedur yang direncanakan untuk 
penetapan dan pengukuran kinerja, pengumpulan data, 
pengldasifikasian, pengikhtisaran dan pelaporan kinerja pada 
instansi pemerintah dalam rangka pertanggungjawaban dan 
peningkatan kinerja instansi pemerintah. 

6. Kegiatan adalah sekumpulan tindakan pengerahan sumberdaya 
baik berupa sumberdaya manusia, barang modal termasuk 
peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa 
jenis sumberdaya tersebut sebagai masukan (input) untuk 
mengbasilkan keluaran (output). 

7. Program adalah sekumpulan kegiatan yang merupakan 
penjabaran suatu kebijakan dalam rangka mencapai basil 
(outcome) yang terukur sesuai dengan tujuan dan sasaran dari 
suatu instansi pemerintah. 

8. Input adalah segala sumberdaya yang harus ada terlebih 
dahulu untuk digunakan dalam pelaksanaan suatu kegiatan, 
baik berupa sumbeTim;ya manusia, material, waktu, teknologi, 
dan sebaga.inya yang digunakan untuk melaksanakan program 
dan kegiatan. 

9. Indikator Kegiatan adalah keluaran (output) berupa barang atau 
jasa yang dihasilkan oleh suatu kegiatan yang dilaksanakan 
untuk mendukung pencapaian suatu program. 

10. Indikator Program adalah basil (outcome) dari segala sesuatu 
yang mencerminkan berfungsinya keluaran (output) dari 
sejumlah kegiatan dalam suatu program. 

11. Indikator Sasaran adalah manfaat (ben~fit) dari keluaran 
{output) yang dapat dirasakan sebagai nilai tambah bagi 
masyarakat, berupa jasa/fasilitas yang dapat d:iakses oleh 
masyarakat. 

12. Indikator Tujuan adalah dampak (impact} dari keluaran (output} 
terhadap kondisi makro di bidang sosial, ekonomi, lingkungan, 
atau kepentingan nmnm lainnya yang ingin dicapai. 

13. Kinerja ..... 
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13. Kin~rja a~alah unjuk .ketja dan prestasi kerja yang merupakan 
hasil kel]a yang d1wuJudkan dengan menjalankan suatu 
program dan kegiatan untuk mencapai tajuan dan sasaran 
tertentu. 

14. Indikator Kinerja adalah ukuran kuantitatif dan/atau kualitatif 
yang menggambarkan tingkat pencapaian kinerja dari suatu 
unsur masukan, proses, keluaran, basil, manfaat, dan/atau 
dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu 
kegiatan. 

15. Kinerja Utama adalah hal utama apa yang akan diwujudkan 
oleh instansi pemerintah sesuai dengan kewenangan, tugas dan 
fungsi, serta menggambarkan untuk apa instansi pemerintah 
tersebut ch"bentuk. 

16. lndikator Kinerja Utama, yang selanjutnya clisingkat IKU, 
adalah ukuran keberhasilan kinerja organisasi yang 
menggambarkan pelaksanaan tugas dan fungsinya yang 
diperjanjikan dalam upaya mencapai sasaran organisasi. 

17. Indikator Kinerja Individu, yang selanjutnya disingkat IKI, 
adalah penjabaran IKU dari Kepala Perangkat Daerah yang 
dilaksanakan oleh seluruh aparatur bawahannya sampai 
dengan jabatan pelaksana. 

18. Indikator Kinerja Kunci, yang selanjutnya disingkat IKK, adalah 
IKU yang mencerminkan keberhasilan penyelenggaraan suatu 
urusan pemerintaban. 

19. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang 
selanjutnya disingkat RPJMD, adalah Dokumen Rencana 
Strategis Pemerintah Kabupaten untuk periode 5 (lima) tahun 
yang disusun oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 
Kabupaten Bondowoso sesuai ketentuan berdasarkan visi dan 
misi Bupati, yang dibentuk dengan Peraturan Daerah. 

20. Rencana Kerja Pemerintah Daerah, yang selanjutnya disingkat 
RKPD, adalah Dokumen Rencana Kerja Tahunan Pemerintah 
Kabupaten untuk periode 1 (satu) tahun yang disusun oleh 
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten 
Bondowoso sesuai ketentuan dan merupakan penjabaran 
operasional dari RPJMD, yang ditetapkan dengan Peraturan 
Bupati. 

21. Rencana Strategis Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut 
RENSTRA Perangkat Daerah adalah Dokumen Rencana 
Strategis Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang 
disusun oleh Perangkat Daerah sesuai ketentuan dan 
merupakan penjabaran dari RPJMD berdasarkan tugas dan 
fungsi Perangkat Daerah, serta ditandatangi oleh Kepala 
Perangkat Daerah setelah mendapat pengesahan dari Bupati. 

22. Rencana Kerja Tahunan Perangkat Daerah, yang selanjutnya 
disebut RENJA Perangkat Daerah, adalah dokumen yang berisi 
usulan rencana program dan kegiatan selama 1 (satu) tahun 
disertai dengan anggarannya dalam bentuk Rencana Kerja dan 
Anggaran {RKA), yang disusun oleh Perangkat Daerah sesuai 
ketentuan berdasarkan RENSTRA. 

23. Standar Pelayanan Minimal, yang selanjutnya disingkat SPM 
adalah suatu ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan 
dasar yang merupakan urusan wajib pemerintah yang berhak 
diperoleh setiap warga negara secara minimal. 

24. Perjanjian ..... 
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24. Perjanjian Kinerja, yang selanjutnya disingkat PK adalah 
dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi 
lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk 
melaksanakan program dan/ atau kegiatan yang disertai 
dengan indikator kinerja yang diberi target sesuai IKU /IKI 
berdasarkan RENJA. 

25. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, yang selanjutnya 
disingkat LKIP, adalah suatu dokumen yang merupakan bentuk 
p~rtanggungjawaban dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang 
d1percayakan kepada setiap instansi pemerintah atas 
penggunaan anggaran. 

BAB II 
RUANO LINGKUP 

Pasal 2 
Komponen SAKIP meliputi: 
a. Perencanaan Kinerja 
b. Perjanjian Kinerja; 
c. Pengukuran Kinerja; 
d. Pelaporan Kinerja; dan 
e. Evaluasi Kinerja. 

BAB III 
PENYUSUNAN KOMPONEN 

SISTEM AKUNTABILlTAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH 
Pasal 3 

( 1) Pemerintah Kabupaten dan Perangkat Daerah wajib 
menyusun, menerapkan, dan memiliki komponen SAKIP. 

(2) Komponen SA.KIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri 
atas: 
a. Komponen SAKIP Kabupaten; dan 
b. Komponen SAKIP Perangkat Daerah. 

(3) Penyusunan komponen SAKIP sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) dilakukan dengan menggunakan format sebagaimana 
tercantum dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran VIII dari 
Peraturan Bupati ini. 

(4) Penyusunan Komponen SAKIP Kabupaten sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) huruf a dilaksanakan oleh Tim SAKIP 
Kabupaten. 

(5) Penyusunan Komponen SAKIP Perangkat Daerah sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) huruf b dilaksanakan oleh Tim SAKIP 
Perangkat Daerah. 

(6) Komponen SAKIP Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat 
(2) huruf a disusun berdasarkan Komponen SAKIP Perangkat 
Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dan 
dihimpun oleh Sekretariat Tim SAKIP Kabupaten. 

BAB IV 
TIM SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH 

Pasal4 
(1) Untuk kelancaran penerapan SAKIP, dibentuk Tim SAKIP dan 

disediakan anggaran operasional kegiatan tim. 
(2) Tim SAKIP sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) terdiri atas: 

a. Tim SAKIP Kabupaten; dan 
b. Tim SAKIP Perangkat Daerah. 

(3) Tim SAKIP ..... 
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(3) Tim SAKIP Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
huruf a ditetapkan dengan Keputusan Supati, dengan susunan 
keanggotaan yang terdiri atas: 
a. Ketua Sekretaris Daerah Kabupaten Sondowoso; 
b. Sekretaris : Kepala Sagian Organisasi pada Sekretariat 

c. Anggota 
Daerah Kabupaten Sondowoso; 
1. Asisten pada Sekretariat Daerah 

Kabupaten Sondowoso; 
2. Inspektur Kabupaten Bondowoso; 
3. Kepala Sadan Perencanaan Pembangunan 

Daerah Kabupaten Bondowoso; 
4. Kepala Sadan Pengelolaan Keuangan dan 

Aset Daerah Kabupaten Sondowoso; 
5. Kepala Sadan Kepegawaian Daerah 

Kabupaten Sondowoso; 
6. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika 

Kabupaten Bondowoso; 
7. Kepala Bagian Hukum pada Sekretariat 

Daerah Kabupaten Sondowoso; 
8. Unsur lain dari Perangkat Daerah sesuai 

kebutuhan. 
(4) Tim SAKIP Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada 

ayat (2) huruf b dibentuk dan ditetapkan dengan Keputusan 
Kepala Perangkat Daerah, dengan susunan keanggotaan yang 
terdiri atas: 
a. Penanggungjawab : Kepala Perangkat Daerah; 

Sekretaris Perangkat Daerah; b. Ketua 
c. Selaetalis 

d. Anggota 

· Pejabat Eselon IV yang membidangi 
perencanaan; 
1. Pejabat Eselon yang ada pada 

Perangkat Daerah; 
2. Unsur lain dari Perangkat Daerah 

sesuai kebutuhan. 

BABV 
PERENCANAAN KINERJA 

Pasal 5 
Perencanaan Kinerja, meliputi: 
a. RPJMD; 
b. RKPD; 
c. RENSTRA Perangkat Daerah; 
d. RENJA Perangkat Daerah; 
e. IKU Pemerintah Ka.bupaten; 
f. IKU Perangkat Daerah; dan 
g. IKI Perangkat Daerah. 

Pasal 6 
(1) RENSTRA Perangkat Daerah sehagaimana dimaksud dalam 

Pasa.1 5 huruf c sebelum mendapat pengesahan dan ditetapkan 
dengan Peraturan Bupati, harus diverifikasi oleh Badan 
Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bondowoso 
dan direviu oleh Inspektorat Kabupaten Bondowoso untuk 
diselaraskan dengan RPJMD. 

(2) Mekanisme ..... 
-6-



(2) Mekanisme penyusunan RENSTRA Perangkat Daerah 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan 
sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(3) Penyusunan RENSTRA Perangkat Daerah sebagaimana 
dimaksud pada ayat (l) menggunakan sistematika dan format 
sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan 
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

Pasal7 
(l) RENJA Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

5 huruf d sebelum mendapat pengesahan dan ditetapkan 
dengan Peraturan Bupati, harus diverifikasi oleh Badan 
Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bondowoso 
dan direviu oleh Inspektorat Kabupaten Bondowoso untuk 
diselaraskan dengan RENSTRA Perangkat Daerah dan RKPD. 

(2) Mekanisme penyusunan RENJA Perangkat Daerah 
sebagaimaJ'la dimaksud pada ayat ( 1) dilaksanakan 
sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(3) Penyusunan RENJA Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) menggunakan sistematika dan format 
sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan 
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

Pasal8 
IKU Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 
huruf e terdiri atas indikator sasaran dari Pemerintah Kabupaten 
yang disusun oleh Tim SAKIP Kabupaten dan ditetapkan dengan 
Keputusan Bupati. berdasarkan RPJMD. 

Pasal 9 
IKU Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 
huruf f terdiri atas indikator sasaran dari Perangkat Daerah 
sebagai lampiran IKU Pemerintah Kabupaten, yang ditetapkan 
dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah berdasarkan 
RENSTRA Perangkat Daerah. 

Pasal 10 
(1) Untuk melengkapi IKU Perangkat Daerah, maka harus disusun 

IKI Perangkat Daerah. 
(2) IKI Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

disusun oleh Tim SAKIP Perangkat Daerah berdasarkan 
indikator program atau indikator kegiatan, dan berdasarkan 
tugas dan fungsi dari seluruh Aparatur Sipil Negara di bawah 
Kepala Perangkat Daerah yang ditandatangani oleh yang 
bersangkutan clan diketahui oleh atasan langsungnya. 

(3) Khusus penyusunan IKI Perangkat Daerah untuk jabatan 
pelaksana diselaraskan dengan penyusunan Sasaran Kerja 
Pegawai (SKP). 

Pasal 11. .... 
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Pasal 11 
IKU dan IKI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, dan 
Pasal 10 harus memenuhi kriteria SMART, yakni: 
a. Specific, artinya bersifat khusus, sesuai tugas dan fungsi; 
b. Measurable, artinya indikator kinerja dapat diukur; 
c. Attainable, artinya target indikator kinerja dapat dicapai; 
d. Relevant, a.I tiuya mencerminkan keterkaitan antara output, 

outcome, benefit dan impact; 
e. Time bound, artinya pencapaian target kinerja berjangka waktu 

tertentu. 
Pasal 12 

Berdasarkan tipenya, pengukuran indikator kinerja dibedakan 
menjadi beberapa jenis, yakni: 
a. Kualitatif, menggunakan skala penilaian (contoh: baik, cukup, 

kurang); 
b. Kuantitatif absolut, menggunakan angka absolut (contoh : 30 

orang, 60 ton, 80 unit); 
c. Persentase, menggunakan perbandingan angka absolut 

tertentu dengan total populasi yang berkaitan (contoh : jumlah 
penduduk umur 5-10 tahun dibanding jumlah penduduk 
keseluruhan = 200.000/ 1.000.000 x 100% = 20%); 

d. Rasio, adalah perbandingan angka absolut tertentu dengan 
angka absolut lainnya yang berkaitan (contoh : rasio jum1ah 
guru dibandingjumlah mu.rid= 1/32); 

e. Rata-rata, adalah angka rata-rata dari suatu populasi atau 
total kejadian (contoh : rata-rata biaya pelatihan per peserta 
dalam suatu dik1at = Rp.15.000.000/orang); 

f. Indeks, adalah patokan dari beberapa variable berdasarkan 
rum us tertentu (contoh : Indeks Pembangunan Manusia). 

Pasal 13 
(1) IKU dan IKI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, 

dan Pasal 10 dibuat awal tahun paling lama 1 (satu) bulan 
setelah selesai disusunnya dokumen perencanaan strategis, 
sebagai acuan kinerja selama periode 5 (lima) tahunan. 

(2) IKU dan IKI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun 
berdasarkan dokumen perencanaan strategis yang berlaku, 
dengan format sebagairnana tercantum dalam Lampiran III dan 
Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan 
Peraturan Bupati ini. 

BABVI 
PERJANJIAN KINERJA 

Pasal14 
Perjanjan Kinerja meliputi: 
a. Perjanjian Kinerja Bupati; dan 
b. Perjanjian Kinerja Perangkat Daerah. 

Pasal 15 
(1) Perjanjian Kinerja Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

14 huruf a disusun setiap tahun berdasarkan IKU Pemerintah 
Kabupaten yang telah ditetapkan. 

(2) Perjanjian Kinerja Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) disusun paling lama 1 (satu) bulan setelah APBD/PAPBD 
ditetapkan. Pasal 16 ..... 
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Pasal 16 
( 1) Perjanjian Kinerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud 

daJam Pasal 14 huruf b disusun setiap tahun oleh oleh Tim 
SAKIP Perangkat Daerah mulai dari Kepala Perangkat Daerah 
sampai dengan seluruh Aparatur Sipil Negara di bawahnya, 
yang ditandatangani dan diperjanjikan oleh yang bersangkutan 
dan atasan langsungnya sesuai dengan IKU /IKI yang diberi 
target kinerja dan anggaran pada tahun berkenaan. 

(2) Perjanjian Kinerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) disusun paling lama selama 1 (satu) bulan 
setelah Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) disahkan. 

Pasal 17 
Perangkat Daerah yang kinerjanya juga didukung oleh dana 
dekonsentrasi dan/ atau dana tu gas pembantuan, maka rencana 
pelaksanaan program dan kegiatannya harus diperjanjikan juga 
dengan memberikan keterangan (penjelasan) yang cukup 
mengenai proporsi, alokasi dan sumber dananya. 

Pasal 18 
Penyusunan Perjanjian Kinerja Perangkat Oaerah menggunakan 
format sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang 
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

Pasal19 
Perjanjian Kinerja direvisi atau disesuaikan, apabila terjadi: 
a. Pergantian atau mutasi pejabat; 
b. Perubahan strategi dan kebijakan yang dapat mempengaruhi 

pencapaian tujuan dan sasaran yang berakibat pada 
perubahan program, kegiatan dan alokasi anggaran; 

c. Perubahan prioritas atau asumsi yang berakibat secara 
signifikan dalam proses pencapaian tujuan dan sasaran. 

BAB VII 
PENGUKURAN KINERJA 

Pasal 20 
( 1) Pengukuran Kinerja merupakan proses penilaian keberhasilan 

dan/atau kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan sesuai 
denga.n target sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan 
sebagaimana diperjanjikan dalam Perjanjian Kinerja. 

(2) Pengukuran Kinerja dilakukan melalui tahapan: 
a. Pengumpulan data kinerja; 
b. Pengukuran kinerja program dan kegiatan; 
c. Pengukuran kinerja tujuan dan sasaran. 

(3) Pengukuran Kinerja Pemerintah Kabupaten dihimpun dan 
disusun oleh Tim SAKIP Kabupaten. 

(4) Pengukuran Kinerja Perangkat Daerah dihimpun dan disusun 
oleh Tim SAKIP Perangkat Daerah untuk dilaporkan kepada 
Tim SAKIP Kabupaten melalui Sekretariat Tim SAKIP 
Kabupaten. 

(5) Format dan Metode Pengukuran Kinerja menggunakan format 
dan metode sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang 
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini 

BAB VIII. .... 
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BAB VIII 
PELAPORAN KINERJA 

Pasal21 
(1) Pelaporan Kinerja berupa Dokumen LKIP harus disusun secara 

jujur, obyektif, akurat dan transparan berdasarkan Perjanjian 
Kinerja yang telah diperjanjikan. 

(2) Setiap Perangkat Daerah wajib menyusun clan menyampaikan 
Dokumen LKIP Perangkat Daerah kepada Bupati melalui Tim 
SAKIP Kabupaten paling lama 2 (dua) bulan setelah 
berakhimya tahun anggaran. 

(3) Penyusunan Dokumen LKIP Perangkat Daerah disusun oleh 
Pejabat Perencanaan Perangkat Daerah berdasarkan bahan 
yang dihimpun oleh Tim SAKIP Perangkat Daerah. 

(4} Penyusunan Doku.men LKIP Pemerintah Kabupaten disusun 
oleh Kepala Bagian Organisasi selaku Sekretaris Tim SAKIP 
Kabupaten berdasarkan bahan dari Dokumen LKIP Perangkat 
Daerah, yang disusun paling lama 3 (tiga) bulan setelah 
berakhimya tahun anggaran. 

{5) Penyusunan Dokumen LKIP Perangkat Daerah menggunakan 
sistemati.ka sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang 
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini 

BAB IX 
EVALUASI KINERJA 

Pasal 22 
Evaluasi Kinerja, terdiri atas: 
a. Evaluasi Kinerja Internal; dan 
b. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah. 

Pasal 23 
(1) Evaluasi Kinerja Internal merupakan korekai internal 

Perangkat Daerah terhadap kinerja pelaksanaan program dan 
kegiatannya selama 1 (satu) tahun berkenaan, yang dilakukan 
dan disusun oleh Tim SAKIP Perangkat Daerah 

(2) Evaluasi Kinerja Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
bertujuan untuk mengetahui pencapaian target program dan 
kegiatan, kemajuan dan kendala yang dihadapi internal 
Perangkat Daerah sebagai bahan perbaikan kinerja pada 
tahun yang akan datang. 

(3) Penyusunan Evaluasi Internal menggunakan format 
penyusunan Evaluasi Internal sebagaimana tercantum dalam 
Lampiran VIIl yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 
Peraturan Bupati ini. 

Pasal 24 
(1) Evaluasi atas lmplementasi SAKIP dan/atau Evaluasi Kinerja 

Perangkat Daerah dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten, 
adalah kegiatan untuk menilai keberhasilan dan/ atau 
kegagalan kinerja Perangkat Daerah atas pelaksanaan program 
dan kegiatan Perangkat Daerah berdasarkan tugas dan fungsi. 

(2) Evaluasi atas Implementasi SAKIP dan/ atau Evaluasi Kinerja 
Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) 
dilakukan untuk: 

a. memperoleh ..... 
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a. memperoleh informasi tentang pelaksanaan SAKIP pada 
setiap Perangkat Daerah; 

b. memberikan saran perbaikan untuk peningkatan kinerja 
dan akuntabilitas kinerja setiap Perangkat Daerah; 

c. menilai akuntabilitas kinerja dari setiap Perangkat Daerah. 
(3) Teknis Pelaksanaan Evaluasi atas lmplementasi SAKIP 

dan/atau Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dilaksanakan 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Pasal 25 
(1) Komponen dan bobot penilaian kinerja, adalah sebagai berikut: 

a. Perencanaan Kinerja 30% (tiga puluh per seratus); 
b. Pengukuran Kinerja 25% (dua puluh lima per seratus); 
c. Pelaporan Kinerja 15% (lima belas per seratus); 
d. Evaluasi Kinerja 100/o {sepuluh per seratus); 
e. Pencapaian Kinerja 20% (dua puluh per seratus). 

(2) Format dan cara perhitungan penilaian kinerja sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Peraturan Bupati 
Bondowoso Nomor 10 Tahun 2017 tentang Petunjuk 
Pelaksanaan Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi 
Pemerintah Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten 
Bondowoso. 

Pasal 26 
(1) Hasil evaluasi dituangkan dalam bentuk nilai dengan kisaran 

0-100, yang terdiri atas 6 kategori penilaian, yakni: 
a. Kategori AA nilai > 90 sampai 100 dengan interpretasi 

sangat memuaskan; 
b. Kategori A nilai > 80 sampai 90 dengan interpretasi 

memuaskan; 
c. Kategori BB nilai > 70 sampai 80 dengan interpretasi 

sangat baik, perlu sedikit penyempurnaan; 
d. Kategori B nilai > 60 sampai 70 dengan interpretasi baik, 

perlu sedikit perbaikan; 
e. Kategori CC nilai > 50 sampai 60 dengan interpretasi cukup 

baik, perlu banyak perubahan yang tidak mendasar; 
f. Kategori C nilai > 30 sampai 50 dengan interpretasi kurang, 

perlu banyak perbaikan termasuk perbaikan mendasar; 
g. Kategori D nilai O sa.mpai 30 dengan interpretasi sangat 

kurang, perlu banyak sekali perbaikan yang sangat 
mendasar. 

(2) Hasil evaluasi cliberikan kepada setiap Perangkat Daerah 
untuk menjadi dasar perbaikan kinerjanya di masa mendatang 

BABX 
PENGHARGAAN DAN SANKSI 

BagianKesatu 
Penghargaan 

Pasal27 
( 1) Penghargaan dapat diberikan kepada Perangkat Daerah yang 

memperoleh kategori penilaian AA, A, BB, B dan CC. 
(2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa: 

a. Piala dan piagam penghargaan untuk kategori AA dan A; 
b. Piagam penghargaan untuk kategori BB dan B; 
c. Ucapan terima kasih untuk kategori CC. 

Bagian Kedua ..... 
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Bagian Kedua 
Sanksi 

Pasal28 
(1) Sanksi diterapkan kepada Perangkat Daerah yang memperoleh 

kategori penilaian C dan D. 
(2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa: 

a. Surat peringatan untuk kategori C; 
b. Surat teguran untuk kategori D. 

BAB XI 
TRANSPARANSI 

Pasal29 
Untuk menjamin keterbukaan informasi publik, maka beberapa 
dokumen SAKIP yang terdiri atas RPJMD, RKPD, RENSTRA, 
RENJA, IKU, Perjanjian Kinerja (PK), Pengukuran Kinerja dan 
Pelaporan Kinerja (LIOP) wajib diunggah ke alamat website resmi 
Pemerintah Kabupaten Bondowoso. 

BAB XII 
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 30 
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalsm Berita Daerah 
Kabupaten Bondowoso. 

Ditetapkan di Bondowoso 
pada tanggal IO Nopember 2017 

BUPATI BONDOWOSO, 

AMIN SAID HUSNI 

Diundangkan di Bondowoso 
pada tanggal 10 Nopember 2017 

SEKRETARIS DAERAB KABUPATEN BONDOWOSO, 

BmAYAT 

BERITA DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO TAHUN 2017 NOMOR 64 
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BagianKedua 
Sanksi 

Pasal 28 
( 1) Sanksi diterapkan kepada Perangkat Daerah yang memperoleh 

kategori penilaian C dan D. 
(2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa: 

a. Surat peringatan untuk kategori C; 
b. Surat teguran untulc kategori D. 

BABXI 
TRANSPARANSI 

Pasal 29 
Untuk menjamin keterbukaan informasi publik, maka beberapa 
dokumen SAKIP yang terdiri atas RPJMD, RKPD, RENSTRA, 
RENJA, IKU, Perjanjian Kinerja (PK), Pengukuran Kinerja dan 
Pelaporan Kinerja (LK.IP) wajib diunggah ke alamat website resmi 
Pemerintah Kabupaten Bondowoso. 

BAB XII 
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 30 
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah 
Kabupaten Bondowoso. 

Ditetapkan di Bondowoso 
pada tanggal 10 Nopember 2017 

.Altllll SAD> RUBIO 

Diundangkan di Bondowoso 
pada tanggal 10 Nope r 2017 

KABUPATEN BONDOWOSO, 

BIDAYAT 

BERITA DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO TAHUN 2017 NOMOR 64 
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LAMPIRAN I 
Sistematika Rencana Strategis 



LAMPIRAN I 
PERATURAN BUPATI BONDOWOSO 
NOMOR 64 TAHUN 2017 
TENTANG 
PEDOMAN TEKNIS PENERAPAN SISTEM 
AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI 
PEMERINTAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH 
KABUPATEN BONDOWOSO 

SISTEMATIKA RERCANA STRATEGIS 

SK KEPALA PERANGKAT DAERAH TENTANG RENCANA STRATEGIS 
KATA PENGAifTAR 
Kata Pengantar adalah lembar halaman kata sambutan dari Kepala Perangkat 
Daerah atas selesainya penyusunan RENSTRA berupa ucapan rasa syukur, 
ucapan rasa terima kasih, tujuan dan manfaat, disertai dengan harapan 
mendapatkan perhatian dari pemangku kepentingan, kritik dan saran yang 
membangun. 

DAFTARISI 
Daftar isi adalah lembar halaman yang menjadi petunjuk pokok isi dari 
RENSTRA Perangkat Daerah disertai dengan nomor halaman. 

BAB I. PENDAHULUAif 
1.1. Latar Belakang 

Mengemukakan secara ringkas pengertian RENSTRA, fungsi RENSTRA 
dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, proses penyusunan 
RENSTRA, keterkaitan RENSTRA dengan RPJMD, dengan RENSTRA 
Kementerian/ Lembaga yang terkait, RENSTRA Pemerintah Provinsi, dan 
keterkaitan RENSTRA dengan RENJA Perangkat Daerah. 

1.2. Lanclasan Bulmm 
Memuat dasar hukum penyusunan RENSTRA yang diurutkan 
berdasarkan hirarki tingkatan peraturan perundang-undangan dan 
tahun penerbitannya, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam 
penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah. 

1.3. Maksud clan Tujuan 
Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan penyusunan RENSTRA 
Perangkat Daerah. 

1.4. Slstematika Penullsan 
Menguraikan garis besar dan pokok bahasan sistematika penyusunan 
RENSTRA Perangkat Daerah. 

BAB D. GAMBARAB PELAYAlfAlf 
2.1. Tllgas, Fun.pl clan Struktur Organlsasl 

Memuat penjelasan umum tentang dasar hukum pembentukan 
Perangkat Daerah, struktur organisasi, serta uraian tugas dan fungsi 
sampai dengan satu eselon di bawah Kepala Perangkat Daerah. 

2.2. Sumberclaya Perangkat Daerah 
Memuat penjelasan ringkas tentang macam sumberdaya yang 
dimiliki Perangkat Daerah dalam menjalankan tugas dan fungsinya, 
mencakup sumberdaya manusia, sumberdaya aset/modal, dan unit 
usaha yang masih operasional. 
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2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah 
Bagian ini menunjukkan tingkat capaian kinerja Perangkat Daerah 
berdasarkan sasaran dan target RBNSTRA periotle sebelumnya, 
menurut SPM urusan wajib, dan/ atau indikator kinerja pelayanan 
Perangkat Daerah dan/ atau indikator lainnya seperti SDGs atau 
indikator yang diratifikasi oleh pemerintah. 

Adapun tabel yang perlu disajikan, adalah Tabel T-C.23 dan Tabel 
T-C.24 sebagai berikut: 
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Ro lndikator KiDerja Target 
Utama SPII 

(1) (2) (3) 

Tabel T-C.23 
Reviu Pencapaian Klnerja Pelayanan Perangkat Daerah 

(RENSTRA periode sebelumnya) 

Target Target Target RERSTRA Tahua Reallaaal Capalaa Tahua 
IKK SDGs 1 2 3 4 s 1 2 3 4 5 
(4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) 

Raalo Capalaa Tahua 

1 2 3 4 5 

(16) (17) (18) (19) (20) 

Petunjuk cara pengisian Tabel T-C.23 : 

Kolom (1) diisi dengan nomor urut sesuai dengan kebutuhan. 

Kolom (2) diisi dengan lnclikator Kinerja Utama (IKU) sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan 
Perangkat Daerah, dan sekurang-kurangnya mencakup indikator kinerja, antara lain : 

Kolom (3) 

Kolom (4) 

Kolom (5) 

Kolom (6) 

Kolom (11) 

Kolom (16) 

a. lndikator kinerja SPM, jika Perangkat Daerah memiliki SPM; 
b. lndikator kinerja sasaran yang mencerminkan keberhasilan penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan sesuai dengan tugas dan fungsi; 
c. Indikator Sustainable Development Goals (SDGs) ataupun indikator lain yang telah diratifikasi oleh pemerintah sesuai dengan tugas dan fungsi. 

diisi dengan target nasional menurut SPM pada indikator kinerja SPM yang berkenaan. 

diisi dengan target yang telah ditentukan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pelaksanaan Evaluasi 
Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah untuk setiap Indikator Kinerja Kunci (IKK). 

diisi dengan target yang ditentukan pada indikator yang berhubungan dengan pelayanan, misalnya target SDGs. 

sampai dengan Kolom (10) diisi dengan target yang tercantum dalam RENSTRA untuk masing-masing tahun pelaksanaannya. 

sampai dengan Kolom (15) diisi dengan realisasi capaian kinerja sebagaimana hasil evaluasi tahun ke-1 sampai dengan tahun ke-5 pelaksanaan 
RENSTRA pada periode 5 (lima) tahun sebelumnya. 
sampai dengan Kolom (20) diisi dengan rasio/perbandingan antara realisasi capaian dibandingkan dengan target dalam RENSTRA dan dinyatakan 
dalam persentase. 
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lfo Program 
1 

(1) (2) (3) 

Tabel T-C.24 
Anggaran dan Reallsasi Pendaaaan Perangkat Da.erah 

(RENSTRA Periode Sebelumnya) 

Rasio ReaJlsard 4an AuggaranTahun ReaJlsaal Angganm Tah11D Anlrararan Tahun 

2 3 4 6 1 2 3 4 6 1 2 3 4 

(4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) 

Rata-rata 
Pertumbuhan 

5 Anggaran Reallaaal 

(17) (18) (19) 

Petunjuk cara pengisian Tabel T-C.24 : 

Kolom (1) 

Kolom (2) 

Kolom (3) 

Kolom (8) 

Kolom (13) 

Kolom (18) 

Kolom (19) 

diisi dengan nomor urut 

diisi dengan nama program yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah 

sampai dengan Kolom (7) diisi dengan target anggaran tahun ke-1 sampai dengan tahun ke-5 pelaksanaan RENSTRA 

sampai dengan Kolom (12) diisi dengan realisasi anggaran tahun ke-1 sampai dengan tahun ke-5 pelaksanaan RENSTRA 

sampai dengan Kolom (17) diisi dengan rasio realisasi anggaran dibandingkan dengan target anggaran (misalnya : Kolom (13) = 
Kolom (8)/Kolom (3), dst) 
diisi dengan rata-rata pertumbuhan anggaran dari tahun ke-1 sampai dengan tahun ke-5, yaitu : (L anggaran tahun ke-5 - l: 
anggaran tahun ke-1) / 5 
diisi dengan rata-rata pertumbuhan realisasi anggaran dari tahun ke-1 sampai dengan tahun ke-5, yaitu : (l: realisasi tahun ke-5 - l: 
realisasi tahun ke-1) / 5 
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Setelah penyajian Tabel T-C.23 diinterpretasikan ada/tidaknya 
kesenjangan pelayanan, pada pelayanan mana saja target telah 
tercapai, faktor apa saja yang mempengaruhi keberhasilan 
pelayanan tersebut. Selanjutnya kinerja pelayanan mana saja targetnya 
yang belum tercapai, faktor apa saja yang mempengaruhi belum 
berhasilnya pelayanan tersebut. Hasil interpretasi ini ditujukan untuk 
menggambarkan potensi dan permasalahan pelayanan Perangkat 
Daerah ditinjau dari kinerja pelayanan pada periode sebelumnya. 

Setelah penyajian Tabel T-C.24 diinterpretasikan pada tahun mana saja 
rasio antara realisasi dan anggaran dapat dikatakan baik atau kurang 
baik, selanjutnya dijelaskan faktor apa saja yang mempengaruhi kinerja 
pengelolaan anggaran pelayanan Perangkat Daerah, misalnya : 
prosedur/mekanisme, jumlah/kualitas personil, progres pelaksanaan 
program, dan sebagainya. Hasil penjelasan ini ditujukan untuk 
menggambarkan potensi dan permasalahan pendanaan pelayanan 
Perangkat Daerah. 

2.4. Taatangan dan Peluang Pengembangaan Pelayaaan 
Bagian ini mengemukakan basil analisis terhadap RENSTRA K/L dan 
RENSTRA Perangkat Daerah Provinsi untuk menilai keserasian dan 
keterpaduan pencapaian sasaran pelaksanaan RENSTRA Perangkat 
Daerah terbadap sasaran RENSTRA K/L dan RENSTRA Perangkat 
Daerah Provinsi sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing 
Perangkat Daerah, serta basil telaahan terhadap RTRW dan hasil 
analisis KLHS yang berimplikasi terhadap timbulnya tantangan dan 
peluang bagi pengembangan pelayanan pada periode 5 (lima) tahun 
mendatang. 

BAB m. PERMASALAIIA?f dan ISU-ISU STRATEGIS 
3.1. ldentlftkaai Permasalahan 

Pada bagian ini dikemukakan permasalahan kinerja pelayanan 
Perangkat Daerah berdasarkan tugas dan fungsinya, serta faktor-faktor 
yang mempengaruhinya, hasil identifikasi permasalahan didasarkan 
basil pengisian Tabel T-B.35 sebagai berikut : 

Ro MasaJab Pokok 

m (2) 

Tabel T-B.35 
Pemetaan Permasalaban 

Penyebab MasaJab 

(3) 

Petunjuk cara pengisian Tabet T-B.35: 
Kolom (1) diisi dengan nomor urut 

Akar Penyebab 
MasaJab 

(4) 

Kolom (2) diisi dengan rumusan masalah pokok. Perumusan masalah pokok 
yang merupakan masalah makro bagi daerah, dan masalah pokok 
tersebut dipecahkan melalui rumusan tujuan dan sasaran 

Kolom (3) diisi dengan penyebab masalah. Perumusan penyebab masalah 
dengan mencari penyebab masalah yang lebih spesifik, dan upaya 
pemecahan penyebab masalah pokok melalui sbategf 

Kolom (4) diisi dengan rumusan akar penyebab masalah. Perumusan akar 
penyebab masalah dengan mencari beberapa penyebab masalah 
yang lebih rinci, dan upaya pemecahan akar penyebab masalah 
melalui arah keb(/akan 
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3.2. Telaaban Visi, Misi clan Program Bupati/Wakil Bupatl 
Bagian ini mengemukakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang 
terkait dengan Visi, Misi dan Program Bupati/Wakil Bupati terpilih. 
Selanjutnya berdasarkan identifikasi permasalahan kinerja pelayanan 
Perangkat Daerah dipaparkan apa saja faktor penghambat dan faktor 
pendorong pelayanan yang dapat mempengaruhi pencapaian Visi dan 
Misi Bupati/Wakil Bupati. 
Faktor-faktor inilah yang kemudian menjadi bahan perumusan isu-isu 
strategis. 

3.3. Telaahan RENSTRA K/L clan RENSTRA Perangkat Daerah Provinsl 
Bagian ini mengemukakan apa saja faktor penghambat dan faktor 
pendorong dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi 
permasalahan pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari sasaran 
jangka menengah dari RENSTRA K/L ataupun RENSTRA Perangkat 
Daerah Provinsi yang terkait. 

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wllayah clan Ka\jlan Llnglmngan 
Rldup 
Bagian ini mengemukakan apa saja faktor penghambat dan faktor 
pendorong dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi 
permasalahan pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari implikasi 
Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup 
Strategis (KLHS). 

3.5. Penentuan Isu-Isu Strategls 
Pada bagian ini direviu kembali faktor-faktor yang mempengaruhi 
permasalahan pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari: 
1. gambaran pelayanan Perangkat Daerah; 
2. sasaran jangka menengah RENSTRA K/L; 
3. sasaran jangka menengah RENSTRA Perangkat Daerah Provinsi; 
4. implikasi RTRW bagi pelayanan Perangkat Daerah; 
5. implikasi KLHS bagi pelayanan Perangkat Daerah; 
Selanjutnya dikemukakan metoda penentuan dan hasil penentuan isu­
isu strategis, sehingga diperoleh informasi tentang apa saja isu-isu 
strategis (merupakan kalimat negatif) yang akan ditangani melalui 
RENSTRA Perangkat Daerah. 

BAB IV. TUJUA!f clan SASARAN 
4.1. TuJuan clan Sasaran Janglra Menengah Perangkat daerah 

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran 
jangka menengah Perangkat Daerah beserta indikator kinerjanya dalam 
periode 5 (lima) tahun mendatang, sebagaimana disajikan dalam Tabel 
T-C.25 berikut: 
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Tabet T-C.25 
TuJuan clan Sasaran Pelayanan Perangkat Daerah 

DO>IKATOR TARGET KDIBRJA 
NO TUJUAX SASARAN TUJUAX/ Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun 

SASARAN 1 2 3 4 5 
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

Cara pengi.sian Tabel T-C.25 : 

Kolom 
Kolom 
Kolom 
Kolom 
Kolom 

(1) diisi dengan nomor urut 
(2) diisi dengan pemyataan tujuan 
(3) diisi dengan pemyataan sasaran 
(4) diisi dengan indikator tujuan dan indikator sasaran 
(5) sampai dengan (9) diisikan dengan target kinerja tujuan dan 

sasaran yang harus dicapai pada tahun ke-1 s/d tahun ke-5 
pelaksanaan RENSTRA 

BAB V. STRATEGI clan ARAB KEBIJAKAN 
Pada bagian ini dikemukakan nunusan pemyataan strategi dan 
kebijakan dari Perangkat Daerah dalam periode (5) lima tahun 
mendatang, sebagaimana disajikan dalam Tabet T-C.26 berikut : 

Tabel T-C.26 
TuJuan, Sasaran, Strategi clan Arab Kebijakan 

TuJuan Sasaran Strategi Arab Kebijakan 
Tujuan 1 1. Sasaran 1.1 1. Strategi 1.1 1. Kebijakan 1.1 

2. Sasaran 1.2 2. Strategi. 1.2 2. Kebijakan 1.2 
3. dst ... 3. dst ... 3. dst ... 

Tujuan 2 1. Sasaran 2.1 1. Strategi. 2.1 1. Kebijakan 2.1 
2. Sasaran 2.2 2. Strategi. 2.2 2. Kebijakan 2.2 
3. dst ... 3. dst ... 3. dst ... 

Tabel T-C.26. Menunjukkan relevansi dan korelasi antara pemyataan tujuan, 
sasaran, strategi, dan arah kebijakan dari Perangkat Daerah. 
Jika terdapat pemyataan strategi. atau arah kebijakan yang tidak 
relevan dengan pemyataan tujuan dan sasaran, maka diperlukan 
adanya perbaikan rumusan pemyataan strategi. atau arah kebijakan 
tersebut. 

BAB VI. RENCANA PROGRAM clan KEGIATAN 
Memuat rencana program dan kegiatan Perangkat Daerah dengan 
indikatomya, dilengkapi dengan pagu pendanaan indikatif di setiap 
tahunnya, untuk selama 5 (lima) tahun, serta penanggungjawabnya, 
sebagaimana disajikan Tabel T-C.27 berikut: 
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Tabel T-C.27 
Rencana Program, Kegiatan, Indikator Klnerja clan Pendanaan Indikatlf 

Target Kinerja mm Kerangka Pendanaan 

Incllkator Capaian Kmerja 
lncllkator 

Kode Program 
Program 

Awai .Akhlr Penanggung 
TuJuan 8asaran TuJuan/ mm Tahun TahUD 1 TahUD2 Tahun3 Tahun4 TahUD5 Perfode Lokaal 

Saaaran Keglatan mm RBRSTRA RBRSTRA Jawah 
Keglatan (Tahun 0) (Tahun 61 

Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 
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Cara pengisiannya Tabel T-C.27 : 

Kolom ( 1) diisi dengan pemyataan tujuan jangka menengah. 
Kolom (2) diisi dengan pemyataan sasaran dari setiap pemyataan tujuan. 
Kolom (3) diisi dengan indikator tujuan/sasaran. 
Kolom (4) diisi dengan kode urusan/bidang urusan/program. 

Kolom (5) Uraian nama program dan uraian nama kegiatan yang dirancang 
untuk setiap sasaran jangka menengah. 

Kolom (6) lndikator program dan kegiatan diisi dengan uraian indikator kinerja 
program (outcome) dan kegiatan (output). Untuk urusan wajib yang 
berbasis pada pelayanan dasar diwajibkan menggunakan indikator 
standar pelayanan minimal (SPM). 

Kolom (7) Data capaian pada tahun awal perencanaan diisi dengan data capaian 
pada awal tahun perencanaan untuk setiap indikator kinerja yang 
akan dijadikan titik tolak periode perencanaan jangka menengah 

Kolom (8) 
s/d 

Kolom (17) 

Perangkat Daerah. 
Kolom Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan untuk setiap baris 
program dan kegiatan, diisi sebagai berikut: 
Kolom Tahun-1 adalah tahun pertama periode RENSTRA, 
demikian seterusnya sampai dengan Kolom Tahun-5 adalah tahun 
kelima periode RENSTRA. 
Kolom target diisi dengan jumlah/besaran target kinerja program 
(outcome) dan kinerja kegiatan (output) yang akan dicapai pada 
tahun berkenaan untuk masing-masing program dan kegiatan. 
Kolom Rp diisi dengan jumlah pendanaan yang dibutuhkan pada 
tahun berkenaan guna mencapai target kinerja program (outcome) 
dan target kinerja kegiatan (output) pada tahun tersebut. 

Kolom Kondisi Kinerja pada akhir periode RENSTRA Perangkat Daerah : 

Kolom (18) diisi dengan jumlah/besaran target kinerja program (outcome) yang 
akan dicapai pada setelah akhir periode RENSTRA Perangkat Daerah 
(Tahun-6) untuk setiap program berkenaan. 

Kolom ( 19) diisi dengan total jumlah pendanaan yang dibutuhkan untuk 
mendanai program, mulai dari Tahun-1 sampai dengan Tahun-5, guna 
mencapai target akhir kinerja program (outcome) yang ditetapkan pada 
setelah akhir periode RENSTRA Perangkat Daerah. 

Kolom (20) diisi dengan nama Unit ,r.rja Perangkat Daerah yang bertanggung 
jawab dalam pelaksanaan program dan kegiatan berkenaan. 

Kolom (21) diisi dengan lokasi pelaksanaan program dan kegiatan berkenaan. 
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BAB VD. INDIKATOR KINERJA UTAMA 
Memuat Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah yang berasal 
dari indikator sasaran perangkat daerah yang berkontribusi pada 
pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD dalam periode 5 (lima) tahun 
kedepan, yang disajikan sebagaimana Tabel T-C.28 berikut: 

Tabel T-C.28 

Indlkator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah 

Kondiai Kondfsl 
lncUkator Awai Target Capata.a Akhlr 

Ro Sasaran Klnerja Perlode Perlode 
Utama RPJMD TahUD Tahun Tahun Tahun Tahun RPJMD 

(TahunOI 1 2 3 4 5 (TahUD6} 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Cara pengisian Tabel.T-C.28: 

Kolom (1) 

Kolom (2) 

Kolom (3) 

Kolom (4) 

Kolom (5) 

diisi dengan nomor urut dari sasaran. 

diisi dengan kinerja utama (sasaran te,pilih) Perangkat Daerah yang 
berkontribusi pada pencapaian tujuan dan sasaran dalam RPJMD. 
diisi dengan uraian indikator kinerja utama (indikator sasaran te,pilih) 
Perangkat Daerah yang berkontribusi pada pencapaian tujuan dan 
sasaran dalam. RPJMD. 
diisi dengan data capaian setiap indikator kinerja utama pada awal 
tahun sebelum periode 5 (lima) tahun RPJMD. 
sam.pai dengan kolom (9) diisikan dengan besaran target dari setiap 
indikator kinerja utama pada setiap tahun berkenaan. 

Kolom (10) diisi dengan besaran target capaian pada akhir periode RPJMD. 

BABVIII. PENUTUP 

Berisi ringkasan singkat penyusunan dokumen RENSTRA Perangkat 
Daerah, dan disertai harapan bahwa dokumen ini mampu menjadi 
pedoman perencanaan strategis Perangkat Daerah untuk selama 5 (lima) 
tahun kedepan. 

Pada bagian lembar terakhir dicantumkan tempat dan tanggal 
disusunnya dokumen pada tahun berjalan (n-1), serta disahkan oleh 
Bupati, selanjutnya ditandatangani oleh Kepala Perangkat Daerah. 

AIIIIf SAID RUBIO 
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LAMPIRAN II 
Sistematika Rencana Kerja 



LAMPIRAN II 
PERATURAN BUPATI BONDOWOSO 
NOMOR 64 TAHUN 2017 
TENTANG 
PEDOMAN TEKNIS PENERAPAN SISTEM 
AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI 
PEMERINTAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH 
KABUPATEN BONDOWOSO 

SISTEMATIKA RENCANA KINERJA 

SURAT KEPUTUSAR KEPALA PERANGKAT DAERAH TENT.ARO RENCANA 
KINERJA TAHUlfAR 

KATA PENGARTAR 
Kata Pengantar adalah lembar halaman kata sambutan dari Kepala Perangkat 
Daerah atas selesainya penyusunan RENJA berupa ucapan rasa syuku.r, ucapan 
rasa terima kasih, tujuan dan manfaat, disertai dengan harapan mendapatkan 
perhatian dari pemangku kepentingan, kritik dan saran yang membangun. 

DAFTARISI 
Daftar isi adalah lembar halaman yang menjadi petunjuk pokok isi dari Rencana 
Kinerja Perangkat Daerah disertai dengan nomor halaman. 

BAB I. PENDABULUAR 
1.1. Latar Belakang 

Mengemukakan pengertian ringkas tentang RENJA, proses 
penyusunan RENJA, keterkaitan antara RENJA dengan dokumen 
RKPD dan RENSTRA. 

1.2. Landasan Hulmm 
Memuat penjelasan tentang Undang-Undang, Peraturan Pemerintah 
dan Peraturan Daerah, serta ketentuan peraturan lainnya yang 
mengatur tentang SOTK, kewenangan Perangkat Daerah, serta 
pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan 
penganggaran. 

1.3. Makaud clan TuJwm 
Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan 
RENJA. 

1.4. Sistematlka Penulisan 
Menguraikan garis besar sistematika penyusunan RENJA: 
BAB I. Pendahuluan. 
BAB II. Evaluasi Pelaksanaan RENJA. 
BAB III. Rencana Kinerja dan Pagu lndikatif, dst. 

BABU. EVALUASI PELAKSANAAN RERCANA KERJA 
2.1. Evaluaal Pelakaaa.aan. RERJA clan Pencapalan RENSTRA 

Berisikan kajian hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan 
RENJA tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan 
(tahun n-1), selanjutnya dikaitkan dengan realisasi pencapaian 
RENSTRA tahun berjalan (tahun n-1). 
Pokok-pokok materi yang disajikan dalam BAB ini, antara lain: 
1. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja 

hasil/keluaran yang direncanakan; 
2. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja 

hasil/keluaran yang direncanakan; 
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LAMPIRAN II 
PERATURAN BUPATI BONDOWOSO 
NOMOR 64 TAHUN 2017 
TENTANO 
PEDOMAN TEKNIS PENERAPAN SISTEM 
AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI 
PEMERINTAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH 
KABUPATEN BONDOWOSO 

SISTEMATIKA RENCANA KINERJA 

SURAT KEPUTUSAB KEPALA PERANGKAT DAERAB TENTANG RENCANA 
KINERJA TABURAN 

KATA PBNGANTAR 
Kata Pengantar adalah lembar halaman kata sambutan dari Kepala Perangkat 
Daerah atas selesainya penyusunan RENJA berupa ucapan rasa syukur, ucapan 
rasa terima kasih, tujuan dan manfaat, disertai dengan harapan mendapatkan 
perhatian dari pemangku kepentingan, kritik dan saran yang membangun. 

DAFTARISI 
Daftar isi adalah lembar halaman yang menjadi petunjuk pokok isi dari Rencana 
Kinerja Perangkat Daerah disertai dengan nomor halaman. 

BAB I. PENDABULUAlf 
1.1. Latar :e.lakang 

Mengemukakan pengertian ringkas tentang RENJA, proses 
penyusunan RENJA, keterkaitan antara RENJA dengan dokumen 
RKPD dan RENSTRA. 

1.2. Landaaan Bulmm 
Memuat penjelasan tentang Undang-Undang, Peraturan Pemerintah 
dan Peraturan Daerah, serta ketentuan peraturan lainnya yang 
mengatur tentang SOTK, kewenangan Perangkat Daerah, serta 
pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan 
penganggaran. 

1.3. Maksud clan TaJuan 
Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan 
RENJA. 

1.4. Slstematilra Penullaan 
Menguraikan garis besar sistematika penyusunan RENJA: 
BAB I. Pendahuluan. 
BAB II. Evaluasi Pelaksanaan RENJA. 
BAB III. Rencana Kinerja dan Pagu Indikatif, dst. 

BAB D. EVALUASI PELAKSANAAN RERCAlfA KERJA 
2.1. Evaluasl Pelaksanaan RENJA clan Pencapalan RENSTRA 

Berisikan kajian hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan 
RENJA tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan 
(tahun n-1), selanjutnya dikaitkan dengan realisasi pencapaian 
RENSTRA tahun berjalan (tahun n-1). 
Pokok-pokok materi yang disajikan dalam BAB ini, antara lain: 
1. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja 

hasil/keluaran yang direncanakan; 
2. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja 

hasil/keluaran yang direncanakan; 
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3. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja 
hasil/keluaran yang direncanakan; 

4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau 
melebihi target kinerja program/kegiatan yang direncanakan; 

5. Implikasi dari capaian program/kegiatan yang telah direalisasikan; 
dan 

6. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu 
diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut. 

Tabel yang perlu disajikan adalah tabel evaluasi dengan format Tabel 
T-C.29 sebagai berikut: 
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2.2. Analists Kinerja Pelayanan 
Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah 
berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam Norma 
Standar Prosedur Kriteria (NSPK) dan Standar Pelayanan Minimal (SPM), 
maupun terhadap Indikator Kinerja Kunci (lKKJ sesuai dengan 
Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008. 

Jenis indikator yang dikaji harus disesuaikan dengan tugas dan fungsi 
masing-masing Perangkat Daerah, serta. ketentuan peraturan 
perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan. 

Jika Perangkat Daerah yang bersangkutan belum mempunyai tolok 
ukur dan indikator kinerja yang akan diuji, maka setiap Perangkat 
Daerah perlu terlebih dahulu menjelaskan apa dan bagaimana cara 
menentukan tolok ukur kinerja dan indikator kinerja pelayanan 
masing-masing sesuai tugas pokok dan fungsi, serta. norma dan 
standar pelayanan Perangkat Daerah yang bersangkutan. 

Pada pembahasan sub bab ini perlu disajikan tabel pencapaian kinerja 
pelayanan Perangkat Daerah, dengan format Tabel T-C.30 sebagai 
berikut : 
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No 

1 

SPY/ 
ladfkator :KlDerja StaDdar IKK 

!Nasional 

2 3 4 

Keteranaan: 
Tahun (n-3) = 2 tahun lalu 
Tahun (n-2) = 1 tahun lalu 
Tahun (n-1} = talum berjalan 

Tabel T-C.30 

Pencapalan Kinerja Pelayanan 

Target REIISTRA 

Tahun Tahun Tahun TahUD 
(n-2) (n-1) (n) (n+l) 

5 6 7 8 

Tahun (n) = tahun remcana ( 1 rtahun mendatang) 
Tahun (n+l)= 2 tahun mendatang, dst 
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Realisesf Proyeksl 
CapafaD CatataD 

Tahun Tahun Tah11D Tahun Aaalisia 
(n-2) (n-1) (n) (n+ll 

9 10 11 12 13 



2.3. Isu Penting Penyelenggaraan Tugas clan Fungal 
Berisika.n uraian mengenai: 
1. Tugas dan fungsi Perangkat Daerah; 
2. Sejauhmana capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah; 
3. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi Perangkat Daerah 

dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya; 
4. Dampak tugas dan fungsi Perangkat Daerah terhadap pencapaian 

Visi dan Misi Bupati/Wakil Bupati, serta terhadap capaian program 
nasional/intemasional (NSPK, SPM, IKK dan SDGs) 

5. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Perangkat 
Daerah; 

6. Rekomendasi untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan 
kegiatan prioritas pada tahun mendatang. 

2.4. Reviu Terhaclap Rancangan Awai RKPD 
Berisikan uraian mengenai: 
1. Proses reviu yang dilakukan dengan membandingkan antara 

rancangan awal RKPD dengan basil analisa kebutuhan; 
2. Penjelasan mengenai alasan proses reviu dilakukan; 
3. Penjelasan temuan-temuan setelah proses reviu dilakukan dan 

catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD, 
misalnya : terdapat rumusan program dan kegiatan baru yang tidak 
terdapat di rancangan awal RKPD, atau program dan kegiatan yang 
cocok namun besarannya berbeda; 

Tabel yang perlu disajikan adalah tabel reviu terhadap rancangan awal 
RKPD dengan format Tabel T-C.31 sebagai berikut : 
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Tabel T-C.31 

Reviu Rancangan Awai RKPD Tahun (n) 

Rancangan Awai RKPD Revlu Hasll.Anallsa Kebu.tuban 

Ro 
CatataD 

Program/KeglataD Lokasl 
Indlka+or Target Paga 

Prog:ram/KeglataD Lokasl 
Indlkator Target Kebutuhan. Pentlng 

KIDerja CapalaD lndlkatlf KIDerja CapalaD Dalla 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
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2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat 
Dalam bagian ini diuraikan kajian terbadap program dan kegiatan yang 
diusulkan pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat yang 
terkait langsung dengan pelayanan, LSM, asosiasi-asosiasi, akademisi 
ataupun Perangkat Daerah maupun berdasarkan basil pengumpulan data 
dan penelitian, serta pengamatan basil MUSRENBANG pada tahun 
rencana (tahun (n)). 
Deskripsi yang perlu disajikan, antara lain: 
1. Penjelasan tentang proses bagaimana usulan program dan kegiatan 

pemangku kepentingan tersebut diperoleb; 
2. Penjelasan kesesuaian usulan tersebut dikaitkan dengan pelaksanaan 

tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah; 
Penelaahan usulan program dan kegiatan disajikan dengan Tabel T-C.32 
berikut: 

Ro 

1 

Tabel T-C.32 
Uaulan Program dan Kegiatan 

Pemangku Kepentlngan Tahun (n) 

Program/Keglatan Lokasi Indikator Volume 

2 3 4 5 

BAB m. RERCAifA KINERJA dan PAGU IRDIKATIF 
3.1. Telaahan Kebijakan Nasional 

Catatan 

6 

Telaahan terbadap kebijakan nasional sebagaimana dimaksud adalah 
penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan 
nasional, dan yang terkait dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah. 

3.2. TuJaan dan Sasaran 
Perumusan tujuan dan sasaran RENJA berdasarkan isu-isu penting dari 
penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan 
dengan target RENSTRA Perangkat Daerah. 

3.3. Rencana Program dan Keglatan 
Berisikan penjelasan mengenai : 
a. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan penyusunan program 

dan kegiatan, misalnya : 
1. Pencapaian Visi dan Misi Bupati/Wakil Bupati; 
2. Pencapaian SPM; 
3. Pencapaian IKK; 
4. Pencapaian SDGs; 
5. Pengentasan kemiskinan; 
6. Pendayagunaan potensi ekonomi daerah; 
7. Pengembangan daerah terisolir, dll 
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b. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan, 
meliputi: 
1. Rincian rencana program dan kegiatan. 
2. Sifat penyebaran lokasi program dan kegiatan, merupakan 

uraian program dan kegiatan apa saja yang tersebar ke 
berbagai kawasan, serta program dan kegiatan apa saja yang 
terfokus pada kawasan atau kelompok masyarakat tertentu; 

3. Kebutuhan anggaran/pagu indikatif yang dirinci menurut 
sumber dananya. 

c. Penjelasan apabila rumusan program dan kegiatan tidak sesuai 
dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program dan kegiatan, 
pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya. 

Tabel rencana program dan kegiatan sebagaimana Tabel T.C-33 
berikut: 
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Tabel T-C.33 

Rencana Program clan Kegiatan Tahun (n} dan Prakiraan MaJu Tahun (n+lJ 

lndfka•or 
ReDCaDB PraldnumllaJu 

Kode Umaan/Blclang, 
Program/ 

Tahua (nJ Catatan Tahua (n+lJ 
Propam/Kegiatan 

Kegiatan Kebutuhan Sumber 
Peatmg Kebutuhall 

Lokasl Target Dana Dana 
Target Dana 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
I Urusan 
I 2 Bidang 
1 2 3 Program 

I 2 3 4 Kegiatan 
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BAB IV.PEN UT UP 
Berisikan uraian penutup, terdiri dari : 
a. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian dalam rangka 

pelaksanaan program dan kegiatan, termasuk seandainya pagu 
ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan. 

b. Kaidah-kaidah pelaksanaan. 
c. Rencana tindak lanjut. 

Pada bagian lembar terakhir dicantumkan tempat dan tanggal 
disusunnya dokumen RENJA, serta tanda tangan pengesahan dari 
Kepala Perangkat Daerah. 

Bondowoso,tanggal pembuatan RENJA 
Kepala Perangkat Daerah 

ttd 

Alll1f SAID HUSNI 
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LAMPIRAN III 
Format lndikator Kinerja Utama 



LAMPIRAN Ill 
PERATURAN BUPATI BONDOWOSO 
NO MOR 64 TAHUN 2017 
TENTANG 
PEDOMAN TEKNIS PENERAPAN SISTEM 
AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI 
PEMERINTAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH 
KABUPATEN BONDOWOSO 

FORMAT DmIKATOR KINERJA UTAMA 
SURAT KBPUTUSAif liUPATI TENTANG llfi>IKATOR KirfERJA UTAMA (IKU) 
PEMERIRTAR KABUPATER BONDOWOSO 
Lampiran SK berupa IKU Pemerlntah Kabupaten Bondowoao clan IKU 
Perangkat Daerah 

Nama Organisasi 
Tugas 
Fungsi 

IRDIKATOR KIRERJA UTAMA 
Kepala Penuigltat Daerah 

: diisi nama perangkat daerah 
: (diisi sesuai dengan Peraturan Bupati yang berlaku) 
: {diisi sesuai dengan Peraturan Bupati yang berlaku) 

:No 8aaaraD Strategis Indlkator Klllerja l'ormulaai &umber 
Utama Pengbitungan Data 

(1} (2} (3} (4\ (SI 
1 Sasaranl OPD lndikator Sasaran 1 disesuaikan disesuaikan 
2 Sasaran 2 OPD Indikator Sasaran 2 dst dst 
3 Sasaran 3 OPD Indikator Sasaran 3 
4 dst dst 

Pell&JIIIIIIDI 
Jawab 

(6} 

Eselonm(lJ 
Eselonmt2J 
Eselonmt3J 

dst 

Bondowoso, awal tahun RENSTRA 
~PJ\t,A P~RA.NGK!\T P~AAH 

ttd 

IRDIKATOR KIRERJA UTAMA 
IC~ 

Nama Organisasi : nama kecamatan 
T u g a s : (diisi sesuai dengan Peraturan Bupati yang berlaku) 
F u n g s i : (apabila ada, diisi sesuai dengan Peraturan Bupati yang berlaku) 

:No Saearan Strategia 

(1} (2} 
1 Sasaran 1 Kecamatan 
2 Sasaran 2 Kecamatan 
3 dst 

Indlkator Klllerja 
Utama 

(3} 
Indikator Sasaran 1 
Indikator Sasaran 2 
dst 

Formulaai &umber PeDaJIIIIIUII 
Pengbitungan Data Jawab 

(4} (Sl (6} 
disesuaikan disesuaikan EselonN(l} 

dst dst EselonN(2J 
dst 

Bondowoso, awal tahun RENSTRA 
CAMAT 

ttd 
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LAMPIRAN IV 
PERATURAN BUPATI BONDOWOSO 
NOMOR 64 TAHUN 2017 
TENTANG 
PEDOMAN TEKNIS PENERAPAN SISTEM 
AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI 
PEMERINTAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH 
KABUPATEN BONDOWOSO 

FORMAT INDIKATOR KINERJA INDMDU 

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU 

Jabatan 
Tugas 
Fungsi 

{BselonIIIJ 
: namajabatan eselon m 
: (diisi sesuai dengan Pemturan Bu.pati yang berlaku) 
: (apabila ada, diisi sesuai dengan Pemturan Bu.pati yang berlaku) 

Ro 

(1) 

1 -.. 
2 -. 
3 dst 

KlnerJa 
lndlkator Klnerja 

lndlvldu 
(21 (3) 
1 Indikator ;-, ·-·- 1 

_,_2 Indikator .-,~~,um 2 
dst 

Mengetahui 
ATASAN LANGSUNG 

ttd 

Formulasl Sumber Penangggung 
Pengbltungan Data Jawab 

(4) tsi (6) 

disesuaikan disesuaikan EselonN(1J 
dst dst EselonNf2J 

dst 

Bondowoso, awal tahun RENSTRA 
Pejabat Eselon m 

ttd 

INDIKATOR KIRERJA INDMDU 

Jabatan 
Tugas 
Fungsi 

(BselonlV} 
: namajabatan eselon W 
: {diisi sesuai dengan Pemturan Bu.pati yang berlaku) 
: (apabila ada, diisi sesuai dengan Peraturan Bu.pati yang berlaku) 

Ro 

(1} 

1 
2 

KlnerJa lncUkator Klnerja lndlvldu 

12} {3} 

Kenintan 1 Indikator Keaiatan l 
Keaiatan2 Indikator Keaiatan 2 
dst dst 

Mengetahui 
ATASAN LANGSUNG 

ttd 
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Formulasl SumberData Penghltungan 
14} {Sl 

disesuaikan disesuaikan 
dst dst 

Bondowoso, awal tahun RENSTRA 
Pejabat Eselon IV 

ttd 



Jabatan 
Tugas 

DIDIKATOR KIIIERJA INDMDU 
(Jabatan Pelaksana} 

: nam.a jabatan pelaksana 
: (diisi sesuai dengan Peraturan Bupati yang berlaku) 

Ro Klnerja lndlkator Klnerja lndlvldu l'ormulasl SumberData Penghltungan 
(1) 
1 

(2) (3) 
SesuaiSKP Sesuai Indikator SKP 
dst dst 

Mengetahui 
ATASAN LANGSUNG 

ttd 

-36-

(4) (5) 
disesuaikan disesuaikan 

dst dst 

Bondowoso, awal tahun RENSTRA 
Jabatan Pelaksana 

ttd 

AIIDII SAID HUSNI 



INDIKATOR KINERJA UTAMA Contoh IKI Eselon II 

Nama Organisasi 
Tugas 

Sekretariat Daerah Kabupaten Bondowoso. 
Membantu Bupati dalam penyusunan kebijakan dan pengkoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas perangkat 
daerah, serta pelayanan administratif. 

Fungsi 1. Pengkoordinasian penyusunan kebijakan daerah; 

No 

(1) 

1 

2 

3 

4 

5 

2. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah; 
3. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah; 
4. Pelayanan administratif dan pembinaan aparatur sipil negara pada instansi daerah; 
5. Penyusunan dan perumusan laporan kinerja secara periodik kepada Bupati; 
6. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai ketentuan. 

Saaaran Strategts lndlkator Kiaerja Utama Formulas! Penghltungan 

(2) (3) (4) 
Meningkatnya Kualitas 1 Menurunnya Konflik Antar L Konflik Antar Umat 
Kenikunan Umat BeraPRmA Umat Berae:ama Beraeama 
Meningkatkan Pertumbuhan 2 Pengeluaran per Kapita Jumlah Pengeluaran Per Kapita 
Ekonomi dan Pemerataan 3 PDRB per Kapita L PDRB (ADHB) dibagi 
Pendapatan ~ n,,,nduduk 
Meningkatnya Kualitas 4 Indeks Kepuasan Masyarakat Survey Kepuasan Masyarakat 
Pelayanan Publik 
Meningkatnya Akuntabilitas 5 Penilaian SAKIP Hasil Evaluasi SAKIP 
Penyelenggaraan 6 SkorEKPPD Hasil Evaluasi LPPD 
Pemerintahan 

Meningkatnya 7 Terwujudnya Koordinasi L Koordinasi Pemerintah 
Penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten dan Kabupaten dan Pemangku 
Pemerintahan Pemamtlru Keoentinszan Kenentin1mn 

8 PERDA yang Diundangkan L PERDA yang Diundangkan 

9 Terpenuhinya Sarana Prasarana r Kendaraan Dinas 
Anaratur {Roda 4 dan 21 

10 Terwujudnya Tertib Pelayanan L Pembinaan Pelayanan 
Pengadaan Barang dan Jasa Pengadaan Barang dan Jasa 
Aoaratur Aoaratur 

-37-

Sum.her Data Penanggungfawab 

(5) (6) 
Data Bakesbangpol, Kabag Kesejahteraan 

POLRES Rakvat 
Data Badan Pusat Statistik Kabag Administrasi 
Data Badan Pusat Statistik Perekonomian 

Data Badan Pusat Statistik Kabag Organisasi 

Evaluasi Kernen PAN-RB 

Evaluasi Kementerian Kabag Administrasi 
Dalam Neeeri Pemerintahan 

Data Bagian Umum dan Kabag Umum dan 
Protokol Protokol 

Data Bagian Hukum KabagHukum 

Data Bagian Perlengkapan Kabag Perlengkapan 
dan Keuane:an dan Keuane:an 

Data Bagian Administrasi Kabag Administrasi 
Pembangunan dan LP Pembangunan dan LP 

Bondowoso, awal tahun RENSTRA 
SEKRETARIS DAERAH 

ttd 



UfDIKATOR KINERJA INDIVIDU 
Contoh IKI Eselon m 

Nama Jabatan 
Tuga,s 

Kepala Bagian Organisasi. 
Melaksanakan clan menyusun pedoman clan petunjuk telmis pembinaan analisajabatan, standar kompetensi manajerial, 
kelembagaan, tata laksana dan pelayanan publik, serta peningkatan kinerja aparatur. 

Fungsi 1. Pengumpulan clan penyiapan bahan pembinaan dan penataan analisajabatan, standar kompetensi manajerial, kelembagaan, 
tata laksana, pelayanan public dan kinerja aparatur; 

Ro 

(1) 

1 

2 

2. Pengumpulan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk telmis pembinaan ketatalaksanaan yang meliputi tata kerja, metode 
kerja dan prosedur kerja; 

3. Pelaksanaan penataan organisasi, kelembagaan dan peningkatan kinerja sumberdaya aparatur; 
4. Pelaksanaan kebijakan pembentukan dan susunan perangkat daerah; 
5. Penerapan dan pengendalian organisasi perangkat daerah. 

Kinerja Indikator Kinerja lndividu 

(2) (3) 

Melakukan Peningkatan dan 1 % Cakupan OPD yang dilakukan 
Pengembangan Kualitas penilaian pelayanan publik 
Pelayanan Publik 2 % OPD yang memiliki SOP 

tugas dan fungsi 
3 % Capaian indikator bidang 

SPM 

4 % Meningkatnya pengembangan 
kelompok budaya kinerja 

5 % Updating data analisa jabatan 
dan analisa beban kerja 

Melakukan Peningkatan 6 Penyusunan LKIP dan PK 
Akuntabilitas Penyelenggaraan Ka.bupaten dengan tepat waktu 
Pemerintahan 

Mengetahui 
ATASANLANGSUNG 

ttd 

Formulasi Penghltungan 

(4) 

:I: OPD dinilai ~•aianan J;!Ublik x 100% 
:I: OPD 

L OPD iang memiliki SOP TUSI x 100% 
1:OPD 

:E indikator SPM iang dica12ai x 100% 
1: indikator SPM 

:E OPD l;'.:ang menera];!kan KBK x 100% 
1:OPD 

L OPD IB dlakukan Anjab ABK x I 00% 
1:OPD 

Waktu penyusunan LKIP dan PK 
sesuai ketentuan (90 hari) 

-38-

SumberData Penanggangfawab 

(St (6) 
Laporan Ka.subbag 

SubBagian Tata Laksana dan 
Tatalaksana dan Pelayanan Publik 
Pelayanan Publik 

Laporan 
Subbag Kinerja 

Ka.subbag Kinerja 

Laporan Ka.subbag 
Subbag Anjab dan Analisa Jabatan dan 

Kelem1-..-.--- Kelembaaaan 
[.aporan Ka.subbag Kinerja 

Subbag Kinerja 

Bondowoso, awal tahun RENSTRA 
KEPALA BAGIAN ORGANISASI 

ttd 



INDIKATOR KINERJA INDIVIDU Contoh IK.I Pelaksana 

Nama Jabatan 
Tugas 

Bendahara. 
1. Mengajukan surat permintaan pembayaran ke KPKN berdasarkan surat perintah mengurus keuangan; 

No 
(1) 
1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

2. Membuat laporan mengenai, pengeluaran dan keadaan kas berdasarkan penerimaan dan pengeluaran keuangan; 
3. Mengurus surat perintah membayar uang SPM Giro berdasarkan prosedur yang berlaku; 
4. Melakukan pembayaran atas tagihan-tagihan berdasarkan surat dinas dalam pelaksanaan tugas; 
5. Melayani permintaan uang muka berdasarkan surat perintah dalam pelaksanaan tugas; 
6. Mengelola uang/ surat berharga/barang inventaris sesuai dengan ketentuan yang berlaku; 
7. Mencatat penerimaan dan pengeluaran uang ke dalam formulir yang telah ditetapkan sesuai ketentuan yang berlaku. 

Kinerja 
(2) 

Memproses pembayaran ganti uang (GU) 
berdasarkan pedoman yg berlaku 

Mengontrol pagu anggaran sesuai dengan 
kebutuhan belanja 
Melakukan verifikasi SPP dan 
membuat SPM untuk diserahkan ke BPKAD 

Membuat eek giro pencairan uang 

Melakukan pemungutan, menyetor dan 
pelaporan pajak 
Mencatat transaksi pengeluaran ke dalam 
buku dan memberkas bukti-bukti transaksi 
sebamrl SPJ bulanan 
Menyusun dan mengirim SPJ 
bulanan yang telah selesai ke Bagian 
Perlengkapan dan Keuangan 

Mengetahui 
ATASAN LANGSUNG 

ttd 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

IDdikator Kinerja Individu 
(3) 

Jumlah berkas SPJ yang telah siap 
diserahkan ke BPKAD 

Jumlah berkas pagu anggaran sesuai 
dengan kebutuhan belanja 
Jumlah berkas SPP yang telah 
diveriftkasi 

Jumlah berkas eek giro peneairan uang 

Jumlah berkas setoran pajak dari kantor 
pajak 
Jumlah berkas bukti transaksi 
pengeluaran keuangan 

Jumlah berkas SPJ bulanan yang telah 
diselesaikan 

-40-

Formulas! Penghitungan Samber Data 
(4) (5) 

L berkas SPJ yang telah siap Laporan 
diserahkan ke BPKAD Bendahara 

L berkas pagu anggaran sesuai dengan 
kebutuhan belanja 

L berkas SPP yang telah diverifikasi 

r berkas eek giro pencairan uang 

L berkas setoran pajak 

L berkas bukti transaksi 
pengeluaran keuangan 

L berkas SPJ bulanan yang te1ah 
diselesaikan 

Bondowoso, awal tahun RENSTRA 
BENDAHARA 

ttd 



LAMPIRAN V 
PERATURAN BUPATI BONDOWOSO 
NOMOR 64 TAHUN 2017 
TENTANG 
PEDOMAN TEKNIS PENERAPAN SISTEM 
AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI 
PEMERINTAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH 
KABUPATEN BONDOWOSO 

FORMAT PERJANJIAN KINERJA 

PEMERINTAH KABUPATEN BONDOWOSO 
Nama Perangkat Daerah 

PERJANJIAN KINERJA TAHUN {n) 

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan 
dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah 
ini: 
Nama 
Jabatan 

ASNybs 
: jabatan ASN ybs 

Selanjutnya disebut Pihak Pertama 

Nama 
Jabatan 

atasan langsung 
jabatan atasan langsung 

Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua 

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai 
lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah 
seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. 
Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung 
jawab kami. 

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan, serta akan melakukan 
evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan 
yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi. 

Pihak Kedua, 
Jabatan Atasan Langsung 

ttd 

Nama Atasan Langsung 
NIP. 

-41-

Bondowoso, awal tahun (n) 
Pihak Pertama, 

Jabatan ASN ybs 

ttd 

NamaASNybs 
NIP. 



Lampiran I: 

PERJANJIAN KINERJA TAHUN (n} 
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO 

No Sasanm Strategis 

1 Sasaran 1 

2 Sasaran2 

3 Sasaran3 

4 Sasaran 4, dst 

No Program 

1 Nama Program 1 

2 Nama Program 2 

3 Nama Program 3 

4 Nama Program 4 

5 dst 

Total 

Pihak Kedua, 
Jabatan Atasan La.ngsung 

ttd 

Nama Atasan Langsung 
NIP. 

1. 

2. 

.... 
J. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

lndikator Kinerja Target 2017 

Indikator Sasaran 1 sesuai RENSTRA 

Indikator Sasaran 2a dst 

Indikator Sasaran 2b 

Indikator Sasaran 3a 

Indikator Sasaran 3b 

Indikator Sasaran 4a 

Indikator Sasaran 4b 

Indikator Sasaran 4c, dst 

Anggaran Keterangan 

Anggaran Program 1 APBD II 

Anggaran Program 2 APBD II 

Anggaran Program 3 APBDI 

Anggaran Program 4 APBN 

dst dst 

:E Anggaran. Program APBDI/11 

-42-

Bondowoso, awal tahun (n) 
Pihak Pertama, 

Jabatan ASN ybs 

ttd 

NamaASNybs 
NIP. 

AMIN SAID BUS1'1 



Contoh PK Kepala OPD 

PEMERINTAH KABUPATEN BONDOWOSO 
SEKRETARIAT DAERAH 

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017 

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan 
dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah 
lill : 

Drs. H. HIDAYAT, M.Si Nama 
Jabatan Sekretaris Daerah Kabupaten Bondowoso 

Selanjutnya disebut Pihak Pertama 

Nama 
Jabatan 

Drs. H. AMIN SAID HUSNI 
Bupati Bondowoso 

Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua 

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai 
lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah 
seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. 
Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung 
jawab kami. 

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan, serta akan melakukan 
evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan 
yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi. 

Pihak Kedua, 
Bupati Bondowoso 

Drs. H. AMIN SAID HUSNI 

-43-

Bondowoso, 10 Januari 2017 

Pihak Pertama, 
Sekretaris Daerah 

Drs. H. HIDAYAT, M.Si 
NIP. 19590309 198103 1 010 



Lampiran I: Contoh Lampiran PK Kepala OPD 

No 

1 

2 

3 

4 

5 

PERJANJIAII KIIIERJA TAHUN 2017 
SEKRETARIAT DAERAB KABUPATE!f BONDOWOSO 

Saaanm Strategis 

Meningkatnya Kualitas 
Pemahaman Keagamaan 
Meningkatnya Pertumbuhan 
Ekonomi dan Pemerataan 
Pendapatan Masyarakat 

Meningkatnya Kualitas 
Pelavanan Publik 
Meningkatnya Akuntabilitas 
Penyelenggaraan Pemerintahan 

Meningkatnya Penyelenggaraan 
Pemerintahan 

Pihak Kedua, 
Bupati Bondowoso 

Drs. B. AMllf SAID BtJSlfl 

Inclikator Kinerja Target 
2017 

Menurunnya Konflik Umat 0 kali 
Beragama 
Pengeluaran Per Kapita 9,92juta 

PDRB Per Kapita (ADHB) 22,Sjuta 

lndeks Kepuasan Masyarakat 78,10% 
UKMI 
Penilaian SAKIP BB 

SkorEKPPD ST 

PERDA yang Diundangkan Sdok 

Terwujudnya Koordinasi 134 kali 
Pemerintah Daerah dengan 
Pemanolru Kenentimzan 

. Terpenuhinya Sarana Prasarana 96,30% 
sesuai Kebutuhan 
Terwujudnya Tertib Pelaksanaan 5 kali 
Pengadaan Barang/ Jasa Aparatur 

Bondowoso, 10 Januari 2017 

PihakPertama, 
Sekretarls Daerah 

-44-

Drs. B. BIDAYAT, II.Si 
NIP. 19590309 198103 1 010 



Lampiran II : 

No 
1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

Program 

Pemberdayaan Keagamaan 

Perumusan Kebijakan Ekonomi 
Daerah 

Sosialisasi Peraturan Bidang Cukai 

Peningka.tan dan Pengembangan Kualitas 
Pelayanan Publik 

Peningkatan Akuntabilitas Kinerja 
Daerah 
Pengembangan lmplementasi Kebijakan 
Pemerintah 

Penataan Peraturan PerUU, Bantuan 
Hukum dan Kerjasama Daerah 

Pelayanan Kedinasan KDH/Wakil KOH 

Peningkatan Disiplin Aparatur 

Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur 

Penataan Kebijakan Sistem dan Prosedur 
Pemerintah 

Pelayanan Administrasi Perkantoran 

Total 

Pihak Kedua, 
Bupati Bondowoso 

Drs. B. AMJif SAID HUSNI 

Contoh Lampiran PK Kepala OPD 

Anggaran Keterangan 
Rp. 3.256.000.000,- APBD II 

Rp. 1.269.000.000,- APBDII 

Rp. 269.000.000,- APBDI 

Rp. 920.000.000,- APBD II 

Rp. 110.000.000,- APBDII 

Rp. 1.862.000.000,- APBDil 

Rp. 1.015.000.000,- APBDil 

Rp. 1.375.000.000,- APBD II 

Rp. 4.192.600.000,- APBDil 

Rp. 6.554.565.000,- APBD II 

Rp. 1.065.000.000,- APBD II 

Rp. 3.691.000.000,- ExBAU 

Rp. 25.578.565.000,- APBDI/D 

Bondowoso, 10 Januari 2017 

PihakPertama, 
Sekretaris Daerah 

Drs. B. BIDAYAT, II.Si 
NIP. 19590309 198103 1 010 

-45-



Contoh PK Eselon .I rt 

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO 
BAGIAN ORGANISASI 

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017 

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan 
dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah 
m1 : 

Nama 
Jabatan 

SLAMET YANTOKO, S.Sos, M.M 
Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten 
Bondowoso 

Selanjutnya disebut Pihak Pertama 

Drs. H. HIDAYAT, M.Si Nama 
Jabatan Sekretaris Daerah Kabupaten Bondowoso 

Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua 

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai 
lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah 
seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. 
Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung 
jawab kami. 

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan, serta akan melakukan 
evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan 
yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi. 

Pihak Kedua, 
Sekretaris Daerah 

Drs. H. HIDAYAT, M.Si 
NIP. 19590309 198103 1 010 
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Bondowoso, 10 Januari 2017 

Pihak Pertama, 
Kepala Bagian Organisasi 

SLAMET YANTOKO, S .Sos, M.M 
NIP. 19730802 199302 1 002 



Contoh Lampiran PK Eselon III 

Lampiran I: 

PERJARJIAif KIRERJA TAHUlf 2017 
BAGIAN ORGARISASI 

No Program Indikator Klnerja Target 2017 

1 Peningkatan dan Pengembangan % Cakupan OPD yang 40/57 
Kualitas Pelayanan Publik dilakukan penilaian kinerja (70, 17",.6) 

pelayanan publik 

% Perangkat Daerah yang 13/57 
memiliki SOP Tugas dan (22,81%) 
Fungsi 
% Meningkatnya capaian 86/173 
indikator bidang SPM (49,71%) 

% Meningkatnya 53/57 
pengembangan budaya 
kinerja 

(92,98%) 

% Updating data analisa 33/57 
jabatan dan analisa beban (57,Bgo,.f,J 
kerja 

2 Peningkatan Akuntabilitas Penyusunan LKIP dan PK 90 hari 
Kinerja Daerah Kabupaten dengan tepat 

waktu 
(100%) 

No Program Anggaran Keterangan 

1 Peningkatan dan Pengembangan Kualitas Rp. 920.000.000,- APBD II 

2 

Pelayanan Publik 

Peningkatan Akuntabilitas Kinerja 
Daerah 

Total 

Pihak Kedua, 
Sekretarla Daerah 

Drs. B. IDDAYAT, M.Si 
NIP. 19590309 198103 1 010 
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Rp. 110.000.000,- APBD II 

Rp. 1.030.000.000,- APBDD 

Bondowoso, 10 Januari 2017 

Pihak Pertama, 
Kepala Baglan Organisaai 

SLAMET YARTOKO, S.Sos, M.M 
NIP. 19730802 199302 1 002 



Contoh Lampiran PK Eselon III 
Lampiran I: 

PERJANJIAR KINERJA TAHUN 2017 
BAGIAif ORGAIUSASI 

No Program lndikator Kinerja Target 2017 
1 Peningkatan dan Pengembangan % Cakupan OPD yang 40/57 

Kualitas Pelayanan Publik dilakukan penilaian kinerja (70, 17"/6) 
pelayanan publik 

% Perangkat Daerah yang 13/57 
memiliki SOP Tugas dan (22,81%) 
Fungsi 
% Meningkatnya capaian 86/173 
inclikator bidang SPM (49,71%) 

% Meningkatnya 53/57 
pengembangan budaya (92,98%) 
kinerja 

% Updating data analisa 33/57 
jabatan dan analisa beban (57,89%) 
kerja 

2 Peningkatan Akuntabilitas Penyusunan LKIP dan PK 90 hari 
Kinerja Daerah Kabupaten dengan tepat 

waktu 
(100%) 

No Program Anggaran Keterangan 

1 Peningkatan dan Pengembangan Kualitas Rp. 920.000.000,- APBD II 

2 

Pelayanan Publik 

Peningkatan Akuntabilitas Kinerja 
Daerah 

Total 

Pihak Kedua, 
Sekretaria Daerah 

Dra. B. IDDAYAT, M.Si 
NIP. 19590309 198103 1 010 
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Rp. 110.000.000,- APBD II 

Rp. 1.030.000.000,- APBDD 

Bondowoso, 10 Januari 2017 

Pihak Pertama, 
Kepala Bagian Organlsui 

SLAMET YANTOKO, S.Sos, M.M 
NIP. 19730802 199302 1 002 



Contoh Lampiran PK Eselon IV 
Lampiran I: 

PERJANJIAN KINERJA TAIIUN 2017 
SUBBAG ANJAB DAN KELEMBAGAAN 

No Kegiatan 
1 UPDating Data Analisa Jabatan 

danABK 

2 Monitoring dan Evaluasi Tugas 
dan Fungsi Perangkat Daerah 

No Kegiatan 
1 UPDating Data Analisa Jabatan dan 

ABK 

2 Monitoring dan Evaluasi Tugas dan 
Fungsi Perangkat Daerah 

Total 

Pihak Kedua, 

Kepala Bagiaa Olp,atsasi 

SLAIIET YANTOKO, S.Sos, M.M 
NIP. 19730802 199302 1 002 

lndlkator Kinerja Target 
Perangkat Daerah yang 11 OPD 
dilakukan UPDating Data 
Analisa Jabatan dan ABK 

Perangkat Daerah yang 30PD 
dilakukan Monitoring dan 
Evaluasi Tugas dan Fungsi 

Anggaran Keterangan 
Rp. 150.000.000,- APBDil 

Rp. 75.000.000,- APBDil 

Rp. 225.000.000,- APBDD 

Bondowoso, 10 Januari 2017 

Pihak Pertama, 

Kepala Sub Bagiaa 
AaaHsa .Jabatan clan Kelembagaan 
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RORO DEVI SUSANASARI, S.H 
NIP. 19781003 200901 2 001 



Contoh PK Pelaksana 

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO 
BAGIAN ORGANISASI 

SUBBAG ANJAB DAN KELEMBAGAAN 

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017 

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan 
?8:-11 akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah 
lnl : 

Nama 
Jabatan 

SRI REJEKI, S.H 
Bendahara 

Selanjutnya disebut Pihak Pertama 

Nama 
Jabatan 

RORO DEVI SUSANASARI, S.H 
Kepala Sub Bagian Analisa Jabatan dan Kelembagaan 
Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Bondowoso 

Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua 

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai 
lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah 
seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. 
Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung 
jawab kami. 

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang d iperlukan, serta akan melakukan 
evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan 
yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi. 

Pihak Kedua, 
Kepala Sub Bagian 

Analisa Jabatan dan Kelembagaan 

RORO DEVI SUSANASARI, S.H 
NlP. 19781003 200901 2 001 
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Bondowoso, 10 Januari 2017 

Pihak Pertama, 
Bendahara 

SRI REJEKI, S.H 
NIP. 19750221 199403 2 002 



Lampiran I: 
Contoh Lampiran PK Pelaksana 

PERJANJIAl'f Kl!fERJA TAHU?f 2017 
BERDABARA 

No 
1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

Kinerja 
Memproses pembayaran ganti uang 
(GU) berdasarkan pedoman yg berlaku 

Mengontrol pagu anggaran sesuai 
dengan kebutuhan belanja 

Melakukan verifikasi SPP dan 
membuat SPM untuk diserahkan ke 
BPKAD 
Membuat eek giro pencairan uang 

Melakukan pemungutan, menyetor 
dan pelaporan pajak 
Mencatat transaksi pengeluaran ke 
dalam buku dan memberkas bukti-
bukti transaksi sebani SPJ bulanan 
Menyusun dan mengirim SPJ 
bulanan yang telah selesai ke Bagian 
Perlengakapan dan Keuangan 

Pihak Kedua, 
Kepala Sub Bagian 

Analisa Jabatan clan Kelembagaan 

RORO DEVI SUSANASARI, S.H 
NIP. 19781003 2009012001 

lndikator Kinerja Target 
Jumlah berkas SPJ yang siap 360 berkas 
diserahkan ke BPKAD 

Jumlah berkas pagu sesuai 144 berkas 
dengan kebutuhan belanja 

Jumlah berkas SPP yang telah 288 berkas 
diverifikasi 

Jumlah berkas pencairan uang 120 berkas 

Jumlah berkas setoran pajak 72 berkas 

Jumlah berkas bukti transaksi 720 berkas 
pengeluaran keuangan 

Jumlah berkas SPJ bulanan 360 berkas 

Bondowoso, 10 Januari 2017 

SRI REJEKI, S.H 
NIP. 19750221 199403 2 002 
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CONTOH PENGISIAN FORMAT RKA 

~ 
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN Formulir 
Pemerintah Kabupaten Bondowoso RKAOPD 

Tahun Anggaran 2017 2.2.1 

Urusan : Penunjang Administrasi Pemerintahan 

Organisasi : Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Bondowoso 
Program : Peningkatan dan Pengembangan Kualitas Pelayanan Publik 

Kegiatan : Updating Data Analisa Jabatan dan ABK 
Waktu 

: 1 April 2017 - 30 September 2017 Pelaksanaan 
Lokasi 

: Kabupaten Bondowoso Kemtan 
Sumber Dana : DAU 

Jumlah Dana . Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluhjuta rupiah) . 
lndikator dan Tolak Ukur Kinerja 

Indikator Tolak Ukur Kinerja Target 2017 

Capaian % Cakupan OPD yang dilakukan penilaian 40/57 (70,17%) 

Program oelavanan ou blik 
% OPD yang memiliki SOP TUSI 13/57 (22,81%) 

% Meningkatnya capaian indikator bidang SPM 86/ 173 (49, 71%) 

% Meningkatnya pengembangan kelompok budaya 53/57 (92,98%) 
kineria 
% Updating data analisa jabatan dan analisa be ban 33/57 (57,89%) 
keria 

Masukan Jumlah Dana Rp.150.000.000,-

Keluaran Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan updating 11 OPD 
data analisa jabatan dan analisa be ban kerja 

Has i 1 % Updating data analisa jabatan dan analisa be ban 33/57 (57,89%) 
keria 

Kelompok Sasaran Kegiatan : 57 Perangkat Daerah 

Keterangan : 
Penulisan Tolok Ukur Kinerja pada (RKA atau DPA) harus selaras dengan 
dokumen perencanaan RENSTRA mupun RENJA, yaitu : berdasarkan apa 
masukannya (input), indikator kegiatan/keluaran (output), indikator 
program/hasil (outcome}, indikator sasaran/manfaat (benefit) dan indikator 
tujuan/ dampak (impact) 

Contoh lain : Kegiatan TOT Widyaiswara 

Masukan (input) 
Keluaran (output) 
Hasil (outcome) 
Manfaat (benefit) 

Dampak (impact) 

: Jumlah Dana 
: Jumlah lulusan TOT Widyaiswara 
: Meningkatnya kompetensi Widyaiswara 
: Tersedianya Widyaiswara dengan kompetensi yang 

memadai 
: Meningkatnya kualitas pembinaan Diklat Aparatur 
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LAMPIRAN VI 
Format dan 

Metode Pengukuran Kinerja 



LAMPIRANVI 
PERATURAN BUPATI BONDOWOSO 
NOMOR 64 TAHUN 2017 
TENTANG 
PEDOMAN TEKNIS PENERAPAN SISTEM 
AKUNTABILITAS IONERJA INSTANSI 
PEMERINTAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH 
KABUPATEN BONDOWOSO 

FORMAT dan METODE PENGUKURAN KINERJA 

PENGUKURAN KINERJA UT.AMA 
Sasaran lndikato1 Target Tahun Pelaksanaan 

No Kinerja Strategis 
Utama TWI TWII TWm TWIV Total 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1 Sasaran 1 1KlJ 1.1 total 

2 Sasaran2 1KlJ 2.1 total 

3 dst dst 

Realisasi Tahun Pelaksanaan 
Ket 

TWI TWII rl'\V III TWIV Total 
9 10 11 12 13 14 

total 

total 

Bondowoso,tanggal pelaporan 

Kepala Perangkat Daerah 
ttd 

PENGUKURAN KlkERJA PROGRAM 

No Program Indikato1 
Program 

1 2 3 
1 ProgramA lndA.1 

2 ProgramB lndB.1 

3 dst dst 

Mengetahui : 
Atasan Langsung 

ttd 

Target Tahun Pelaksanaan 

TWI TWII TW Ill TWIV Total 
4 5 6 7 8 

total 

total 

Realisasi Tahun Pelaksanaan 
Ket 

TWI TWII TWIii TWIV Total 
9 10 11 12 13 14 

total 

total 

Bondowoso,tanggal pelaporan 

Pejabat Eselon III 
ttd 

PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN 

Kegiatan Indikato1 
No Kegiatan 

1 2 3 
1 IKegiatan 1 Ind 1.1 

2 1Kegiatan2 lnd2.1 

3 dst dst 

Mengetahui: 
Atasan Langsung 

ttd 

Target Tahun Pelaksanaan 
TW I TW II TW III TW IV Total 

4 5 6 7 8 
total 

total 

-53-

Realisasi Tahun Pelaksanaan Ket 
TWI TWII TW III TWIV Total 

9 10 11 12 13 14 
total 

total 

Bondowoso,tanggal pelaporan 

Pejabat Eselon IV 
ttd 



METODE PENGUKURAN KINERJA 

1. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja 
atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja, 
maka digunakan rumus: 

Realisasl 
Capalan lndikator Kinerja = ---------------- x 100% 

Rencana 

2. Jika ukurannya berbanding terbalik, yaitu apabila semakin tinggi realisasi 
menunjukkan semakin rendahnya kinerja, atau semakin rendah realisasi 
menunjukkan semakin tingginya kinerja, maka digunakan rumus : 

(2 x Rencana) - Realisaal 
Capalan lnclikator Kinerja = --------------------------------- x 100% 

Rencana 

3. Kategori penilaian capaian kinerja untuk setiap indikator kinerja sesuai 
dengan skala rentang capaian, sebagaimana tabel berikut : 

Kategod Pentlataa Capalan Klnerja 

Rentang Capalan Kategorl 

Capaian > 100% Memuaskan 

85 < Capaian < 100 Sangat Berhasil 

70 < Capaian < 85 Berhasil 

55 < Capaian < 70 Cukup Berhasil 

Capaian. < ~5 Kurang Berhasil 
- -- --

AIDll SAID HUSNI 
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Contoh Pengukuran Kinerja Kepala OPD 
PENGUKURAII KINERJA UTAMA 

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO TAHUN 2017 
(Triwulan HJ 

Nama Jabatan : Sekretarls Daerah Kabupaten Bondowoso 

IIIDIKATOR KIRERJA TARGET TAHUX 2017 
RO SASARAR STRATBGIS UTAMA TWI TWD TWm TWIV TOTAL 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1 Meningkatnya Kualitas Menurunnya Konflik Antar 0 0 0 0 0 

Kerukunan Umat Benuzama UmatBe,~a 
2 Meningkatnya Pertumbuhan Pengeluaran per Kapita 0 0 0 9,92 jt 9,92 jt 

den Pemerataan Pendapatan 
PDRB per Kapita (ADHB) 0 0 0 22,5 jt 22,5jt 

3 Meningkatnya Kualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 0 0 78,1% 0 78,1% 
Pelayanan Publik (IKM) 

4 Meningkatnya Akuntabilitas Penilaian SAKIP 0 0 0 B B 
Penyelenggaraan 

SkorEKPPD 0 0 0 ST ST Pemerintahan 
5 Meningkatnya PERDA yang diundangkan 1 2 2 3 8dok 

Penyelenggaraan Terwujudnya Koordinasi antara 10 40 50 34 134 kali 
Pemerintahan Pemerintah Daerah dengan 

Pemangku Kepentingan 
Terpenuhinya Sarana Prasarana 40% 30% 26,3% 0 96,3% 

Sesuai Kebutuhan 

Terwujudnya Tertib 1 1 1 2 5 
Pelaksanaan Pengadaan 
Barane/ Jasa Aoaratur 
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REALISASI TAIIU?f 2017 

TWI 
9 
0 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

10 

40% 

1 

TWD TWm TWIV TOTAL 
KET 

10 11 12 13 14 
0 0 0 0 Terlaksananya 

0 

0 

0 

0 

0 

2 

47 

45% 

2 

semua program 
0 0 0 

0 0 0 

0 0 0 

0 0 0 

0 0 0 

0 0 3dok 

0 0 57 kali 

0 0 95% 

0 0 3 

Bondowoso, 03 Juli 2017 
SEKRETARIS DAERAB 

Drs. B. BIDAYAT, M.Sl 
NIP. 19590309 198103 1 010 



PENGUKURAN KINERJA PROGRAM 
BAGIAN ORGANISASI KABUPATEN BONDOWOSO TAIIUN 2017 

(Triwulan II) 

Contoh IPengukuran Kinerja Eselon m 

Rama Jabatan : Kepala llagian Organisasi 

RO 

1 
1 

2 

INDIKATOR KINERJA 
PROGRAM (PROGRAM) 

2 a 
Peningkatan dan % Cakupan OPD yang 
Pengembangan Kualitas dilakukan penilaian kinerja 
Pelayanan Publik pelayanan publik 

% Perangkat Daerah yang 
memiliki SOP Tugas dan Fungsi 

% Meningkatnya capaian 
inclikator SPM 

% Meningkatnya 
pengembangan budaya kinerja 

% Upating data analisa jabatan 
clan analisa beban kerja 

Peningkatan Akuntabilitas Penyusunan LKIP dan PK 
Kinerja Daerah Kabupaten dengan tepat waktu 

Mengetahui : 
SEKRETARIS DAERAH 

Drs. H. HIDAYAT, IVI.Si 
NIP. 19590309 198103 1 010 

TWI 

4 
30% 

(17/57) 

21,1% 
(12/57) 

24,9% 
(43/173) 

66,7% 
(38/57) 

35,1% 
(20/57) 

90hr 

TARGET TABUB 2017 

TWD TWm TWIV 

5 6 7 
0 5,3% 0 

(23/57) 

0 OJ 1,75% 
(3/57) 

11,6% 13,2% 0 
(20/173) (23/173) 

8,8% 8,8% 0 
(5/57) (10/57) 

0 0 17,5% 
(13/57) 

0 0 0 
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TOTAL 

8 
70,17% 
(40/57) 

22,8% 
(15/57) 

49,71% 
(86/173) 

92,98% 
(53/57) 

57,89% 
(33/57) 

90hr 

REALJSASI TA.BUR 2017 

TWI TWD TWm 
KET 

TWIV TOTAL 

9 10 11 12 13 14 
30% 0 0 0 30% Terlaksananya 

(17/57) (17/57) 

21,1% 0 0 0 21,1% 
(12/57) (12/57) 

24,9% 14,5% 0 0 39,3% 
(43/173) (25/173) (68/173) 

66,7% 5,2% 0 0 71,9% 
(38/57) (3/57) (41/57) 

35,1% 10,5% 0 0 45,6% 
(20/57} (6/57) (26/57) 

90hr 0 0 0 90hr 

Bondowoso, 03 Juli 2017 
KEPALA BAGIAN ORGANISASI 

SLAMET Y.ANTOKO, S.Sos, M.M 
NIP. 19730802 199302 1 002 

program 



PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN 
BAGIAN ORGANISASI KABUPATEN BONDOWOSO TAHUN 2017 

(Triwulan HJ 

Contoh Pengukuran Kinerja Eselon IV 

Nama Jabatan : Kepala Sub Baglan Analisa Jabatan clan Kelembagaan 

RO 

1 
1 

2 

IRDIKATOR KINERJA 
KBGIATAR (KEGIATAR) 

2 3 
Updating Data Jumlah Perangkat Daerah 
Analisa Jabatan dan yang dilakukan Updating Data 
Analisa Beban Kerja Analisa Jabatan dan ABK 

Monev Tugas dan Jumlah Perangkat Daerah 
Fungsi Perangkat yang dilakukan Monev Tugas 
Daerah dan Fungsi 

Mengetahui : 
KEPALA BAGIAN ORGANISASI 

SLAMET YANTOKO, S.Sos, M.M 
NIP. 19730802 199302 1 002 

TARGBT TAIIVB 2017 

TWI TWII TWm TWIV 

4 5 6 7 
0 0 6OPD SOPD 

0 0 3OPD 0 
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TOTAL 

8 
11 OPD 

3OPD 

REALISASI TAIIU1f 2017 
KET 

TWI TWII TWm TWIV TOTAL 

9 10 11 12 13 14 
0 6OPD 0 0 6OPD Terlaksananya 

kegiatan 

0 0 0 0 0OPD 

Bondowoso, 03 Juli 2017 
KASUBBAG ANJAB DAN KELEMBAGAAN 

RORO DEVI SUSANASARI, S.H 
NIP. 19781003 200901 2 001 



RO 

1 
1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

PERGUKURAN KIRERJA BENDABARA 
BAGIAR ORGAlflSASI KABUPATEN BONDO\VOSO TABUN 2017 

(I'riwulan HJ 

KIRERJA I?mIKATOR KIRERJA 
TARGET TAIIUR 2017 

TWI TWD TWm TWIV TOTAL 
2 3 4 5 6 7 8 

Memproses pembayaran Jumlah berkas SPJ yang 90 90 90 90 360 
ganti uang (GU) berdasarkan telah siap cliserahkan ke berkas berkas berkas berkas berkas 

nedoman vanl! berlaku BPKAD 
Mengontrol pagu anggaran Jumlah berkas pagu 36 36 36 36 144 
sesuai dengan kebutuhan sesuai dengan kebutuhan berkas berkas berkas berkas berkas 

belania belania 
Melakukan verifikasi SPP dan Jumlah berkas SPP yang 72 72 72 72 288 
membuat SPM untuk telah cliverifikasi berkas berkas berkas berkas berkas 

diserahkan ke BPKAD 
Membuat eek giro pencairan Jumlah berkas pencairan 30 30 30 30 120 
uang uang berkas berkas berkas berkas berkas 

Melakukan pemungutan, Jumlah berkas setoran 18 18 18 18 72 
menyetor dan pelaporan pajak pajak berkas berkas berkas berkas berkas 

Mencatat transaksi Jumlah berkas bukti 180 180 180 180 720 
pengeluaran ke dalam buku transaksi pengeluaran berkas berkas berkas berkas berkas 

dan memberkas bukti-bukti keuangan 
transaksi SPJ bulanan 
Menyusun dan mengirim SPJ Jumlah berkas SPJ 90 90 90 90 360 
bulanan yang telah selesai ke bulanan berkas berkas berka.s berka.s berkas 

Bagian Perlengkapan dan 
Keuane:an 

Mengetahui: 
KASUBBAG ANJAB DAR KELEMBAGAAN 
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TWI 
9 

90 
berkas 

36 
berkas 

72 
berkas 

30 
berkas 

18 
berkas 

180 
berkas 

90 
berkas 

REALISASI TAHUII 2017 

TWD TWm TWIV TOTAL 
10 11 12 13 
90 0 0 180 

berkas berkas 

36 0 0 72 
berkas berkas 

72 0 0 144 
berkas berkas 

I 

30 0 0 60 
berkas berkas 

18 0 0 36 
berkas berkas 

180 0 0 360 
berkas berkas 

90 0 0 180 
berka.s berkas 

~ 
Bondowoso, 03 Juli 2017 

BENDAHARA 

SRI REJEKI, S.H 

KETERARGAR 

14 
Terlaksananya 
semua tugas 

RORO DEVI SUSARASARI, S.H 
NIP. 19781003 200901 2 001 NIP. 19750221 199403 2 002 



LAMPIRAN VII 
Sistematika Penyusunan 

Laporan Kinerja lnstansi Pemerintah 



LAMPIRAN VII 
PERATURAN BUPATI BONDOWOSO 
NOMOR 64 TAHUN 2017 
TENTANG 
PEDOMAN TEKNIS PENERAPAN SISTEM 
AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI 
PEMERINTAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH 
KABUPATEN BONDOWOSO 

SISTEMATIKA PENYUSUKAN LKIP 

KATA PENGANTAR 
Kata Pengantar adalah lembar halaman kata sambutan dari penulis atas 
selesainya penulisan LKIP berupa ucapan rasa syukur, ucapan rasa terima 
kasih, tttjuan dan manfaat penulisan, dengan harapan mendapatkan perhatian, 
laitik dan saran yang membangun. 

IKIITISAR EKSEKUTD' 
Pada bagian ini disajikan sasaran yang ditetapkan dalam rencana strategis, 
serta sejauh mana instansi pemerintah telah mencapai sasaran tersebut, 
dilengkapi uraian singkat kendala yang dihadapi dalam pencapaiannya, serta 
langkah apa yang telah dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut dan 
langkah antisipatif untuk menanggulangi kendala yang mungkin akan terjadi 
pada masa mendatang. 

DAFTARISI 
Daftar isi adalah lembar halaman yang menjadi petunjuk pokok isi dari Laporan 
Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) disertai dengan nomor halaman. 

BAB I. PENDABULUAN 
1.1. Latar Belakang 

Mengemukakan pengertian ringkas tentang LKIP dan proses 
penyusunan LKIP, serta keterkaitan antara LKIP dengan dokum.en 
RENSTRA dan RENJA. 

1.2. Makaud dan TuJuan 
Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan penyusunan LKIP. 

1.3. Dasar Bukum Penyusunan LKIP 
Memuat dasar hukum ketentuan peraturan perundang-undangan yang 
mengatur penyusunan LKIP, serta pedoman sebagai acuan dalam 
penyusunan LKIP. 

1.4. Struktur dan Tata Kerja Organlsasi 
1. Dasar Hukum Pembentukan Organisasi. 
2. Struktur Organisasi. 
3. Susunan Kepegawaian. 
4. Kedudukan, Tugas dan Fungsi. 

1.S. Permasalahan Utama 
Memuat permasalahan utama atau isu strategis, biasanya berupa 
kalimat negatif yang harus dihadapi dan diselelesaikan oleh organisasi 
sesuai dengan tugas dan fungsi. 

1.6. Siatematika Penulisan LKIP 
Menguraikan garis besar sistematika penyusunan LKIP. 
I. Pendahuluan. 
II. Perencanaan Kinerja. 
III. Akuntabilitas Kinerja . 
IV. P e n u t u p. 
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BAB D. PERERCANAAlf KIRERJA 
2.1. Rencana Strategis Tahun (n) a/ d (n+4) 

Memuat tabel rencana strategis dalam 5 (lima) tahunan, yang terdiri : 
1. Tujuan dan Sasaran Strategis. 
2. Strategi dan Arab Kebijakan. 
Sebagaimana Tabel 2.1 

2.2. Rencana Klnerja Tahun Latu 
Memuat tabel rencana kerja dalam 1 (satu) tahunan, yang terdiri : 
1. Sasaran dan Program tahun lalu. 
2. Program dan Kegiatan tahun lalu. 
Sebagaimana Tabel 2.2a dan Tabel 2.2b 

2.3. PerjanJian Klnerja Tahun Latu 
Merupakan ikhtisar dari perencanaan kinerja tahunan sesuai dengan 
IKU dan IKI bagi Pejabat Struktural 1 (satu) level di bawah Kepala 
Perangkat Daerah yang diberi target, serta dilengkapi dengan Rencana 
Kinerja Tujuan Organisasi yang diberi target sesuai RENJA tahun lalu. 
Sebagaimana Tabel 2.3a, Tabel 2.3b dan Tabel 2.3c 

2.4. Metode clan Skala Pengalmran Klnerja 
1. Metode Pengukuran Kinerja. 
2. Skala Penilaian Kinerja. 

BAB m. AKUlfTABILITAS KIRERJA clan ABGGARAN 
3.1. Capaian Klnerja Organisaai 

Pada Sub Bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap 
pemyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil 
pengukuran kinerja sasaran, program dan kegiatan tahun lalu. 
1. Akuntabilitas Kinerja Kegiatan. 

a. Capaian Kinerja Kegiatan (sebagaimana Tabel 3.1); 
b. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Kegiatan. 

2. Akuntabilitas Kinerja Program. 
a. Capaian Kinerja Program (sebagaimana Tabel 3.2); 
b. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Program. 

3. Akuntabilitas Kinerja Sasaran. 
a. Capaian Kinerja Sasaran (sebagaimana Tabel 3.3); 
b. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran. 

4. Akuntabilitas Kinerja Tujuan. 
a. Capaian Kinerja Tujuan (sebagaimana Tabel 3.4); 
b. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Tujuan. 

5. Permasalahan dan Solusi Capaian Kinerja Organisasi. 

Untuk setiap pemyataan kinerja dilakukan evaluasi dan analisis capaian 
kinerja secara deskripsi, dengan tahapan sebagai berikut : 
1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun lalu. 
2. Membandingkan antara realisasi kinerja dan capaian kinerja tahun 

lalu dengan 2 (dua) tahun terakhir. 
3. Membandingkan realisasi kinerja tahun lalu dengan target akhir 

jangka menengah yang terdapat dalam dokumen Rencana Strategis 
(RENSTRA). 

4. Membandingkan realisasi kinerja tahun lalu dengan standar nasional 
Gika ada). 

5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ 
penurunan kinerja yang disertai dengan altematif solusi yang telah 
dilakukan. 
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6. Analisis efisiensi penggunaan sumberdaya organisasi yang telah 
digunakan. 

7. Analisis program dan kegiatan yang menunjang keberhasilan/ 
kegagalan pencapaian kinerja sasaran sebagaimana diperjanjikan 
dalam perjanjian kinerja. 

3.2. Paga clan Reallmi Angpran Organtmi 
Pada Sub Bab ini diuraikan pagu yang direncanakan dan realisasi 
anggaran yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi 
sesuai yang diperjanjikan dalam Perjanjian Kinerja (PK). 
Sebagaimana Tabel 3.5 

BAB IV. PERUTUP 
Pada Bab ini diuraikan kesimpulan umum atas capaian kinerja tahun 
lalu, serta langkah yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan 
kinerjanya pada masa mendatang. 

LAMPIRAR-LAMPIRAN: 
1. Perjanjian Kinerja (PK). 
2. Penghargaan 3 (tiga) tahun terakhir. 
3. Lain-lain yang dianggap perlu. 
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Tujuaa 
Tltjuan 1 

Tujuan 2 

Saaaran 
Sasaran 1 

Sasaran2 

Program 
Program A 

Program B 

Tabel 2.1 
Tuiuan dan Sasaran 

Sasaran Strategl 
1. Sasaran 1.1 1. Strategi 1.1 
2. Sasaran 1.2 2. Strategi 1.2 
3. dst ... 3. dst ... 

1. Sasaran 2.1 1. Strategi 2.1 
2. Sasaran 2.2 2. Strategi 2.2 
3. dst. .. 3. dst ... 

D ·--
Tabel 2.2a 

Sasaran da Pro 
lndikator Saaaran Program 

1. Indikator Sasaran 1.1 1. Program A 

2. Program B 

2. lndikator Sasaran 1.2 3. Program C 

3. Indikator Sasaran 2.1 4. Program D 

Tabel 2.2b 
Pro danKemtan 

Indlkator Program Kegiatan 
1. lndikator Program A.1 1. Kegiatan 1 

2. lndikator Program A.2 2. Kegiatan 2 

3. Kegiatan3 

1. Indikator Program B.1 1. Kegiatan 4 

2. Kegiatan 5 

2. lndikator Program B.2 3. Kegiatan 6 

3. Indikator Program B.3 4. Kegiatan 7 

Tabel 2.3a 
Indikator Kinerja Utama 

Kebijakan 
1. Kebijakan 1.1 
2. Kebijakan 1.2 
3. dst ... 

1. Kebijakan 2.1 
2. Kebijakan 2.2 
3. dst ... 

lndikator Program 
1. Indikator Program A.1 
2. Indikator Program A.2 
3. Indikator Program A.3 
4. dst ... 
1. Indikator Program B.1 
2. Indikator Program B.2 
3. dst ... 
1. lndikator Program C.1 
2. Indikator Program C.2 
3. Indikator Program C.3 
4. dst ... 
1. lndikator Program D.1 
2. lndikator Program D.2 
3. dst ... 

Indlkator Keglatan 
1. Indikator Kegiatan 1.a 
2. Indikator Kegiatan 1.b 
3. dst ... 
1. lndikator Kegiatan 2.a 

1. Indikator Kegiatan 3.a 
2. dst ... 
1. Indikator Kegiatan 4.a 
2. dst ... 
1, Indikator Kegiatan S.a 
2. dst ... 
1. Indikator Kegiatan 6.a 
2. Indikator Kegiatan 6. b 
3. dst ... 
1. Indikator Kegiatan 7.a 

tKeoala Peranszkat Daerah) 

No Sasaran Strategls lndikator Kinerja Utama Target 
Tahun2017 

1 Sasaran 1 1 lndikator Sasaran 1.1 

2 Sasaran 2 2 Indikator Sasaran 2.1 

3 Sasaran 3 3 lndikator Sasaran 3.1 

4 lndikator Sasaran 3.2, dst ... 

catatM: IKU bisa. dipilih dari lndikator Sasa.rart, corttoh pada Tabel 2.2a pada Sasa.rart 1 
yang dipilih menjadi IKU hanya pada lndikator Sasaran 1.1 (namun pemilihan IKU harus 
diverifikasi terlebih dahulu oleh BAPPEDA) 

-62-



Ro Program 

1 Program A 

2 Program B 

Ro TuJuan 
1 Tujuan 1 

2 Tujuan 2 

3 Tujuan 3 

Indlkator Ro 
Keglatan 

Indlkator Ro Program 

Indlkator No Sasaran 

Indlkator Ro 
TuJuan 

Tabel 2.3b 
lndikator Kinerja lndividu 

(Eselon III) 

lndlkator Kfnerja lndlvldu 
1 lndikator Program A.1 

2 lndikator Program A.2 

3 lnclikator Program B.1 

4 lndikator Program B.2 

5 lndikator Program B.3, dst ... 

Tabel 2.3c 
'l'ufuan dan lndikator TuJuan 

Ro Indlkator TuJuan 
1 Indikator Tujuan 1.1 

2 lndikator Tujuan 2.1 

3 lndikator Tujuan 3.1 

4 lndikator Tujuan 3.2, dst ... 

Tabel 3.1 
Capaian Kiner:i a Ke«iatan 1. dat ... 

ReaHsasi Tahun2017 

2015 2016 Target ReaUaasi 

Tabel 3.2 
Capaian Klnel'l a Pro-- 1. dst ... 

Reallsasi Tahun 2017 

2015 2016 Target ReaUaasi 

Tabel 3.3 
Cauaian Kinel'. a Sasaran l. dst ... 

ReaUaasi Tahun 2017 

2015 2016 Target Realisasi 

Tabel 3.4 
Capaian Kinerla TuJuan 1. dst ... 

Realisasi Tahun2017 

2015 2016 Target ReaUaasi 
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Target 
Tahun2017 

Target 
Tahun2017 

Target 
RPJMD 

Capaian 2018 

Target 
RPJMD 

Capaian 2018 

Target 
- RPJMD 

Capaian 2018 

Target 
RPJMD 

Capaian 2018 



Tabel 3.5 
Pap clan Realiaaai ADgaran 

Angaran Tahun 2017 
Ro Program 

capatan Pagu Realisasi 
(o/o) 

1 Program A Rp. Rp. 

2 Program B Rp. Rp. 

3 Program C Rp. Rp. 

4 Program D Rp. Rp. 

5 dst ... 

Total 

AMIN SAID HUSIO 
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LAMPIRAN VIII 
Format Laporan Evaluasi Internal 



LAMPIRAN VIII 
PERATURAN BUPATI BONDOWOSO 
NOMOR 64 TAHUN 2017 
TENTANG 
PEDOMAN TEKNIS PENERAPAN SISTEM 
AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI 
PEMERINTAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH 
KABUPATEN BONDOWOSO 

FORMAT LAPORAN EVALUASI INTERNAL 
SAKIP PERANGKAT DAERAH 

Untulc format evaluasi internal sebagaimana yang tercantum dalam lampiran 
Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2017 tentang Evaluasi Internal Kinerja 
Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bondowoso, adalah 
sebagai berikut: 
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PEMERINTAH KABUPATEN BONDOWOSO 

KOPPERANGKATDAERAH 

LAPORAN EVALUASI INTERNAL 
SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN (n-2) 

Perangkat Daerah 

: nomor pelaporan Nomor 
Tanggal 
Lampiran 
Satuan Kerja 

: paling lambat 2 bulan setelah APBD disahkan 
: sebanyak lampiran yang ada 
: nama instansi 

Dengan ini kami laporkan hasil evaluasi internal atas pelaksanaan SAKIP 
Perangkat Daerah Tahun (n-2), sebagai berikut: 

1. Latar Belakang 
Mengemukakan pengertian ringkas tentang Evaluasi Internal SAKIP, proses 
penyusunan laporan evaluasi insternal, keterkaitan antara evaluasi internal 
dengan peningkatan akuntabilitas dan peningkatan kinerja yang berorientas i 
hasil (outcome). 

2. Dasar Hukum Pelaksanaan Evaluasi Internal SAKIP 
Memuat dasar hukum pelaksanaan Evaluas i Internal SAKIP yang diurutkan 
berdasarkan hirarki tingkatan peraturan perundang-undangan dan tahun 
pen er bi tannya. 

3. Maksud dan Tujuan 
Memuat penjelasan apa saja maksud dan tujuan dari Evaluasi Internal 
SAKIP Perangkat Daerah 

4. Ruang Lingkup 
Mengemukakan batasan-batasan dari Evaluasi Internal SAKIP, yaitu meliputi 
evaluasi terhadap pelaksanaan Komponen SAKIP Perangkat Daerah Tahun 
(n-2) sebagaimana LKE terlampir, terdiri atas: 
a . Perencanaan Kinerja; 
b. Pengukuran Kinerja; 
c. Pelaporan Kinerja 

5. Waktu Pelaksanaan 
Memuat waktu pelaksanaan Evaluasi Internal SAKIP yang dilaksanakan 
setelah berakhirnya tahun anggaran, dan seiring dengan penyusunan 
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKlP) 

6 . Hasil Evaluasi Internal SAKIP 
Berdasarkan kondisi akhir capaian kinerja yang telah dilakukan, maka 
diuraikan beberapa hal yang perlu mendapat perhatian, antara lain : 
a ... . 
b ... . 
c .. .. dst 
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Terhadap hal yang perlu mendapat perhatian tersebut, clirekomendasikan 
beberapa upaya yang perlu dilalrukan di masa mendatang, yaitu : 
a .... . 
b .... . 
c ..... dst 

7. Penutup 

Bondowoso, tanggal pelaporan 

Ketua TIM SAKIP 
Perangkat Daerah 

ttd 
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Lampiran: 
LEMBAR KRITERIA IBVALUASI 

SISTEIII AKUKTABD,ITAS KIRERJA INSTANSI PEMERJNTAB TABUlf (n-2) 
Perangkat Dallrah 

NO KOMPONEN/SUBKOMPONEN PENJELASAN 

(1) (2) (3) 

A. PERENCANAAN KINERJA (30%) 

A.1 PERENCANAAN STRATEGIS (10%) 

a. PEMENUHAN RENSTRA (2%) 

1 RENSTRA telah disusun Yallidsk 

2 RENSTRA telah memuat tujuan YBltldsk 

3 Tujuan yang dltetapkan telah dilengkapl dengan ukuran a apabila 100'¼ se/uruh lu}uan te/ah dllengkapi dengan ukuran keberflasllan; 
keberhasllan tujuan (indikatol) b. apabila > 90% tujusn telah dilengkapi dengan ukuran keberflasilan; 

c. apablla 75" < tujUBn yang telBh dilengkapi dengan ukuran keberflas/Jan < 90%; 
d. apablla 209' < tujuan yang te/Bh dilengkapi dengan ukuran keberflasllan < 75" 
e. apabila tu}uan yang telah dilengkspl dengan ukuran keberfl8Si18n < 20% 

Ukuran keberhasDan tujuan adalah parameter tujuan terukur yang merepresentasikan tercapail telWUjud atau tldaknya tujuan yang 
ditetapkan 
catatan: 
Dalam kondlsl tertentu, ukuran keberflasilsn tujuan dapat dlrepresentasikan oleh lnd/kelor sasaran tBhun terakhlr dari periods RENSTRA 

4 Tujuan telah dlsertai target keberhasllannya a. apabila 100% seturuh tu}uan te/Bh dilengkapi dengan target pencapaiannya; 
b. apabila > 90% tu}UBn telah ditengkapi dengan t81fl8t pencapaiannya; 
C. apabila 75" < tu}usn yang te/Bh dilengkspi dengan targat pencapaiannya < 90%; 
d. apabila 209' < tujusn yang telBh diJengkapi dengan targat pencapaiannya < 75" 
e. apablla tu}uan yang telah dllengkspl dengan target pencapaiannya < 20% 
Catalan: 
Dalam kondisl tertentu, target tujuan depat d/representeslkan oleh t81g8t sassran tBhun terskhir dari periods RENSTRA 

5 Ookumen RENSTRA telah memuat sasaran Yaltfdsk 

6 Ookumen RENSTRA telah memuat lndikator kine~a sasaran a. apablla 100" se/uruh sassran te/Bh dilengkapi dengan indikatomya; 
b. apablla > 90% sasaran telah dilengkapi dengan fndikatomya; 
C. apabila 75" < sasaran yang te/Bh dilengkap/ dengan lndikatomya < 90'¼; 
d. apablla 209' < sasaran yang te/Bh diiengkapi dengan lndikatomya < 75" 
e. apabila sasaran yang telah dilengkapi dengan lndikatomya < 20% 

7 Ookumen RENSTRA telah memuat target tahunan a. apabila 100% se/uruh sasaran telBh dilengkapi dengan tarr,et pencapalannya; 
b. apabila > 90% sssaran telah dllengkapi dengan ta,pet pencBpBiannya; 
c. apabila 75" < sasaran yang te/Bh dilengkapl dengan target pencapaiannya < 90%; 
d. apabila 209' < sasaran yang te/Bh dilengkapi dengan tarpet pencapalannya < 759' 
e. apabila sasaran yang telah dilengkapl dengsn lalf19t pencapalannya < 20% 



8 RENSTRA telah rnenyajlltan IKU a. apabi1a lebih dart 90% indikator yang ada di RENSTRA telah menggambarlam kinerja utama satuan kerjs 
b. apabDs 75% < lndikstor yang menggambarkan ldnerja utama sstusn kerjs < 90\!£; 
c. apsblls 40% < lndikstor yang menggambarksn k/netja utams sstusn kerjs < 75"; 
d. apsblla 10% < lndikstor yang menggambarksn k/nerjs utama satusn kerja < 40% 
e. apabi1a lndlkstor yang menggamb8rksn kinerja utams satuan kerjs < 10'K, 
; RENSTRA dikalakan menyaJlkan (memsnfastkan) IKU Jika tujuan dan atsu S8S8l8l1 yang 8dB dapat dlrepresentasiksn (rel8vsn) 

d8ngsn /KU ysng sudBh difonnalksn. 
") Krileria ini berlsku dengan asumsl /KU yang difonnalkan telah memenuhl kritena /KU yang balk -,,ertl SpeslfDc, Dapat Dlukur dan 

Rel8van dengan K/netja Utams KIL atau Unit Kerjs 

9 RENSTRA telah dlpublikasikan Ya J{ka dokumen RENSTRA dspat dJakses dengan mudah setisp ssat (misalnya: melalul webs/ta re$ITli Pemerintsh Kabupaten atau 
media lain yang memudahkan publik untuk mengakses) 

b. KUAUTAS RENSTRA (5%) 

10 Tujuan telah berorientasl hasD a. apsblla /eblh dad 90'K, tuJuan yang ditetapkan telsh berorlentasl hasil; 
b. apsblla 75" < tu}uan yang berortentasi hasH ~ 90%; 
C. apablls 40% < tujuan yang berortentasl hasll ~ 75"; 
d. apablls 10% < tujuan yang berorientasl hasR ~ 40%: 
e. apsblla tu}uan yang dltetsplcsn berotfentasi hasil ~ 10'K,; 
Krlterla beronentasl hasil: 
- berkusJitas ,outcome atau output penting 
- bu/can proses/kegJBtan 
- menggambarlam konc6si atau output penting yang lngin cf,wujudkan atau sebarusnya terwujud 
- tet1cait dangsn lsu strategls Ol{18IJlsasl 
- sesuai dengan tugas dan fungsl orpanisasl 

11 Ukuran keberhasnan (indikator) tujuan (outcome) telah a. spsblls leblh dsrl 90% ukuran kebethssilan ru}usn dalain RENSTRA ts/sh memenuhl ktiterla SMART dan Cukup; 
memenuhi kriterla ukuran keberhasilan yang balk b. spsblls 75% < ukuran keberhasilan SMART< 90\!£; 

C. apsbila 40% < ukuran keberhasilan SMART< 75"; 
d. apsblla 10% < ukuran keberhasilan SMART< 40% 
e. apsbila ukuran keberhas,1an yang SMART< 10% 

Knterls ukuran kebethssilan yang balk adalah SMART dan cukup, artinys:: 

- Spesilic: Tic/Bk berdwimakna 
- MesSU18abfe: Dapat diukur, dapat diidentifikasl saluan stsu parametemya 
- Achl8vab/e: Dspst dJcspai, re/evsn dengsn tugss fungslnys (domsinnya) dsn dalsm kendsllnya (contollab/8) 
- Rel8v811C8: TerkaJt lsngsung dengan (merepresentasikan) ape yang sksn dlukur (output,outcoma,impsct) 
- Timebound: M&ngacu stau menggsmbarkan kuron waktu tertentu 
- Cukup, dsri segl }um/ah, ukuran keberhas/lan yang ads h81Us cukup menglndlkasiksn tercspainya tujuan, S8S8l8II dan hasil program 

12 Sasaran telah berotientasl hss/1 a. apsblla lebih dsn 90% sasaran d8lam RENSTRMIBSil program telah berodentasi hasil; 
b. apablta 75" < S8S8TBl1 yg berorientasi has,1 < 90%; 
C. apablla 40% < S8S8TBl1 yg berorientasi hasil < 75'¼; 
d. epabila 10% < sasanm yg berorientasi has/I < 40% 
e. apablla 8888ran yg beronentas/ hBSil < 10% 

13 lndlkator klne~a sasaran telah memenuhi kriterla indikator a. apabila lebih darl 90% indikator sassran dB/am RENSTRA telah memenuhl laiteria SMART; 
kine~a yang balk b. apsblla 75" < /ndikator SMART< 90%; 

c. apablla 40% < lndikBtor SMART< 75%; 
d. spsbila 10% < lndlketor SMART< 40% 
e. apsblla lndikator yang SMART< 10% 



14 Target klnelja ditetapkan dengan baik a. spabl/a > 90% tatr,et yang d/tetspkan memenuhl se/uruh .lcriterla lalpBt yang balk; 
b. spabl/a 75" < target yang memenuhl seluruh laiterla !: 90'J(,; 
C. spabJ1a sebaglan besar ( > 75") target yang dltetspkan tidak ben:lasarkan basis data yang memada/ dan arr,umen yang logls; 
d. spabl1s sebagfan besar ( > 75") tatr,et yang dilet8pkan tidak berdasadcan lndikator yang SMART; 
e. apablla sebaglan besar ( > 75") target yang dltetspkan tidak mamenuhl seluruh laiterla ts,pet yang balk. 

Kriterla target kinerja yang balk: . menggambarf<an suatu tingkatsn trutentu yang seharusnya dJcapa/ (tennasuk tingkaten yang standBT, generally accepted) selaras 
dengan RPJMNIRPJMD; . berdasarkan (19/evan dangan) lnclikator yang SMART; . berdasarkan basis data yang memada/; . betdasarlam B19umen dan perhitungan yang logls. 

15 Programlkeglatan marupakan cara untuk mencapal a. apablla programlkegiaten yang aJtetapkan telah memenuhi seluruh kriterla; 
tuJuan/sasaran/hasll program/hasll keglatan b. apabl/a programlkegiaten yang allelspkan te/ah mamenuhl sabaglan basar kriteria; 

c. apabila programlkeglaten yang ditetBpkan man}Bdi penyebab tidak tangsung fetwujudnya tujuan dan sasaran; 
d. apablJa programlkeglaten yang dil9lapkan dianggap tidak cukup unfuk mencapai tu)uan clan sasaran; 
e. apabl/a penatapan programlkegiatan mandahulul (atau tidak dlserta/ d6ngan) penetapan tujuan dan sasanm 

Program/Kegiatan dikatakan merupakan cara untuk mencapal tujuan dan sasaran Jfka memanuhl ktitaria sbb: . manjadi penyebab tangsung tBtwu]udnya tu)uan dan sasaran: 
. re/avan atau terdapat klJtedcaitan; 
- mamiliki hubungan sebab aklbat (kausel/tas) 
- cukup untuk mewujudkan tujuan dan sasaran dalam RENSTRA 

16 Dokumen RENSTRA telah selanls dengan Dokumen RPJMN/ a. spabJ1a > 90% tu}uan dan sasaran yg d/tatapkan ta/ah seraras; 
RPJMD b. apabi/a 75" < tu}uan dan sasaran yg selaras < 9°"; 

c. apabl/a 40% < tujuan dsn sasaran yg selaras < 75"; 
d. spabl/a 10%< tujuan dan sesaran yg selaras < 40% 
e. spabiJa tujuan dan SBSBl8n yg se/aras < 10% 

Kriterla lceselarasan mengacu pada kondisl-kondisi ben1cut 

- tujuan dan sasaran yang ads di RENSTRA mervpakan tujuan clan sasaran yang akan diwujudkan dalam RPJMNI RPJMD; 
- tatr,et2 kinerjs daJam RENSTRA marvpskan bt&akdown dsrl tatr,et2 kinerja da/am RPJMNIRPJMD; . sassn,n, indfkator dan ts,pet2 kin61ja yang dltetapkan dalam RENSTRA manjsdi penyebab (memilild hubungan ksusal/tas) 

te,wujudnya tujuan dan sasaran yang ads di RPJMNI RPJMD 

17 Dokumen RENSTRA telah manetapkan hal-hal yang a. apabl/a labih darl 90% tujuan, Sasarsn dan indJ1cator RENSTRA ta/ah mangacu pads seluruh kriteria yang d/tetaplcan; 
seharusnya ditetapkan b. apabiIB lebih dsrl 75" tujusn, Sasaran dan indiJcator RENSTRA telah mangscu pads se/uruh krtterfa yang d/tetspkan; 

C. apabi1B tujuan, Sasarsn dan lndikatJJr RENSTRA tidak mengacu pads lsu stnltegis atau praktik terbaik; 
d. apabi1B tujusn, Sasaran dan lndikslor RENSTRA yang mengacu pads salurvh krtterla yang diletapkan tldak labih darl 10% 
e. apabllB /ebih dart 75" tujuan, Sassran dan ind/1cator RENSTRA yang ditetapkan tldak manggambarlcan COl8 business dan isu 

strategls yang berlcembang 

Penetspsn ha/-hal yg seharusnya mengacu pads krtterla sbb: . mengacu lsalaras dangan RPJMNIRPJMD . mangacu /se/aras dangan kontrak kinarja (ilks ads) . mangacu lselsras dangan tugas dan fungsi 
. manggambarlcan COl8 business 
- menggambarlcan isu strategls yang berlcembang di daarah (local lssua) 
- menggambarlcsn hubungan kausal/tas . mengacu pads praktik2 terbaik 



c. IMPLEMENTASI RENSTRA (3%) Jawaban tentang lmptametasi RENSTRA harus selalu dikaltkan dengan (dipengaruhl oleh) kondisi Oawaban) tentang Pemenuhan clan 
Kualltas RENSTRA 

18 Dokumen RENSTRA dlgunakan sebagai acuan penyusunan a. spablla leblh darl 90% lndlkator tujuen dan sasaran yang ada di RENSTRA telah selaras clangBn indlkator hasl1/cap8Jan program yang 
Dokumen RENJA (rencana klnerja tahunan) ada clalam RENJA; 

b. apabila 75" < kesel818SBR indikator tujUBn dan SBSBran RENSTRA dengan lndlkator has1Vc8pa/Bn ptQgram dBlsm RENJA < 90%; 
C. apabila 40% < kase/B18SBR indikator tujuan dan SBSBran RENSTRA dengan lndikator haslVcapaian program dB/am RENJA < 75"; 
d. apabila 10% < kase/B18SBn indilcalor tujuan clan S8S8l8n RENSTRA clangan lndikator haslVCBpBlan program daJBm RENJA < 4"" 
e. apabila kese/arasan lndikalor tujuan clBn S8S8l8l1 RENSTRA dengan lndlkator haslllcBpalan program daJBm RENJA < 10% 
Kliteria se/aras atau (dapal) dijadikan acua, yaknl:: 
- target2 lclnerjs Jsngka menengah daJam RENSTRA telah di-breala:Jown dalam (selatas dengan) target2 lclnerjs tahunan dalam RENJA 
- SBSal'8n2 yang 8clB di RENSTRA dijadlksn outcome atau hasil2 program yang Bkan diwujudkan da/am RENJA 
- sasaran, /ndikator clan 181(181 yang dltetapkan daJarn perencanaan satuan karja menjadi penyebab (mamflikl hubungan kaUSBlilas) 

tenvujudnya outcome atau has/12 program yang 8da di RENJA 
catatan: 
pemlllhan a,hlc,tlle clangan asumsi lndikator tujuan den sasaran di RENSTRA teJBh memenuhi /aiteris SMART 

19 Target jangka menengah dalarn RENSTRA telah dlmonltor a. apablla targat Jangks menengah (JMJ telah dfmonltor dan memenuhl seluruh /ailerls yang disebutlcan dlbawsh; 
pencapalannya sampai dengan tahun berjalan b. spablla targat JM telsh dimonftor berdssarkan lcrlteris yang disebutkan dlbawah, nsmun be/um seluruh relcomendasl ditlndsklanjutl; 

c. apablla target JM telah dlmonftor dengan krfterla tetsebut namun tidak aclB tlndBk /anjut temadap rekomendasl yang diberlkan; 
d. apabila monitoring ta,pet JM dDakukan secant lnsidentil, tidak terjadwal, tanpa SOP atau mekanisme yang jelas; 
e. apabila targetjangka menengah tidak dimonftor. 

Monitoring ta,get (lclnerja) jangka menengah mengscu pads lcrltetia sbb: 
- Tenlapat breakdown tatr,et kinerjs }Bngka menegsh kadalam ta,pet2 tahunan clBn periodlk yang sel818S clan terukur, 
- Tenlapat plhak atau bag/an yang bertanggung/swab untuk melspor1can dan yang memonftor kinetja seca,a periodlk; 
- Terdspatjadwal, mekanlsme atau SOP yang jelas tentang meksnisme monitoring RENSTRA secara periodlk; 
- Tenlapat dokumentasl hasil monitoring/ capalan ldnerjs Jsngka menengsh dllsporfcan progressnya dalsm laporan ldnerjs 
- Tenlapat tlmlak lan}ut atas hasil monitoring 

20 Dokumen RENSTRA telah dtreviu secara berkala a. apablla RENSTRA telah d/reviu clBn hasl1nya menunjukkan lcondisl yang lebih balk (terrlapat inovssl); 
b. apabila RENSTRA te/Bh d/reviu secara berkals clBn hasllnya masih re/even dengan kondisl ssat ini; 
c. apabiJa RENSTRA te/Bh d/reviu, ada upaya petbBikan namun be/um ada perbalksn yang slgnmkan; 
d. spablla RENSTRA telah d/reviu 
e. Tldalc ada revlultidalc diketahui apakah RENSTRA masih relevan dengan kondlsi saat ini 

B.2 PERENCANAAN KINERJA TAHUNAN (20%) 

a. PEMENUHAN PERENCANAAN KINERJA TAHUNAN (4%) 

1 Dokumen perencanaan klnerja tahunan telah dlsusun Ya spablla secars formal ads dokumen atau media yang memust sasaran (k/nerja/hssl1), lndikator clBn target kinerjs (bukan ke,Ja) 
tahunan yang akan dlcapai serta strategl (prog,am den keglatsn) untuk mencapal sasamn tetsebut dan dibust sebelum mengajuksn 
anggaran. 
Jika rencana k/nerja dimsksud tJdak menJadl prasyarat dslam pengajUBn anggaran, make jswsban hams '77dak" 

2 Perjanjian Kinerja (PK) telah dlsusun Ya spablla terdapaf dokumen .PK yang secara formal te/Bh ditandatanganJ olah (para) plhak yang berkepentlngan (sesual PerMENPAN 
Nomor 5312014) 

3 PK telah menyajikan IKU a. apablla lebih clBrl 95% /KU telah diperjanjikan daJam PK Saluan Kerja 
b. apabiJa 80%< /KU yang telah dipetjsnjikan clBlam PK Saluan Ketja !: 95"; 
c. apsbila 50%!: /KU yang telah diperjsnjikan daJam PK Saluan Kerjs .!: 80'¼; 
d. apabl1a 10%!: /KU yang telah diper/Bnjikan dalam PK Saluan Kerja !: 50% 
e. spablls /KU yang talah dipetjsnJ1kan dalam PK Saluan Kerja !: 10% 



, PK dikatakan menyajikan (memsnfaatlcan) IKU fl}ca tujuan dan atau sasaran yang ada dapat clirep,essntasikan (mlevan) dangan /KU , yang sudah dlfonnalkan. 
Kriletfa lnl bedaku dengan asumsl /KU yang diformalkan telah memenuhi kmeria IKU yang balk seperti Spasllik, dapat diulcur dan 
Relevan dengan Kinerja utama Pemda atau Saluan Kerja 

4 PK telah dlpubllkaslkan Ya ftka dokumen Perjsnjlan Klnarja dapat dlakses d8ngan mudah seliap saat (mlsalnya: malalul website msml Pemarlntah 
PmvinsVKabupaten/Kotya atau media lain yang mamudahkan publik untuk mengakses) 

b. KUALJTAS PERENCANAAN KINERJA TAHUNAN (10%} 

5 Sasaran telah berodentasl has/I a. apabila leblh darl 90% S8S8ran yang 8da di dokumen 19ncana ldnerja tahunan dan dokumen perjan}l811 klnerja telah berorlentasl has/I; 
b. apabila 7~ < sassran telah berotientasJ hasll !: 90%; 
C. apabiJa 409' < sassran telah betDlientasi hasll !: 75"; 
d. apabila 1o,& < sassran telah belOdantasi hasll !: 4°" 
e. apabiJa sasantn telah beroriantasi hssil S 1o,& 

Kerlteria sssaran di'katakan berodentasl hssil, antara lain: 
- bertcualitas outcome atau output panting 
- bukan manggambarkan proseslkagiatan 
- manggambadcan kondlsi yang seharusnya atau output penting yang lngln diwujudkan 
- ted(sft dangan lsu stralegis organisasl 

6 lndlkator klnerja sasaran dan hasil program (outcome) talah a. apablla lablh dad 9"" lndlkator sasaran den has/I program dalatn mncsna ldnarja tahunan den PK telah memenuhl krltaria SMART 
memanuhl kriterla lndikator kinelja yang balk danCukup; 

b. apabila 759'< lncflkator SMART< 90'¼; 
C. apabl/a 409'< lndikator SMART<75"; 
d. apablla 1o,&< lndikator SMART<409f, 
e. apabifa lncllkator yang SMART< 10'K, 

Kritaria uJanan keberhas/Jan yang balk; SMART dan cukup, ya/tu: 

- Spasi/ic: tidak berdwimalma 
- Ma8SU18able: dapat diukur, dapat diidentifikasi satuan atau paramatemya 
- Achiavable: dapat dicapaJ. 19/avan dengan tugas fungsfnya (domainnya) dan daJam kendaDnya (contollable} 
- Ralavanoe: terkait langsung dengan (marap,esentasllcan) apa yang akan diukur 
- T11118 bound: mangacu daJarn kurun waktu tertantu 
- Culcup, darl sagJ Jumlah, ukuran keberhasilan yang ada harus cukup mangindikasikan teroapainya tuju811, sasanm dan hasll program 

7 Target kinerja ditetapkan dengan baik a. apabila > 90% tarr,et yang dltetapkan da/am 18ncana ldnerja tahunan dan di PK mamenuhl seluruh kriterla ta,pet yang baik; 
b. apabila 759' < target yang memenuhl seluruh laiteria s 909'; 
c. apabila sebagian besar ( > 75") target yang c:Dtetapkan tldak berdasarlcan basis data yang mamedal dan argumen yang /ogis; 
d. apabila sebaglan besar ( > 75") target yang c:Dtetspkan tldak berdasarlcan indikator yang SMART; 
e. apabjla sebaglan besar ( > 75") Jan.1et yang c:Dtetapkan tldak mamenuhl seluruh krltaria t81(18t yang balk. 

Kritarla target klnarja yang balJc, ya/tu: 
- menggamberkan tingkatan tettentu yang seharusnya dlcapal (lermasuk tingkatan yang stander, genetal/y aocapted) 

selaras dengan RPJMD clan RENSTRA; 
- berdasatkan (18/evan dengan) indikatoryang SMART; 
- betdasarkan basis data yang memadai; 
- berdasarlcan Blf1UmBn dan pedlitungan yang logis. 



8 Keglatan merupakan cara untuk mencapal sasaran a. apabiJa kegiatan yang dltetap/can memenuhf seluruh laitelia; 
b. apabiJa kegiahm yang dltetapkan ta/ah memsnuhf sebagian bessr krtteda; 
C. apabi/a kegiahm yang dltetap/can men}adi penyebab lidak langsung lerwujudnya sasanm; 
d. epabi1a keglatan yang dltetapkan dJanggap tid8k cukup untuk mencapa/ sasaran; 
e. apabi1a kegfahm yang dlletepkan tJdak 18/evan d8ngan pencapaJan sasaran. 
Kegiatan dikslekan merupakan cara untuk mencapai sasaran jika memenuhl krtteria sbb: 
. menjadi penyebsb tangsung terwujudnya sasaran; . kegiatan 19/evan dengan sasaran; . memmki hubungan sebab eklbat (kauselltes); . cukup untuk mewujudkan sasaran dalam 19ncana kinarja tahunan . 

Pengertian keglatan Juga mencakup sub keglatenllfomponen keglatan 

9 Keglatan dalam rangka mencapal sasaran telah dldukung oleh a. J7ka untuk satisp S8S8ltllJ yang dltel8pkan depat diidentifikasikan keglaten den anggarannya, balk yang bersifat Jangsung maupun tidak 
anggaran yang memadai langsung; 

b. jika sasaran yang teridentillkasJ sampaJ kepads anggarannya (langsung dan tldak langsung) ? 80%; 
c. Jika > 50% sasaran hanya dapat dllcaitkan dengan anggaran yang barsifat lengsung saja; 
d. jlka sasaran yang terkaJt dengan anggeran langsung:: 50%; 
e. jika sasaran dltetapkan sete/Bh adanya keglatan dan anggs,an. 

10 Doltumen PK telah selaras dengan RENSTRA/RKPO a. epabilB lebih dari 90% sasaran dalBm PK telBh selaras dengan tujuanlsasaren RENSTRA/RKPD; 
b. epabilB 75" < keselarasan sassran PK dangan RENSTRAIRKPD < 90%; 
C. epabDa 4"" < keselar8san sasaran PK dangan RENSTRAIRKPD < 15%; 
d. epabila 10'K, < keselBrasan sasatan PK dangan RENSTRAIRKPD < 4°" 
e. epabDa keselarasan sasaran PK dengan RENSTRAIRKPD < 10'N, 

Krfteria PK selaras dangan RENSTRAIRKPD, sbb: . sasa,an2 yang Bda di PK merupakan sasaran2 yang akan diwujudkan dalam RENSTRA; . target2 kinerja PK merupakan bl8akdown dari ta,get2 kinerja dalam RENSTRAIRKPD; 
. sasa,an, indikator clan target yang ditetapkan dalam PK menjadi penyebab (memi1Jki hubungan kausalltes) terwujudnya tujuan dan 

sasaran yang ads di RENSTRAIRKPD. 

11 Dokumen PK telah menetapkan hal-hal yang seharusnya a. epabila leblh darl 90% Sasaran clan lndlkator PK telah mengacu pada seluruh krtterfa yang dltetapkan; 
diletapkan sesuai tugas dan fungsi b. epabDa leblh dart 75% Sasaran den lndlkator PK telah mengacu pads seluruh kriterfs yang d'detapkan; 

c. epabila Sasaran den lndikstor PK tJdak mangacu pads lsu strategis atsu prakt/k terbalk dan tid8k menggambBrlcsn kondlsJ (outcome) 
yang sehsrusnya terwujud pads tshun ybs; 

d. epabi/8 Sasaran dan lndikstor PK yang mengacu psda seluruh krtterls yang ditetepkan tldsk leblh dsri 10'¼ 
e. epabi/8 leblh dari 75" Sasaran clan indlkator PK yang ditetspkan tJdsk manggambsrksn core business dan isu strategis yang 

berkembang 
Penetapsn hsl-hal yg sahsn,snya mengacu pads kriteti8 sbb: 
. msngacu /salaras dangsn RPJMNIRJ<PDIRKPDIRENSTRA; . mangacu lselaras dengsn kontrsk kinerja stsu kontrak lain yang pemah dibust (Jika sda); . mengacu lsalaras dengan tugas clan fungsl; . menggsmbsrf<an COl8 business; 
. menggambBrlcsn isu strategis yang berkembsng clan menjawab permssalahan yang tetfdentifikasi sast proses pe19ncanaan; 
. menggambsrlcan hubungan kausalitas, (menJBdi penyebsb terwujudnys tujuan dan sssaran yang ads di RENSTRNRKPD); 
. mengscu pads praJdJk2 terbs~ . menggsmbsrksn kesdasn yang sahB1Usnys terwujud pads tahun itu {memparhltungkan outcome yang sehsrosnya terwujud daJam 

tshun ybs skibBt lceglsten tshun2 sebelumnya. 

12 Rencana Aksi atas Kinerja sudah ada Ya jiks Rencans AksJ (RAJ yang dlmsksud merupakan penjsbsran leblh lsnjut dsrl tatpet2 kinarja yang ads di Pe,janjlsn Kinarjs (PK). 



13 Rencana Aksl (RA) atas Klnerja telah mencantumkan target a. apablla leblh dad 90% targat klnerja da/am rencana/petjanjlan k/netja tahunan telsh (dapat) dJjabadcan lablh lsn]ut menjadl target 
secara perlodik atas klnerja perlodlk deism Rencana Aksl (RA); 

b. apablla 75" < keselarBsan target PK dengan ta,pet pedodik deism RA~ 90%; 
C. apablla 40% < keselarasan target PK dangan ta,get perfodlk dalam RA ~ 75'¼; 
d. apablla 10% < keselarasan target PK dan9an ta,get pertodlk da/sm RA ~ 40% 
e. epablla keselarasan targat PK d9ngsn ta,r,et perfodlk dalam RA~ 10% 

Rencana atau Petjan]lan Kinetja Tahunan harus dapat dlmanfaatkan ds/am (selaras dengan) Rencana Aksl yang leblh detail. Keselarasan 
tersebut terwujud Jlka capalan target RENJNPK tedcait dengan (dlsebabksn oleh) capaian tarr,et2 Rencana Akasi. Atau antara RENJNPK 
mem/Ukl hubun9an keusalitas dengan Rencana Aksl 

14 Rencana Aksi etas kinerja telah mencantumkan sub keglatan/ Yaltldsk 
komponen rlncl setlap periode yang akan dilakukan dalam 
rangka mencapal tujuan klnerja 

c. IMPLEMENTASI PERENCANAAN KINERJA TAHUNAN (8%) Jawaban tentang lmplementasl perencanaan klnerja tahunan harus selalu dikaltkan dengan (dlpengaruhl oleh) kondisi (jawaban) tentang 
Pemenuhan dan Kualltas perencanaan klnerja tahunan 

15 Rencana klnerja tahunan ,dlmanfaatkan dalam penyusunan Ya Jlka target-ta,r,et k/netja S8S8l8n dslam rencane klnetja tahunsn men}adl prasyarat dalam pengsJuan dan pengs/oks/an anggaran 
anggaran Jlka target-target klnetja sasaran dslam rencane kJnetja dlmaksud lidak menjadl prasysrat dalam pengajuan angr,aran, maka jawaban 

harus "Tldak" 

16 Target klnerja yang dlperjanjikan telah dlgunakan untuk a. apabl/a terdapat bukti yang cukup bahwa pemanfaatan PK yang dl-lld-l memenuhi seluruh kriteria yang ditetapkan; 
mengukur keberhasllan b. apabiJa terclapat bukti yang cukup bahwa PK YBll9 dJ-ttd-1 dijadikan dasar untuk mengukur dan meny/mpulkan keberh8Sl1an maupun 

C. kegags/an; 
d. apab/18 terdapat bukti yang cukup bahwe PK yang dJ-ttd-1 telsh dlukur dan basil pengukuran telah diketahul oleh atasan (pembed 
e. amanah); 

apablla PK yang dJ-ttd-1 sebatas telsh dllakuksn monitoring 
apab/18 terhadsp PK yang dltandatangani tJdak dDakukan pengukuran atau monitoring 

Kdteria pemanfaatan target kinetja untuk mengukur keberhas/lBn, yaitu: 
- te,r,et klnetja dl'}Bdikan dasar untuk memberikan penghargaan (reward); 
- ttur,et klnetja dijadikan dasar untuk memilih dan mem/Jah yang betfdnetja dengan yang kurang (tldak) berfdnerja; 
- te,r,et klnetja dlgunakan sebaga/ C8l8 untuk menytmpulkan al8u memberfkan predJkat (balk, cukup, kurang, tercapai, tidak terr:apai, 

berhas/I, gaga/, dJI) suatu kondisl atau keadaan 

17 Rencana Aksi (RA) atas Kinerja telah dimonitor pencapalannya a. apablla monitoring klnetja telsh memenuhl seluruh kriteda yang dltetapkan; 
secara berkala b. apabf/a monitoring dllakukan sesuai laiteda, kecua/i penerapan reward and punishment; 

C. epab/18 monitoring dilakukan tetbatas pada penyarahan atau pengumpulan has/I pengukuran capaian kinerja; 
d. epablla pengukuran capalan kinerja petiodlk lldak lebih dad 80%; 
e. apablla monitoring atau pengukuran caps/an ta,pet pedodilc~ 50% 

Monltorlng pencaps/an te,r,et periodlk dangan krtteda, sbb: 

- capalan tatr,et da/am rencana aktJi secant periodik (minims/ setiap 3 bulan) d/pantau kema}uannya; 
- setiap 8da peny/mpangan (devlasl) ssgera dllakuksn ans/Isis dan d1cariJcan altemalif soluslnya; 
- terdapat mekanlsme yang msmungkinkan pJmpinan untuk mengetshui progres klnerja yang tetbaru (up dated petfonnance) 
- terdapat mekanlsme dan lmplementasl reward and punishment terhadap keberhasilsn atau kegagalsn pencapain te,r,et ldnetja 



18 Rencana Akal (RA) telah dlmanfaatkan dalaJn pengarahan dan a. apabila pemanfaatan RA lelah mamenuhl seluruh kriterla yang ditetapkan; 
pengorganlsaslan keglatan b. apabt7a pemanfaatan RA memenuhl lafterla yang ditetapkan kecuall hat lerkait d8ngan otorisasl dan eksekusl pslaksanaan atau 

C. penundaan lceglatan; 
d. apabila pemamfaatan RA lelbatas pads pelaporan atau dokumentasl semata tanpa ada tlndakan nyata selanjutnya; 
e. apabi1a capalan RA tldak berpengaruh terlladap pen/la/an atau penylmpulan capaJan klnatja; 

apabi1a ta,get2 dalsm RA yang clisusun memlllkl keselarasan < 50% dari tarr,et2 ldnerja dalam PK 

Pemanfaatan rencana aksi dalam pengarahan dan pengo,ganlsaslan keglatsn meHput/ lafterla sbb: 

- ta,get2 kinerja dalam rencans Bksl d1}adJksn dasar (scusn) untuk (memulal) pelalcsanaan setlep keglatan; 
- ta,pet2 kinetja dalam nmcana Bksl dQBdl"kan acuan untuk mengevaluasl capatan oufput2 lceglatan; 
- ta,get2 ldnetja dalam rencana Bksl dqadlkan 818$811 untuk membarikan otorlsasl dan eksekus/ d/teruskan stau ditundanya suahl 

kegjatan 

- tenlapat hubungan yang logis antara setlap output lceglatan dengan sasaran (outcome) yang atcan dlcapal; 
19 PeljanJlan Kinelja telah dlmanfaatkan untuk penyusunan a apabila lebih dari 90% tarpet kinerja dalsm rencana/petjanjlan ldnetja tahunan talah (dapat) di}abarkan lebih lanjut men}adi tarr,9t 

fldentlflkasl) klnelja sarnpal tingkat eselon Ill dan IV kinetja eselon IU dan IV; 
b. apabi1a 75" < keseJarasan ta,get PK dangan target klnetja ese/on Ill dan IV .5 9m6; 
c. apabila 40% < /ceS9larasan ta,pet PK c/angan ta,pet kinetja ese/on Ill dan IV .5 75%; 
d. apablla 10'¼ < kese/arasan ta,pet PK dengan ta,pet klnetja ese/on Ill dan IV ,5 40% 
e. apabila keselarasan target PK dengan ta,get ldnetja eselon Ill dan IV!: 10'¼ 

Kriteria keselarasan petjanJian kinerja atasan dangan bawahan, apabila: 

- ta,uet2 kinelja dalam PK atasan talah di-brealcdawn daJarn (selaras dengan) ttur,et2 kinerja bawahan (ese/on Ill dan IV) 
- sasantn, lndikator dan target kinerja bawahan (eselon Ill dan IV) menjadl penyebab (memlllkl hubungan kausalltas) lerwujudnya 

outcome atau hasil2 p,ogram yang 8da di PK atasan 
- pemi/ihBn alblclG'e dangan asumsl indikator sasanmlhas/I program di PK atasan le/ah memsnuhl lafterla SMART 

B. PENGUKURAN KINERJA (25%) 

8.1 PEMENUHAN PENGUKURAN (5%, 
1 Telah terdapat lndlketor k/nerja utama (IKU) sebagai ukuran Ya apabila Satuan Ksrja le/ah memilikl lndikator Kinerja Utama (/KU) level Satuan Ketj8 yang talah ditetapkBII seca,a fonnal dalam suatu 

klnelja seca,a formal keputusan pimp/nan. 
2 Telah terdapat ukuran klnelja tlngkat eselon Ill dan IV sebagai a apabi1a lsbih dBli 90% eseton Ill dan IV telah memilik/ ukuran kinerja yang terokur; 

turunan klnelja atasannya b. apabt1a 75" < eselon Ill dan IV yang memlllki ukursn kinetja yang lerukur !: 9m6; 
c. apabi1a 40% < eselon Ill dan IV yang memllikl ukuran kinatja yang terukur !: 75"; 
d. apabila 10'¼ < eselon Ill dan IV yang m11mllikl ukuran kinatja yang terukur ~ 40% 
e. apabila eselon UJ dan IV yang memllild ukuran klnetja yang terukur ~ 10'¼ 

3 Terdapat mekanlsme pengumpulan data kinelja a. apabila mekanlsme pengumpulan data ldl18tjB memenuhl se/uruh lafterla yang d/fetspksn; 
b. apablla mekanisme pengumpu/an data kinetjs memenuhl laiterla yang ditetspkan lcecuall penang,gung jawab yang }Blas; 
c. apabi/a > 80'¼ capatan (realisaslJ kinerjs dapat diyaklnl vslldltas datanya; 
d. apabt1a realisasi dal8 kinerja kureng dapat diyakini vatlditasnya (valid/tas sumbar date dimguk811) 
e. apab/la realisasi dal8 kinerja tidak dapat dlverilikasi 
Mekanlsme pengumpu/an data yang memadal dengan lafterla sbb: 
- terdapat pedoman atau SOP tentang pengumplllan data klnetja yang up to date; 
- ada lcemudahan untuk menelusurl sumber datanya yang valid; 
- ada kemudahan untuk mengakses data bagi pihak yang berl<epentlngan; 
- lerdapat penanggung/awab yang }Blas; 
- }alas waktu penya/esalannya (dalivery-nya); 
- terdapat SOP yang je/as Jlka terjad/ kesalahsn data 

4 lndikator Klnelja Utama teleh dipubllkasikan Ya jika dokumen yang mamuat /KU dapat dlakses dengan mudsh setlep saat (mlsalnya: melalul website ,esml pemerlntah kabupaten) 



B.2 KUAUTAS PENGUKURAN (12,5%t 

5 IKU telah memenuhl kriteria lndikator yang balk a. apabila lebih dad 90'6 IKU telah memenuhi kriteria; 
b. apabila 75% < IKU yang telah memenuhi kritena !: 90'¼; 
c. apabila 40% < IKU yang te/sh memenuhl kritena !: 75%; 
d. spsbi/s 10% < IKU yang telsh 1119111f1nuhl kritetfa !: 40'¼ 
e. apabila IKU yang telah memenuhi kriteriB !: 10'¼ 

Klnetja utama msrupakBn hssil ker}s yang menggsmbsdcsn, sbb: 

- msndst dsri pemetintsh dserahlsstusn ke,js 
- prforilss dserah atsu sstusn ke,ja 
- isu strategik di dasrah tersebut 
- a/asan keberadaan pemerintsh di daerah dan Blasan dlbentuknya sstuan ke,js terse/Jut 

Kriteris minimal /KU yang balk ads/ah ,efevan dan dapat diukur (meBSU18abla) 
lndikator dikalegorikan ,elevan spa/Ji/a: 
- ter#aJit /angsung dangsn kinetjs (ssssran) utams stau kondisl yang akan dlukur 
- mewakili (representalil) kinetja (SBS8tan) utams atau kondisi yang akan dlwujudk.Bn 
- /KU menglndikasikan (mencenninkan) terwujudnya kinerja utama atau S8SBl'BIJ Slrategls yang ditetapkan 
lndikator dlkategorlkan dapat dlukur apab/18: 
- }elas sstuan ukurannya; 
- fonnulasi pemitungan dapat diidentilikasl 
- cars pemitungannya disepaksti banyak pihak 

6 IKU telah cukup untuk mengukurkine~a a. apabila lebih dari 90'6 /KU yang ditetapken telsh cukup untuk mengukur atau menggambarkan ssssran stau kondisi yang aksn 
diwujudksn; 

b. apabila 75% < /KU yang cukup !: 90'¼; 
c. apabila 40% < IKU yang cukup !: 75%; 
d. apabi/a 10'¼ < /KU yang cukup !: 40% 
e. spsbita /KU yang cukup !: 10'¼ 

Knteria /KU yang cukup, sdalsh: 
- Representatff (a/at ukur yang mewskitIJ untuk mengukur kinerjs yang seharusnya 
- Jumlahnya memadai untuk menyimpulkan tercapainya kondisi yang seharusnya (kine,ja utamsnya) 

Kinerja (konclls,J yang sehsrusnya mengscu pads /criteria, sbb: 

- mengscu lsel818S dengan tugas dan fungsi 
- menggambarksn cme business (sesuai karakteristik 019anisaSIJ 
- menggambarksn keunikan'sifat khas yang membedakannya dangan or;anisssVunit kerja lain 
- menggsmbarksn lsu Slrategis yang berkembsng 
- menjawab pennasatshan yang teridentilikssi (di orgsnlsssVdaerah) 
- menggambatkan kearifan lokat 
- mengacu peda praktik2 tetbaik 

7 IKU unit ke~a telah selaras dengan IKU IP a. apabila lebih dari 90'6 /KU unit kerja te/ah selaras dengan IKU KEM/1.PND,· 
b. apabils 75% !: kesefarassn /KU!: 90'¼; 
C. apsbi/a 40% < keselarassn /KU!: 75%; 
d. apabi/a 10'¼ < keselarasan /KU!: 40% 
e. apabila kesetarasan IKU !: 10'¼ 

Kriteria /KU yang se/aras: 
- IKU Unit Kerja merupekan breakdown dart /KU LPND; 
- lndikator Kinerja Utama Unit Kerja menjadi penyebab (memi/1/d hubungan kausalitas) te,wujudnya tujuan den S8S8tBn yang ditetapkan 

LPND. 



8 lndikator kineJja eselon Ill dan IV telah memenuhl krlterla a. apabiJs leblh d8ri 90% lncllkstor yang dltetspkan telah memenuhl lcriteria; 
lrulikator klnerja yang balk b. spabiJa 7596 < lndlkator yang dltetapkan yang telah memenuhl laiterla ~ 90%; 

C. apabiJa 40% < lndlkator yang dltetapkan yang telah memenuhf laiteria ~ 7596; 
d. apabi1a 10'K, < lndlkator yang dltetapJcan yang telah memenuhf knteria ~ 40% 
e. apabi1a indikatoryang dlletapkan yang telah memenuhl knteria ~ 10'K, 

KJiteda minimal indikator ldnerja yang balk adalah te/evan dan dspat diukur (measureable) 
lndikstor dJcategotikan te/evan, apabBa: 

- menggambarlcan kinetja alBU has/J sesua/ dengan /evelnya 
- terkait langsung dengan ldnerja (sasanm) atau kondJsl yang akan dlukur 
- mewakili (tep,esentatif) ldnerja (sasar&n) atau kond1sJ yang akan diwujudkan 
- lndikator tersebut mengfndlkaslkan (mencennlnksn) lelWUjudnya ldnerja atau S8S8l8/I yang ditetspkan 

lndlkator dlcategorikan dapat diukur (measurable), apablla: 

- jelas satuan ukunmnya; 
- fonnulasi perbitungan dapat I/dentilikasl 
- can1 perbitungannya dlS8pBkatl banyak plhak 

Kriteria indikator yang selaras, apebffa: 
- indikator kinarja eselon HI dBn IV msrupakBn bteakdown dad lndikator atasan eselon II 
- fndikator kine(/B eselon Ill den IV menjadl penyabab (memllllcl hubungan kBusalitBs) te,wujudnyB ldnerjB atBsan 

10 Sudah terdapat ukuran (lndlkator) klne~a lndlvldu yang a. apab/18 leblh dad 90'K, lndlvldu telah mamlllkl lnclikator (Blat ukur) yang menggambarkan keselarasen /c/nef/B dengan IKU atasennya; 
mengacu pada IKU unit ke~a organlsasl/atasannya b. apabi/8 75% < lndlvldu yang telah memlllld kesel818S8n lndikator (a/at ukur) kinerja ~ 90%; 

c. apabila 40% < fndlvldu yang telah memillld keselarasen lndikator (a/at ukur) kinerja .5 75"; 
d. apabi/a 10'K, < fndividu yang telah memlllki keselarasan lndikator (a/at ukur) kinerja .5 40% 
e. apabiJa individu yang telBh memilikl keselarasan lndikator (BIBI ukur) klnetjB .5 10'K, 

Kesel818S811 IKU: 
- /KU indMdu merupa/can breakdown d8rl IKU Btasannya; 
- lndlkator Kinsrja Ut8m8 lndMdu menjsdi penyebab (memlllkl hubungan keuSBlitBs) terwujudnyB ldnerja utamB Btasannya 

11 Pengukuran klnetja sudah dilakukan secara be~enJang a. apabiJs pengukuran kinerjB sudah dDBkukan dengan mamenuhf knteriB sebagaimana disebutksn dibawah; 
b. apabi1a pengukuran /dnarJB sudeh dilakukan d8ngan memenuhf knteriB sebagaimana disebutksn, namun penguJcutan tlda/c sempa/ kB 

individu sl8f; 
c. apabiJs pengukuran ldnatjB sudah d11a/cukan dengan memenuhi laiterla sebagBimans disebutkan dan diterapkan hanyB kepBda tJngkat 

d. 
manajaria/; 
apabila pengukuran kin8tja dila/cukan hanyB sampaJ ke eselon II yang menyusun PK dengsn sy818t tetap adB keterlca/tan ldnel/8 mu/a/ 
den Ksmenteri811/LPND sampa/ kepada ese/on 11-nya; 

e. apabiJs tlda/c adB pengukursn k/netjB yang berjenJ811f1 atau pengukunul kinerja selisp jenjang tida/c menggambarksn ,elevens/ atau 
tida/c adB hubungan keusa/itss anttua 1/ap jenjangnyB 

Pengukuran berjen}Bng memenuhl knteriB sbb: 

- indikator-indikator yang adB sudah SMART dan cukup 
- terrl8pat a/ur penjenjangBn ldnerja yang Jelas mu/al deri plmplnan sampal dengan stat operas/anal (lndlvldu); 
- setiap jenjBng Btau tlngkatan memillki fndlkator ldnerja SMART yang fonnBI 
- setiap jenjang Btau tlngkatan msmillki tBrget-ta,get terukur 
- terrl8pat hubungan kausalitas Bntam set/Bp jenjang Btau tlngkatBn 
- terrl8pat pengukuran klnetja peda setlap jenjangnya 
- hasil pengukuran dapat dlverlfikasl atau dltelusuri sempal kB sumbemya 
- hasil pengukunm berjanjang tersebut sudeh dlvalidBsl 



12 Pengumpulan data kinetja dapat diandalkan a apablJa leblh darl 9°" data (capaian) kinerja yang dihasllkan dBpat dlandalkan; 
b. apablJa 75" < data (capalan) kinerja yang dapat diandalkan !: 9D'J&; 
c. apablla 4"" < data (capalan) kinerja yang dapat dianda/Jcan !: 75'6; 
d. apablla 1D'J& < data (capalan) kinetja yang dBpat diandalkan !: 4°" 
e. apabila data (cspalan) kinerja yang d8pat diand8Jkan !: 1D'J& 

Pengumpulan data ldne,ja dapat dlandalkan, yaltu; 
- lnfonnasl capalan ldnelja berdas81kan f8kts seben8mya atau buJdi yang memadai dan dapat dipertanggung/awabkan; 
- data yang dlkumpuJicsn didasarlcan SU8lu melamisms yang memadal atau tetsltuldur (}etas meksnlsme pengumpulan datanya, silJf)8 

yang mengumpu/Jcan data, mencatat, dan silJf)8 yg mensupervisi, S8lta sumb8r data VBlld); 
- data ldnelja yang diperoleh tepat waldu; 
- data yang dlkumpulkan memilild tingkat lces8lah8n yang minimBJ; 

13 Pengwnpulan data kine~a ates Rencana Aksi dilakukan secara Ya epabila se/uruh ta,pet yang ada d8l8m Rencana Alesi telah diukur rea/Jsaslny8 secam b8"'818 (bu/aMnltl1wula semesterJ 
bertcala (bulanan/triwulanan/semester) 

14 Pengukuran kinetja sudah dikembangkan menggunakan Ya apablJa Kem/LPND talah me/81cukan pengukuran kinerja secara berjen]ang mu/al darl staf, 1118118jerlal sampaJ k9pada plmplnan terfnggl 
teknologl lnformasi dan lingkat lnstansi dan pengukuran lersebut menggunakan bantuan leknologl seh/nggB capaJan atau progres kinerja dBpat 

dJJdentifikssl seca/8 lebih tepat dan cepat 

8.3 IMPLEMENTASI PENGUKURAN (7,6%) JBWBban tentsng lmplematasl Pengukuran harus selalu dikaJtkan dsngan (dipengaruhl oleh) kondJsl (Jawaban) tentang Pemenuhan dan 
Kualitas Panaukuran 

15 IKU telah dlmanfaatkan dalam dokumen-dokuman perencanaan a. apablJa leblh dari 9°" /KU yang ditetspkan te/Bh dimanfaalkan sesuai dengan /aitetia yang ditetapkan; 
dan penganggaran b. apablJa 75" < /KU yang tetah dimanfaatkan !: 9°"; 

c. spablla 4"" < /KU yang telah dimanfaatkan !: 75"; 
d. epabila /KU tldak cfmanfaatkan pada dokumen penganggaran (RKA) 
e. apablla /KU yang sda tidak dimanfaslkan, balk dalam perencanaan maupun dalam penganggarsn 
Kriteris dlmsnfaatkan dalam dokumen perencanaan dan 
penganggsnm: 
- dQadikan alat ukur pencspalan kondisi jangka menengahlsasanm utsma dalam dolcumen Rencana Klnerja Jangka Menengah 

(RENS7RA), RenC8118 Klnerja Tahunan (RENJA), Penganggsran (RKA) dan Perjan)lan Klnerja (PK); 

- dQadfksn alat ukur tercapa/nya outcome atsu hasi/-hasil program yang ditetapkan dslam dolcumen rencana kerja clan anggaran (RKAJ. 

16 IKU telah dlmanfaatkan untuk penilalan klnetja a. apablla terdapat bukll yang cukup /KU telah dimanlaatksn sepenuhnya sebar,almana krfterfa yang dltetaplcan; 
b. apablla IKU yang sda dlmanlaatkan sesual ktitetia namun lidak tennasuk pengenaan sanksl atau punishment; 
c. apabila has/I pengukuran IKU tJdak berdsmpak apapun bar,i entitas 
Dlmsnfaatkan untuk penDalan kine,ja memenuhl /aiterfa sbb: 
- cspalan IKU dQadikan dasar penilalan kinelja; 
- capalan IKU dljadiJcan dasar n,wanf atau punishment; 
- capalan IKU dQadikan desar promos/ atsu kenalkanlpenurunan petingkat. 

17 Target klnetja eselon Ill dan IV telah dimonltor pencapalannya 8. apabi/a target k/netja telah dimonitor dan memenuhl ssluruh ktiteria yang dlsebutkan dlbawah; 
b. apabila tarr,et k/nelja te/ah dimonitor berd8SBl#<sn /aiteria yang disebutkan dibawah, namun balum seluruh rekomendasl dilindak/anjutl; 
c. apabila target kinerja telah d/monilor denr,an kritBtis tersebut nsmun tidal< ada lindak lan]ut terhsdap n,komendas/ yang dlbelikan 
d. apabila monitoring ta,pet ldnerja di18kukan secant insidenlil, tidBk teljadwal, tanpa SOP atau mekanlsme yang jelss; 
e. tsrget kinerja tidak dlmanltor. 

Monitoring tsrget (ldnelja) mengacu pads prasyarat sbb: 

- terdspat breakdown tstr,et kinerja tahunan lcedslam tstr,et2 bulBnanlperfodik yang selsras dan terukur; 
- terdspat plhak atsu bagfan yang bertanggungjawab untuk melaporkan dsn yang memonitor kinerja S8C8T8 periodik; 
- terdspat Jadwsl, mekanlsme atau SOP yang }etas tentang mekBnisme monitoring ldnerja S8CBIB perlod/k; 
- terdspat dolcumsntasl has/I monitoring; 
- terdspat tindaJc lanjut atas basil monitoring. 



18 Hasll pengukuran (capalan) klnelja mulal darl setingkat eselon a. jika seluruh Jabatan se6ngkat eselon IV keatas telah menerima ,eward dan punishment yang sabandlng (tedcalt) dengan hasil 
IV keatas telah dlltallkan dengan (dimanfaatkan sebagai dasar pengukuran (cspaian) klnetjanya; 
pemberlan) ,eward & punishment b. Jika 70% !: peJabat yg memltikl katetkaitsn capalan dengan reward dan punlshmentnya < 100'¼; 

c. Jika 5°" !: pejsbat yg memlfiki katetkaitsn capa/an dengan ,eward clan pun/shmentnya < 70'K,; 
d. }ilea 10% !: peJabat yg memllikl katedcaltan capa/8n dengan reward clan punlshmentnya < SOIJ(,; 
e. jika capaJan klnerja tidak memillki katerk8/tan dengan ,ewarrl dan punlshmentnya. 

Hasil pengukuran dikatskan tedcalt dengan rewsld clan punishment apabDa tetdapat pe"'6dsan (dapat dlldentifikasi), antara: 

- pe}abatlpegswal yang berldnerja dengan yang t/dsk berldnerja (tld8kje/as kinerjanya); 
- pejabat/pegBwal yang mencapal tarr,et c/engan yang 6dak mencspal tarr,et; 
- pejabatlpegawai yang selesal tepat waktu dengan yang tJdak tepat waktu (tidak selesal); 
- peJabatlpegawal dengan capeJan diatas stanclar dengan yang stander. 

19 IKU telah dlrevlu seca,a berlaJla a. spabila IKU telah dlnwlsl clan hasilnya menun}uldfan kondlsl yang leblh balk (lnovaJif); 
b. spabila /KU telah cfreviu secan1 bllrlcala dan hasilnya mas/h re/8van dengsn kondisl saat In/; 
C. apabila IKU telah areviu, ade upaya perbalkan namun be/um ads perbalkan yang signJfikan : 
d. spabila /KU telah cfreviu; 
e. 6dak ade reviu. 

20 Pengukuran klnelja atas Rencana Alesi dlgunakan untuk a spabila hasil pengukuran Rencana AJcsl (RAJ telah dimanfaalkan sebagalmana sehnuh krfterfa yang ditetapkan; 
pengandalian dan pemantauan klnelja secara berkala b. apsbils hasil pengukuran sebatas hsnya untuk menylmpulkan (tldsk sampsl mempengsruhl stretegl); 

C. apabila hasil pengukuran RA tidak di6ndeklanju6. 

KriteriB digullBkan untuk pengendallan den pemantauan: 
- hasil pengukuran RA menjadi dasar untuk menylmpulkan kamajuan (ptogr8ss) klnetja 
- hasiJ pengukuran RA menjadi dasar (di6ndaldanju6) untuk mengambB lindakan daJam rangka mencapal ta,pet k/nsrja yang ditetsplcan 
- hasJJ pengukuran RA menjsdi dasar (di6ndaldan}u6) untuk menyesuaik8n strateg/ untuk mencspa/ tu)uan dan sassran 

C. PELAPORAN KINERJA (15%) 

C.1 PEMENUHAN PELAPORAN (3%) 

1 Laporan Klnelja telah dlsusun Ya/tidsk 

2 Laporan Kinelja telah dlsampallcan tepat waktu Ya, jika IBporan k/nerja disampafkan sessu/ dengan batas waktu yang ditetspkan sesuai lcetentuan peratursn 

3 Laporan Klnelja telah di upload kedalam v.ebslte Y.alfidak 

4 Laporan Klnerja telah dlsertai pemyataan telah direviu oleh Yaltidak 
APIP (lnspektorat) 

5 Laporan Klnerja manyajil<an informasi mengenai pencapaian a. apabila lebih dari 9°" capsian yang disajikan b9rsifat Klneda Utama (/KU); 
IKU b. apabila 75'6 < capalan yang disajikan b9rsifat Kinetja utsms (IKU} ~ 90% 

C. apabl1s 40'6 < capaian yang disajikan b9rsifat Kinerja Utams (IKU} !: 75"; 
d. apabl1a 10'¼ < capsian yang disajikan bersifat Kinetja utama (IKU} ~ 40'¼; 
e. apabila capaisn yang dlSB}Jkan b9rslfat Klnerja utama (/KU) ~ 10%. 

/KU yang disajikan hBIUS mengacu kapada kriterla IKU yang balk ya/tu SMART dan menggambarlcan ldnerja utsms yang seharusnys. 
dengan mengacu pads kriterla sbb: 

- sesuai dengan tugas dan fungsl; 
- menggsmbarlcan COl8 business; 
- mempertimbangkan lsu strategis yang berkambang; 
- menggambarlcan hubungan kausslitas (anta,a outcome - output - prooess - Input); 
- mengacu pads praktik2 terbsik. 



C.2 PENYAJIAN INFORMASI KINER.IA (7,5%) 

6 Laporan Klnerja menyajikan infonnasl pencapaian sasaran yang a. apabiJa leblh dari 9(1" sasaran yang disampaikan ds/am L.aporan Klnarja belorientasi outcome; 
beroriantasl outoome b. apabila 75" < sasaran outcome dalam t.aporan Klnarja < 9°"; 

C. spabi/a 40'K, < sasaran outcome da/am t.aporan K1ne,j8 < 75"; 
d. apab/la 10% < sasaran outcome dalam t.aporan Klnetja < 4°"; 
e. apabila sasaran outcome dalam Laporan K/nerja < 10'K,. 

lnfonnasi t..aporan KlmJtja berodentasl outcome, artlnya: 
- infonnasi yang dlSldlkan da/am LBpo,an Kiner/a manggambart<an has,12 (tennasuk output2 pent/ng) yang telah dlcapai dan 

seharusnya tercapal sampal dengen saat lni 
- laporan ldnerja tJdek hanya b8dokus pads lnformBsl tentang lcegia1sn atau prosas yang telah dlaJcsanakan pada tahun ybs 
- laporan ldnerja tJdsk berodentasl h8fJYB pads lnfonnasl tentang rea/Jsssl se/uruh snggaran yang te/ah dlgunakan 

7 Laporan KJnelja menyajikan infonnasl mengenai klnelja yang a apabi/a leb/h dart 90'6 cspaJan yang disa}ikan bersffat ldner/8 yang diJlln}i1c8n/disepakali dalatn PerjanJlan KJnerja (PK); 
telah dipeljanjikan b. apa1»1a 75" < capalan yang diss,iikan bersifat ldnelja yang cll)anJi1can da/am PK!: 9°"; 

C. apabila 4°" < capalan yang disaji}can bersifat ldnetja yang dUan}ikan da/am PK!: 75"; 
d. apa1»1a 10'K, < capa/an yang disajikan bersifat ldnetja yang dUanjikan da/am PK!: 4°"; 
e. apabila capalan yang dlsaJlkan bars/fat ldnerjs yang dijanjikan da/8m PK!: 10'K,. 

8 Laporan Klnelja menyajikan evaluasi dan analiSls mengenai a. apablls Laporan KJnetja manyajlkan leblh den 90% sasaran yang dievaluasl dan dlanslisls capalannya barsifat ldnerja (outcome}, 
capaian klnelja bu/am proses; 

b. spabils 75" < S8S81Bn yang dlevsluasi dan dianall$/s cspalannya bersifat ldne,ja (outcome}, bukan proses < 90%; 
C. apablla 40'K, < sasaran yang d/evsluasl dan dianalis/s capalannya berslfat klnetja (outcome), bukan proses < 75"; 
d. epablle 10% < sasaran yang dievs/uasl dan diansllsls capalennya berslfat kinetja (outcoma}, bukan proses < 40'K, 
e. apabila sasaran yang dlevaluasl dan dianallsls capa/snnya .bersifal ldnerja (outcome}, buken prosas < 'ID'¼. 

t.aporan Klnar/8 menyaftkan evs/ussl dan anallsls mangenal capalan ldnetja. 81tinya: 
Lsporan K/netja ,nenguraiken hasi1 evs/uasl d8n 8/l8lis/s tentsng capaian2 ldnerja outcome atau output penting, bukan hanya proses 
etau teaJJsasl keglstan2 yang ada di dokuman anggaran (DIPA) 

9 Laporan Klnerja menyajikan pembandingan data kinelja yang a. spsbt1a t.aporan KJnarja menyajikan seluruh pembandlngan sebagaimana yang teroakup dalam krtterle dibawah; 
memadal antara reallsasl tahun ini dengan reallsaSI tahun b. Lsporan K/nerje menyajlkan seluroh pembsndlngan sebagalmana yang tercskup daJam kTtteria dlbawah, kecusli pembendlngan 
sebelumnya dan pembandlngan lain yang dlpertukan dengan stander nas/onel,· 

C. apablla t.aporan Klnerja henya manyajikan pembandingan Rea/Jsasl vs Target d8n K/nerje tahun berjalan vs kinerje tahun 
sabelumnya; 

d. apab/le L.eporan K/nerje hanya menyB}ikan pembandingan Realises/ vs Target 
e. apabl1e tidak ads pembandlngsn data kinerje (cape/an sasaran). 
Kriteria pembandlngan yang memadai. mencakup: 
- ts,get vs reelisasJ; 
- reslisasl tahun berjalan vs realises/ tahun sebalumnya; 
- realisasl sampsi dengan tahun betjaJan vs target}Bngka manengah; 
- rea/Jsasl etau caps/an tahun berjslan dibanding stander nas/onal etau RPJMN; 
- reaUsasl etau capaian orr,anlsasllinstsnsl dibending reallsasl etau capalan o,ganisasVinstansl sejenls yang setara etau sekelss. 

10 Laporan Klnelja menyajikan infonnasi tentang anallsls efislensl a. jika besaran efislensl yang terjsdl dapat dikuantilikasikan; 
penggunaan sumber daya b. Jika hanya berops Info tentang efislensi yang te/ah dilekuktm; 

C. Jika hanya berops Info tentang upaya efisiensl yang di/akuksn; 
d. jika tidal< ads /nfonnasl tentang etisiensl. 



11 Laporan Klnelja menyajll<an lnformasl keuangan yang terkalt a. apablJa Lsporan Kinetj8 mampu menyajikan lnformasl keuangan yang terkBit l8ngsung dengan se/uruh pencapa/8n SBsantn 
dangan pencapalan sasaran kinelja instansi (outoome); 

b. apab/18 Lsporan Kinelja mampu menyajikan lnfonnasl keuangan atas? 8096 sssaran 
c. apab/lB Lsporan KineljB hanya menyajlkan lnformasl keuangan etas~ 50'6 sasaran; 
d. apabl/a Lsporan Kinelja hanya menyaj/kan 18Blis8sl keuangan atas < 50'6 BBS81811; 
e. apeblla tldak 8d8 lnformasi keuangan yang dBpat diksltkan dBngan S8$818n atau ldner}a tertentu. 

12 lnformasl klnelja dalam Laporan Kinelja dapat dlandalkan a. apebl/a leblh datf ~ realisasi kin9tja dBpat di8ndaJk8n sesuBI dellf/8n krtterie; 
b. apab/18 7~ < keand8lan dBta reaDsBsl /clnerja ~ 90%; 
C. apeblJa 40'K, < lceandBJBn data realisasi /clnerja ~ 75%; 
d. apabl1a 10'J£ < keandBJBn dBta reellsasi ldnetja ~ 40'K,; 
e. apebila keandalan deta 188f/S8SI ldnerja ~ 1""-

lnfonnasi ldneljB dapet dlanc/Blken dBngan krfteria: 
- datanye valid; 
- dspat dlte/usuri kasumber dBtanya; 
- diperoleh dart sumber yang kompeten; 
- dap8l dlverlflkasl; 
- konsisten. 

C.3 PEMANFAATAN INFORMASI KINERJA (4,5%) Jawaban tentang pemanfBBtan informssl kinerja hBJUS se/slu dikBitlcan dengan (dlpengaruhi oleh) kondlsl Uawaban) tantang Pemenuhan 
Pelaporan d8n Penys)Jan /nformasi KJnerja. 

12 lnformasi kinelja telah digunakan dalam pelaksanaan evaluasi Ya Jika lnformasl kinerja d8l8m laporan ldnerja d9pal dimanfaatkan dalam eVBluasl AKJP. 
akuntabilitas kinerja lstilah dapat dlmanfaatkan sangat terkalt dengan kualltas lnfonnasl klnerja. Jika capalan bobot kualilas infonnasl klnelja (C.11) kurang dari 

60%. maka lnfonnasl klnelja dlanggap tidak dapat dlmanfaatkan (tldak bennanfaat). 

13 lnfonnasi yang disajlkan telah dlguaakan da/am perballum a. apab/18 pemanfaatan bers/fat ekslenslf dsn menyeluruh; 
perencanaan b. apeblla pemanfaatan bers/fat ekslenslf namun be/um menyeluruh (S8b8f/1Bn); 

C. apabl7s pemanfaatan hanya bersifat sebsglan; 
d. apebits kurang dlmanfaatksn; 
e. apabl1a tidak sda pemanfaatan. 
lnfonnasi kinetja telah digunBkan dalam perbalkan perencanaan. artinya: 

t.aporan Kinerja yang dlsusun sampeI dengsn saat inJ te/ah berdampek kepada perbaikan perencenaan, balk perencanaan Jangka 
menengah, tahunan maupun dalam penetapan atau perjanjian ldnerja yang dlsusun. 

14 lnformasi yang disajikan telah dlgunakan untuk menllal dan a. apeb/18 pemanfaatan bersifat ekstenslf d8n menye/uruh; 
memperlJalld pelaksanaan program dan keglatan organlsasl b. spabile pemanfaatan bersifat ekslenslf nsmun be/um menyeluruh (sebagian); 

C. apabils pemanfaatan hanya b8rsifat sebaf/lan; 
d. apebl7a kurang dlmanfaatlcan; 
e. apebl/e tldak 8d8 pemanfaatan. 
lnformasi kinerja te/Bh digunBkan untuk men/Isl den memperbalkl pelaksanasn program d8n kef/ialan. 81tlnya: 

lnfonnasl yang dlsaJlkan deism Lsporan Kinarja te/Bh mengakibatkan perbalkan dalam pengs/olaan program d8n k8f/l&tan dan dapat 
menylmpu/kan kebedlasllan atau kegagslan program secara terukur. 

15 lnfonnasi yang dlsajlkan telah dlgunakan untuk penlngkatan a. apeb//a pemanfaatan bersifat ekslenslf dsn menyeluruh; 
klner}a b. apeb//a pemanfaatan bersifat ekstenslf nsmun be/um menyeluruh (sebaf/lan); 

C. apabl7a pemanfaatan hanya bersifat sebaf/lan; 
d. apeblla kurang dlmanfaatksn; 
e. apablls tid8k 8d8 pemanfaatan. 
lnfonnasi klnelja telah digunakan untuk penlngkatan kine~a. artlnya: 

ten:lapat bukll yang cukup bahwa lnfonnasi dalsm Laporan Kinerja (tennasuk Lsporan Kinerja tahun sebe/umnya) te/Bh d/gun8k8n 
untuk perbailcan capaian ldnsrja otf1811/sasl yang lebih balk pedode ben7cutnya. 



16 lnfonnasl yang disajikan telah dlgunakan untuk penllaian kinerja a. apablla pemanfaatan bersifat ekslensif dan menyeluruh; 
b. apabl/a pemanfastan bersifat ekslensif namun be/um menyeluruh (sebaglan); 
c. apabl/a pemanfaatan hanya berslfat sebaglan; 
d. apab//a kursng dimanfaatkan; 
e. apablla tldak ads pemanfaatan. 

lnformasl kinerja telah cDgunskan untuk pen/la/an kinelja, attinya: 
lnformasl caps/an kinerja yang dlsa)lkan dalam Laporan Kine,ja di}Bdikan dasar untuk men/la/ dan menylmpulkan kine,;a setta 
dQadlkan dasar reward dan punishment 

Catatan : pa.da kolom penjelasan diisi dengan memilih atau menuliskanjawaban yang paling benar. 

AMDI SAID BUSIII 
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No Program Outcome 

(1) (2) (3) 

1 Program A Al 

A2 

2 Program B Bl 

B2 

EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN (n-2) 
Pera.ngkat Dasra.h 

Target ReaHsasi capa1an Keglatan Output Target Realisasl capatan Anggaran ReaHsasl 

(4) (5) (6) (7) (8) (9) 

75 74 74/75 Keg.Ml AAl 80 

50 50 50/50 Keg. AA2 AA2 100 

Keg. AA3 AA3 50 

60 62 62/60 Keg. B81 B81 50 

Keg. B82 B82 80 

90 87 87/90 Keg. B83 B83 75 
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(10) 

80 

95 

40 

45 

75 

74 

(11) (12) (13) 

80/80 100.000 90.000 

95/100 200.000 195.000 

40/50 50.000 50.000 

45/50 150.000 145.000 

75/80 75.000 74.000 

74/74 95.000 93.000 

Bondowoso, tanggal pelaporan 

Kepala Perangkat Daerah 

ttd 

% 

(14) 

90% 

100% 



Contoh Laporan Evaluasi Internal 

PEMERINTAH KABUPATEN BONDOWOSO 
SEKRETARIAT DAERAH 

BAGIAN ORGANISASI 
Jalan Letnan Amir Kusman Nomor 2 a ( 0332 ) 421153 

BONDOWOSO 

LAPORAN EVALUASI INTERNAL 
SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH 

BAGIAN ORGANISASI 

Nomor 
Tanggal 
Lampiran 
Satuan Kerja 

: 700/ 072 /430.6.1/2018 
: 28 Februari 2018 
: 1 ( satu) berkas 
: Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Bondowowo 

Dengan ini laporkan hasil evaluasi internal Tim SAKIP Bagian Organisasi 
Sekretariat Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2018, sebagai berikut : 

1. Latar Belakang 
Perbaikan tata kelola pemerintahan merupakan agenda penting dalam 
reformasi birokrasi, dimana system manajemen pemerintahan harus 
melaksanakan peningkatan akuntabilitas dan peningkatan kinerja yang 
berorientasi pada hasil (outcome) yang dikenal sebagai Sistem Akuntabilitas 
Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) 
SAKIP diimplementasikan secara "self assessment" oleh masing-masing 
instansi pemerintah, artinya setiap instansi pemerintah tersebut 
merencanakan, melaksanakan, mengukur dan memantau kinerjanya 
sendiri, selanjutnya melaporkan kinerjanya kepada instansi yang lebih 
tinggi. 
Dalam pelaksanaan mekanisme tersebut, maka Tim SAKIP Bagian 
Organisasi perlu mengadakan evaluasi internal terhadap implementasi 
SAKIP, untuk perbaikan akuntabilitas dan kinerja pada Bagian Organisasi 
Sekretariat Daerah Kabupaten Bondowoso. 

2. Dasar Hukum Pelaksanaan Evaluasi Internal SAKIP 
a. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan 

Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah; 
b. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas 

Kinerja Instansi Pemerintah; 
c. Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk 

Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas 
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah; 

d. Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman 
Evaluasi Implementasi SAKIP; 

e. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 17 Tahun 2017 tentang 
Perubahan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 ten tang RPJMD 
Kabupaten Bondowoso; 

f. Surat Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 
188 / 311 / 430.4.2/201 7 ten tang Perbaikan Rencana S trategis Sekretariat 
Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2014-2018; 

g. Surat Keputusan Kepala Bagian Organisasi pada Sekretariat Daerah 
Kabupaten Bondowoso Nomor : 188/038/430.6.1 /2018 tentang Tim 
SAKIP Bagian Organisasi Tahun 2018. 
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3. Maksud dan Tujuan 
Maksud dari Evaluasi Internal SAKIP, adalah: 
a. Memperoleh informasi tentang implementasi SAKIP; 
b. Menilai tingkat keberhasilan implementasi SAKIP; 
c. Menilai efektifiitas dan efisiensi pelaksanaan program dan kegiatan. 

Tujuan dari Evaluasi Internal SAKIP, adalah: 
a. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan Implementasi SAKIP; 
b. Memonitor tindak lanjut rekomendasi basil evaluasi periode sebelumnya. 

4. Ruang Lingkup 
Ruang lingkup evaluasi internal Implementasi SAKIP meliputi evaluasi 
terhadap perencanaan, perjanjian, pengukuran dan pelaporan kinerja, 
serta efektifitas dan efisiensi pelaksanaan program dan kegiatan dalam 
pencapaian kinerja pada Bagian Organisasi Tahun 2017 sesuai dengan 
Dokumen RENSTRA, Dokumen RENJA Tahun 2017, Perjanjian Kinerja (PK) 
Tahun 2017 serta dokumen terkait lainnya, sebagaimana LKE AKIP Bagian 
Organisasi Tahun 2017 terlampir. 

5. Waktu Pelaksanaan 
Pelaksanaan Evaluasi Internal SAKIP Bagian Organisasi dilaksanakan 
setelah berakhrinya Tahun Anggaran 2017 sampai dengan batas akhir 
penyerahan LKIP (tanggal 02 Januari 2018 s/d 28 Februari 2018) dan 
dilaksanakan secara paralel dengan penyusunan Laporan Kinerja Instansi 
Pemerintah (LKIP). 

6. Pokok-pokok Evaluasi Internal 
Berdasarkan evaluasi yang dilakukan terdapat beberapa hal yang perlu 
diperhatikan, antara lain sebagai berikut : 
a. perlu mencantumkan perhitungan indeks reformasi birokrasi yang 

merupakan program prioritas nasional yang sejalan dengan program 
nawacita; 

b. perlu menerbitkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Teknis Penerapan 
Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan 
Pemerintah Kabupaten Bondowoso; 

c. segera melaksanakan kegiatan penerapan inovasi pelayanan publik 
sesuai dengan Peraturan Presiden RI Nomor 81 Tahun 2010 tentang 
Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025; 

d. segera melaksanakan kegiatan evaluasi tugas dan fungsi perangkat 
daerah dan evaluasi kelembagaan perangkat daerah sebagai dasar 
penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah; 

e. perlu menyusun standar kompetensi manajerial berdasarkan Peraturan 
Kepala BKN Nomor 7 Tahun 2013 ten tang Pedoman Penyusunan 
Standar Kompetensi Manajerial Pegawai Negeri Sipil. 

Terhadap permasalahan tersebut, disarankan agar melakukan langkah­
langkah sebagai berikut: 
a. Merencanakan anggaran kegiatan yang direkomendasikan Tim SAKIP 

Bagian Organisasi untuk diajukan pada Tahun 2018; 
b. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait untuk dapat 

merealisasikan rencana kegiatan pada Tahun 2018 sesuai rekomendasi 
Tim SAKIP Bagian Organisasi. 

-71-



Demikian disampaikan hasil evaluasi internal atas sistem akuntabilitas kinerja 
Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2017, 
dengan harapan kinerja pada tahun mendatang menjadi lebih baik. 

Ketua TIM SAKIP 
BAGIAN ORGANISASI 

SLAMET YANTOKO, S.Sos, M.M 
Pembina Tingkat I 

NIP. 19671018 199203 2 007 
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Lampiran: 
LEMBAR KRITERIA EVALUASI 

SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INST.ANSI PEMERINTAH 
BAGIAlf ORGANISASI TABUR 2017 

NO KOMPONEN PENJELASAN 

A Perencanaan Klnerja 

I Perencanaan Strategis 
Ya, Perbaikan RENSTRA Sekretariat Daerah 

1 RENSTRA telah disusun Kabupaten Bondowoso Tahun 2014-2018 
Nomor: 188/311/430.4.2/2017 
Ya, Tujuan RENSTRA Bagian Organisasi 

2 
RENSTRA telah memuat adalah peningkatan kualitas pelayanan 
tujuan publik dan akuntabilitas penyelenggaraan 

oemerintahan 

3 
Tujuan yang ditetapkan telah 100% tujuan telah dilengkapi dengan 
dilengkapiindikator tujuan keberhasilan 

4 
Tujuan telah disertai target 100% tujuan telah dilengkapi dengan target 
keberhasilan pencapaian 

5 
Dokumen RENSTRA telah Ya memuat sasaran 
Dokumen RENSTRA telah 100% sasaran telah dilengkapi dengan 

6 memuat indikator kinerja indikator sasaran 
sasaran 

7 
Dokumen RENSTRA telah Seluruh sasaran telah dilengkapi target 
memuat taraet tahunan nencaoaian 

8 
RENSTRA telah menyajikan 100% IKU menggambarkan kinerja utama IKU 

9 
RENSTRA telah Ya, RENSTRA dipublikasikan melalui 
dioublikasikan website Pemerintah Kabuoaten Bondowoso 
Dokumen RENSTRA telah 100% tujuan dan sasaran yang ditetapkan 

10 selaras dengan dokumen 
RPJMD/RPJMN telah selaras dengan RPJMD /RPJMN 

11 
Dokumen RENSTRA telah RENSTRA belum direviu secara berkala direviu secara berkala 
Perencanaan Kblerja D TahUDall 
Dokumen perencanaan 

1 kinerja tahunan telah Ya 
disusun 

2 Perjanjian Kinerja (PK) telah Ya disusun 
3 PK telah menyajikan IKU 100% nru telah diperjanjikan dalam PK 

4 PK telah dipublikasikan Ya, melalui website Pemerintah Kabupaten 
Bondowoso 

5 Sasaran telah berorientasi 100% sasaran telah berorientasi basil basil 
Kegiatan dalam mencapai 100% kegiatan telah didukung oleh 

6 sasaran telah didukung 
an2e:aran vanit memadai anggaran yang memadai 

7 Dokumen PK telah selaras 100% sasaran dalam PK telah selaras 
dengan RENSTRA dengan RENSTRA 

8 
Rencana aksi (RA) atas Ya, RA dimaksud merupakan penjabaran 
kinerja sudah ada dari target kinerja yang ada di PK 
Rencana kinerja tahunan Ya, target kinerja sasaran. dalarn rencana 

9 dimanfaatkan dalam kinerja menjadi syarat dalam pengajuan 
oenvusunan anggaran ane-e-aran 



Rencana aksi atas kinerja 
10 dimonitor pencapaiannya Ya, monitor berkala setiap triwulan 

secara berkala 
B Pengakaran Kinerja 
I Pemenuhan Pen- -

Telah terdapat IKU sebagai 
Ya, IKU telah ditetapkan secara formal 

1 dalam Keputusan Bupati Nomor 68 Tahun 
ukuran kinerja secara formal 2016 

2 
Terdapat mekanisme Belum ada mekanisme (SOP) pengumpulan 
oenmmoulan data kinerfa data kinerja yang memadai 

n Kualltas Pengakaran 
IKU telah telah selaras IKU sepenuhnya merupakan turunan dari 

1 dengan IKU Instansi 
Pemerintah 

IKU Pemerintah Pusat 

Sudah terdapat indikator 100% individu telah memiliki indikator 
2 kinerja individu yang kinerja yang menggambarkan keselarasan 

men11.:acu pada IKU unit keria dene:an IKU atasannva 
Pengukuran kinerja sudah 

3 dikembangkan menggunakan Sudah memakai aplikasi di BAPPEDA 
Telmolom. Informasi 

m Jmplementasl Pen ... ~ ·-
1 IKU telah dimanfaaatkaan Ya untuk penilaian kineria 

2 IKU telah direviu secara IKU telah direvisi dan basilnya 
berkala menuniukkan kondisi vanR: lebih baik 
Pengukuran kinerja atas 

3 rencana aksi digunakan Hasil pengukuran kinerja sebatas banya 
untuk pengendalian kinerja untuk menyimpulkan basil kinerja 
secara berkala 

C Pelaporan Kinerja 
I Pemenuhan Pelaporan 

1 Laporan Kinerja Tahun 2015 Ya telah disusun 
Laporan Kinerja Tahun 2015 

2 telah disampaikan tepat Ya, dilaporkan sebelum akhir Februari 2017 
waktu 

3 Laporan kinerja telah Ya, diupload ke website Pemerintah 
diupload ke website Kabupaten Bondowoso 

4 Laporan kinerja telah direviu Ya oleb APIP 
n Pennfian Inrormasl Kineria 

Informasi kinerja menyajikan 

1 informasi pencapaian sasaran 100% sasaran outcome dalam laporan 
yang berorientasi outcome kinerja 2017 
lhasil) 
Laporan kinerja menyajikan 100% sasaran yang ingin disampaikam 

2 informasi pencapaian sasaran dalam laporaan kinerja berorientasi basil 
vanR: berorientasi basil jo~tcomeJ ·- ---~- - - -- •-- ----
Laporan kinerja menyajikan 

100% capaian kinerja dari Perjanjian 3 informasi mengenai kinerja 
yang_ ~p~rjanjikan Kinerja Tahun 2017 

Laporan kinerja menyajikan Laporan kinerja menyajikan perbandingan pembanding tahun 4 sebelumnya dan pembanding data kinerja selama 3 tahun terakhir dan 

yang diperlukan pembanding lain yang diperlukan 

Laporan kinerja menyajikan Laporan kinerja mampu menyajikan informasi keuangan yang 5 terkait dcngan pencapaian informasi keuangan yang terkait dengan 

sasaran kineria pencapaian sasaran kinerja 



Pemanfaatan lnformasi m Kineria 
Informasi kinerja telah 

1 
digunakan dalam 
pelaksanaaan evaluasi 
akuntabilitas kinerja 
Inform.asi yang disajikan 

2 digunakan dalam perbaikan 
oerencanaan 
Inform.asi yang disajikan 

3 
digunakan menilai dan 
memperbaiki pelaksanaan 
proeram dan kefliatan 
Inform.asi yang disajikan 

4 digunakan untuk penilaian 
kineria 

Ya, digunakan dalam evaluasi AKIP 

Pemanfaatan bersifat ekstensif dan 
menyeluruh 

Pemanfaatan bersifat ekstensif dan 
menyeluruh 

Pemanfaatan bersifat ekstensif dan 
menyeluruh 

Ketua TIM SAKIP 
BAGIAN ORGANISASI 

SLAMET YANTOKO, S.Sos, M.M 
Pembina Tingkat I 

NIP. 19671018 199203 2 007 
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Contoh SK Tim SAK.IP Perangkat Daerah 

PEMERINTAH KA.BUPATEN BONDOWOSO 
SEK.RETARIAT DAERAH 
BAGIAN ORGANISASI 

Jalan Letnan Amir Kusman Nomor 2 W ( 0332 ) 421153 
BONDOWOSO 

KEPUTUSAN KEPALA BAGIAN ORGANISASI 
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO 

NOMOR: 188/ 038 /430.6.1/2018 

TENTANG 
TIM SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH 

PADA BAGIAN ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO 

KEPALA BAGIAN ORGANISASI 

Menimbang bahwa dalam rangka memperlancar dan meningkatkan kualitas 
penyusunan dokumen perencanaan strategis, rencana kinerja 
tahunan, perjanjian kinerja, pengukuran kinerja, pengelolaan 
data kinerja, dan pelaporan kinerja di lingkungan Bagian 
Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Bondowoso, perlu 
menetapkan Tim Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi 
Pemerintah (SAKIP) pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah 
Kabupaten Bondowoso dengan Keputusan Kepala Bagian 
Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Bondowoso. 

Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan 
Negara; 

2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan 
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah; 

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 
tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan 
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 

4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem 
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP); 

5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara 
Nomor : PER/09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoma n Umum 
Penetapan Inclikator Kinerja Utama cli Lingkungan Instansi 
Pemerintah; 

6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan 
Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 ten tang Pedoman 
Penyusunan Pene tapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas 
Kinerja lnstansi Pemerintah; 

7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan 
Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman 
Evaluasi SAKIP; 

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang 
Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi 
Pcmbangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan 
Peraturan Daerah Tentang RPJPD, RPJMD dan RKPD; 

10. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 7 Tahun 2016 
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Dacrah 
Kabupaten Bondowoso; 

11. Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 74 Tahun 2016 tentang 
Kedudukan, Togas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat 
Daerah Kabupaten Bondowoso. 



MEMUTUSKAN : 

Menetapkan : 

KESATU 

KEDUA 

KETIGA 

Membentuk Tim Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 
pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Bondowoso 
Tahun 2018, dengan susunan keanggotaan sebagaimana 
tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tak 
terpisahkan dari keputusan ini; 

: Tim sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu mempunyai tugas 
sebagai berikut: 
a. Mengkoordinasikan pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja 

Instansi Pemerintah, meliputi: Perencanaan Strategis, Rencana 
Kinerja Tahunan, Perjanjian Kinerja, Pengukuran Kinerja, 
Pengelolaan Data Kinerja, dan Pelaporan Kinerja di lingkungan 
Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Bondowoso; 

b. Mengumpulkan dan menganalisa data sebagai bahan 
penyusunan dokumen Perencanaan Strategis, Rencana Kinerja 
Tahunan, Perjanjian Kinerja, Pengukuran Kinerja dan 
Pelaporan Kinerja; 

c. Mengelola data kinerja dengan cara mencatat, mengolah, dan 
melaporkan data kinerja; 

d. Melaksanakan pengukuran kinerja sesuai indikator kinerja 
yang telah ditetapkan dalam lembar / dokumen perjanjian 
kinerja setiap akhir tahun selambat-lambatnya bulan Januari 
pada tahun berikutnya atau sesuai ketentuan peraturan 
perundang-undangan; 

e. Menyusun Dokumen Perencanaan Strategis, Rencana Kinerja 
Tahunan, Perjanjian Kinerja, Pengukuran Kinerja dan 
Pelaporan Kinerja sesuai ketentuan peraturan perundang­
undangan; 

f. Menyampaikan dokumen sebagaimana tersebut pada huruf e di 
atas kepada pihak-pihak terkait sesuai ketentuan yang berlaku. 

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan . 

Ditetapkan di : Bondowoso 
Pada tanggal : 17 Januari 2018 

KEPALA BAGIAN ORGANISASI 

SLAMET YANTOKO, SSoa, MM 
Pembina Tingkat I 

NIP. 19730802 199302 1 002 


